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KATA SAMBUTAN
Ketua Komisi Yudisial

IKHTIAR MENUTUP SENJANG KEADILAN

Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekedar
untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih; memberikan
hak pada satu pihak dan membebankan kewajiban pada pihak
lain; menhukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak
bersalah. Putusan hakim bisa juga menjadi awal dari sengketa
baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi
yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, atau
hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum
tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan
penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas.

Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim
bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi
juga karena adanya disparitas Antara satu atau lebih perkara
yang relative sama; baik disparitas proses, disparitas penafsiran
hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.

Disparitas putusan, terutama putusan pidana menjadi
salah satu problem klasik pengadilan pidana dimanapun yang
membuat banyak negara memberi perhatian khusus pada aspek
ini karena menyangkut nasib, hak, nama baik dan bahkan nyawa
manusia. Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal,
bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.
Terpidana setelah membandingkan Antara pidana yang dikenakan
kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain
kemudian merasa menjadi korban (victim) dari ketidakpastian
atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang
tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum
tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam
tujuan pemidanaan.

Upaya hakim untuk memaksimalkan putusan yang
relative dapat mendatangkan kebahagiaan dan dipercaya adalah
memastikan dijalankannya proses pengadilan yang fair dan
cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
Proses demikianitulah yang dapat mencegah terjadinya disparitas
putusan.

RUU KUHP sudah merancang petunjuk yang wajib
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dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:
kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan
tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak
pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana,
sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana,
riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh
pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap
masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/
keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana
yang dilakukan.

Problem disparitas putusan hakim di Indonesia belum
banyak mendapat perhatian, kecuali putusan pidana yang dua
decade terakhir banyak diperbincangkan dan diteliti.

Komisi Yudisial (KY) menilai usaha meninggikan
kepercayaan dan kehormatan pada pengadilan, utamanya
terhadap putusan hakim, haruslah didukung oleh putusan yang
relative konsisten atau relative tidak terlalu senjang satu atau
lebih putusan dengan satu atau lebih putusan lainnya sehingga
diperlukan data sebagai bahan pelatihan untuk penguatan
pengetahuan dan pemahaman hakim tentang problem disparitas,
wujud disparitas, dan seterusnya.

Atas dasar itulah, KY bekerjasama dengan sejumlah
perguruan tinggi yang telah menjadi jejaring KY melakukan
penelitian selama beberapa waktu terhadap sejumlah putusan
pidana, perdata, agama dan tata usaha Negara.

Kepada tim peneliti, dan semua pihak yang mendukung
program hingga terbitnya hasil penelitian ini, atas nama Komisi
Yudisial mengucapkan terimakasih kepada para pembaca,
semoga membuka pikiran untuk perbaikan.

Jakarta, Juni 2014
Ketua Komisi Yudisial

Suparman Marzuki
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KATA SAMBUTAN
Direktur Eksekutif the Jawa Pos Institute
of Pro-Otonomi (JPIP)

SENJANG PUTUSAN KARENA “BULU”

ENTAH kenapa pepatah ini memandang hukum dalam
situasi rimba: “Tegakkan hukum tanpa pandang bulu”. Apa kaitan
hukum dengan bulu? Rasanya ini berhubungan dengan dunia
margasatwa. Tata hidup dianggap didasarkan pada tebal tipisnya
bulu. Hewan berbulu tebal, seperti singa, gorila, harimau atau
beruang, dianggap bisa merajai hutan. Sementara hewan berbulu
tipis, seperti monyet, kijang, anoa, kerbau, diposisikan sebagai
sasaran yang diperintah aturan. Maka, merujuk pada dunia
margasatwa, lahirlah “tegakkan hukum tanpa pandang bulu”.

“Bulu” dalam hukum manusia di sini jelas bukan berarti
harfiah. Manusia tak pernah cemas ada perbedaan perlakuan
orang brewok (berbulu tebal) dengan orang gundul (tanpa
bulu). Bulu di sana bisa berarti kekuasaan dan kekayaan. Ada
kecemasan abadi, bahwa hukum bisa diintimidasi oleh kekuasaan
dan ditukar dengan uang. Korbannya tentu yang tak berkuasa
dan tak beruang. Para operator hukum, seperti polisi, jaksa,
pengacara, dan hakim, serta pelaksana hukuman kerap gentar
oleh kekuasaan dan ngiler oleh uang. Belakangan ada kasus
iming-iming seks juga bisa membuat hukum serong.

Kecurigaan keterpengaruhan oleh “bulu” kekuasaan
dan uang, juga seks, ini selalu menjadi kecemasan abadi hukum
di manapun. Sebab para operator hukum adalah manusia,
sekalipun diberi predikat hakim (artinya bijaksana). Tak heran,
bila bersamaan dengan “kemerdekaan kekuasaan kehakiman”
diperlukan pengawas. Selain menjaga koridor martabat para juru
vonis ini, juga untuk menjaga agar hakim juga semakin bermutu
dalam melayani keadilan. Terkadang rutinitas mengetuk palu bisa
melupakan substansi dalam profesi hakim: member kepastian
hukum dan, yang terpenting, keadilan.

Kadang perbedaan yang terkesan “antagonis” antara
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kepastian hukum dan keadilan inilah yang menyebabkan produk
putusan peradilan terkesan tidak punya standar. Memang ada
pasal-pasal undang-undang yang jadi rujukan. Tapi karena ada
rentang maksimum vonis menyebabkan vonis bisa diterapkan
dengan “merdeka” oleh hakim.

Contoh yang mutakhir adalah adanya beda putusan
antara anak pejabat yang menewaskan orang dalam tabrakan di
jalan dengan sopir yang menjalankan mobil majikannya. Sekilas
ini ada perbedaan “bulu”. Yang satu tak pernah masuk penjara,
yang sopir kecil bisa sangat lama di penjara. Peradilan terkesan
tak peduli dengan apa pandangan orang atau common sense
tentang putusan mereka. Meskipun, dalam putusan kerap dikutip
“mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang dalam
masyarakat”.

Ada kesenjangan putusan antarkasus yang serupa.
Juga ada kesenjangan antara putusan dengan rasa keadilan
yang berkembang dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa jadi
makin menganga ketika sangat banyak putusan yang luput dari
perhatian publik, terlebih di tempat yang jauh dari pusat-pusat
keramaian. Tentu saja, disparitas putusan yang tak bisa dinalar
dengan mudah oleh akal sehat, bisa menimbulkan “disparitas”
antara kebutuhan penegakan hukum yang dipersepsi masyarakat
dengan peradilan. Hukum gedongan dengan hukum khalayak ada
jarak merentang.

Sebuah ikhtiar yang patut diapresiasi ketika Mahkamah
Agung berupaya menjembatani Kkesenjangan ini dengan
memposting putusan pengadilan di website resmi pengadilan.
Memang, tak mungkin memantau ribuan putusan yang dipasang
di sana. Seumur hidup pun tak akan tuntas. Tetapi, setidaknya
dengan dipasang terbuka itu bisa dieksaminasi, ditelaah, diteliti,
dicermati, diulas, dikomentari, diberi catatan, dipersoalkan...
Singkatnya, diakses dengan mudah alias transparan.

Ada kehendak yang baik (goodwill]) akuntabilitas
institusi peradilan ditegakkan. Setelah kemerdekaan kekuasaan
kehakiman dijalankan di ruang sidang, hasil putusan dipaparkan
kepada publik. Mungkin tak semua peduli kepada putusan-
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putusan itu, tapi setidaknya pihak yang berperkara dengan
mudah bisa menelaah alasan jatuhnya vonis. Selain itu, apabila
ada akademikus atau peneliti ingin menelaah putusan bisa
dengan mudah mendapat sumber resminya.

Selain itu, pemaparan di website itu memangkas birokrasi
turunnya salinan putusan yang kerap memakan waktu dan jadi
ladang pungli. Dalam kasus pengacara yang ditangkap KPK karena
menyuap panitera dengan titip kepada pegawai MA, sempat ada
dalih uang suap Rp 150 juta untuk memperoleh salinan berkas
putusan. Tentu saja dalih ini terpatahkan, karena MA sudah
melansir putusannya di website. Baik si penyuap maupun yang
dititipi suap terbukti bersalah.

Transparansi dan akuntabilitas sudah bisa mulai
mengerem penyimpangan. Kalau komitmen ini berlanjut, kelak
tersedianya amar putusan yang bisa diakses secara terbuka bisa
dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas
putusan peradilan dalam kasus sejenis. Memang setiap kasus
punya spesifikasi dan kondisi-kondisi unik, tetapi bukannya tak
bisa diraba bila ada kesenjangan dan “pandang bulu”.

Makin banyak studi tentang putusan peradilan, tentu
bisa jadi jalan meningkatkan mutu putusan dan mengurangi
disparitas itu. Tanggung jawab fakultas hukum yang jumlahnya
seabrek-abrek itu bisa dikerahkan di sini. Ketimbang berkutat
pada teori melangit, lebih praktis teori itu dihadapkan langsung
pada praktik peradilan. Selama ini menjadi sorotan umum, bahwa
lulusan fakultas hukum kurang bisa langsung bergaul dengan
realitas hukum. Ada semacam keterperanjatan melihat hukum di
bangku kampus dengan di bangku peradilan.

Selain insan akademik, tentu saja Komisi Yudisial
punya peran strategis. KY bisa menjadi jembatan antara hukum
yang dipahami masyarakat dengan hukum kaum elitis di
meja peradilan. Komentar-komentar terukur KY atas putusan
peradilan bisa menjadi rambu bagi hakim agar lebih mendengar
hukum yang dikeluhkesahkan masyarakat. Contoh, ketika ada
bintara tinggi Polri yang punya transaksi Rp 1,5 triliun di Papua
divonis 2 tahun penjara, Ketua KY Suparman Marzuki langsung
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bilang, “Ajaib”. Suara Suparman itu bisa dikatakan sebagai gaung
dari kerisauan publik. Suara-suara seperti ini layak didengarkan.

Hakim harus makin peka suarakeadilan publik. Ukurannya
sulit, memang. Tetapi dengan memberikan argumen yang terang
dan komplet, serta masuk akal, bisa bersualah keadilan meja hijau
dengan keadilan masyarakat. Karena hukum untuk masyarakat,
bukan masyarakat untuk hukum.

Jakarta, Juni 2014
Direktur Eksekutif the Jawa Pos Institute
of Pro-Otonomi (JPIP)

Rohman Budijanto
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SEKAPUR SIRIH
MERINTIS BANGUN JEMBATAN

Sedari awal Komisi Yudisial percaya bahwa putusan
seorang Hakim turut mencerminkan bagaimana gambaran
pribadinya. Putusan yang baik pastilah dihasilkan dari Hakim
dengan pikiran yang sehat, moril yang lurus serta perilaku yang
terpuji, sebaliknya Putusan yang dirasa bermasalah atau kurang
memenuhi rasa keadilan berdasarkan batas-batas tertentu patut
diduga dihasilkan dari Hakim yang juga bermasalah. Melalui
keyakinan itu maka Komisi Yudisial selalu memandang bahwa
upaya apapun untuk mengkritisi putusan apakah itu mengkajinya,
melakukan eksaminasi publik terhadapnya, bahkan menghitung
statistik terhadap kecenderungannya arahnya, adalah baik, dan
tidak akan pernah menjadi salah.

Nilai kebaikan dan manfaat dari upaya untuk terus
mengkritisi Putusan Hakim tidak akan hanya berhenti pada
perbaikan individu Hakim, tetapi juga mampu menjangkau
dimensi yang lebih luas yaitu perbaikan dunia peradilan.

Penelitian Putusan adalah bagian upaya mengkritisi dunia
peradilan, proses yang terus berlangsung sejak pertama kali
dimulai pada tahun 2007 hingga saat ini tidak pernah berhenti.
Sekali lagi Komisi Yudisial berkeyakinan bahwa peradilan
merupakan sebuah entitas yang tidak bisa dibiarkan sendiri tanpa
kritik yang membangun, ia juga tidak bisa dibiarkan memiliki
kebenaran absolut yang tanpa tanding, peradilan bagi Komisi
Yudisial tetap saja sebuah elemen penting dalam bernegara yang
selalu memerlukan Exercise dari manapun untuk kepentingan
perbaikan dan reformasi berkelanjutan. Exercise yang objektif
dan membangun dunia peradilan paling mungkin untuk di dapat
hanya dari ranah akademis atau pun civil society, maka melalui
Penelitian Putusan Komisi Yudisial bermaksud menyediakan diri
untuk menjadi Bridge (jembatan) yang menghubungkan dunia
Peradilan (praktek) dengan dunia Universitas (akademis) serta
civil society.

Pada tahun 2013 sebuah metode baru coba diintroduksi
dengan tujuan peningkatan kualitas analisis penelitian. Fokus

ix

@ 9/8/2014 3:47:05 PM ‘ ‘



DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

perhatian dititikberatkan pada disparitas yang mungkin terjadi
di antara putusan-putusan objek penelitian, baik antar-putusan
yang bersifat vertikal (misalnya putusan pengadilan tingkat
pertama dengan tingkat banding) atau antar-putusan yang
bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat
yang sama).

Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan
pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum
yang digunakan dalam kasus-kasus yang bersangkutan. Disparitas
pemaknaan tadi boleh jadi hanya sekadar mengkonfirmasi
ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau
perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan
hukum baru yang justru menerobos kebekuan tekstual. Selain itu
disparitas dalam penjatuhan sanksi menjadi penting untuk juga
dilacak, dimana dalam dua atau lebih perkara dengan kondisi
yang telah Apple to Apple (sama persis) masih terjadi perbedaan
penjatuhan sanksi.

Akhirnya dengan mengetahui letak disparitas yang
terjadi pada Putusan Hakim, maka koreksi serta proses perbaikan
terhadap kualitas putusan sekaligus dunia peradilan kami
pastikan terus berlanjut dan tidak akan berhenti.

Jakarta, Juni 2014
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan Pengembangan/
Penanggung Jawab Penelitian

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
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Kata Pengantar
BERJEJARING MENGEVALUASI PERADILAN

Sejak tahun 2007 hingga 2013, Komisi Yudisial secara
konsisten melaksanakan kegiatan Penelitian Putusan Hakim.
Kegiatan yang dimaksudkan untuk memotret kualitas hakim di
dalam putusan ini, selalu mengambil tema yang berbeda setiap
tahunnya. Untuk tahun 2013 ini, Komisi Yudisial mengangkat
tema Disparitas sebagai cikal bakal judul buku ini.

Salah satu hal yang menarik yang terus dibudayakan
oleh Komisi Yudisial sejak dilaksanakannya kegiatan Penelitian
Putusan Hakim ini adalah melibatkan jejaring-jejaring berasal
dari kalangan akademisi untuk melakukan analisis secara
langsung terhadap putusan-putusan pengadilan.

Dengan berdasarhasil evaluasi di tahun-tahun
sebelumnya, Komis Yudisial membuat mekanismeyang baru
dalam hal penentuan jejaring yang akan dilibatkan dalam
kegiatan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2013 ini. Mekanisme
yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada semua
jejaringnya untuk mengikuti seleksi proposal. Jejaring yang
memenuhi kriteria dinyatakan lulus dan berhak mengikuti
kegiatan ini. Melalui proses seleksi proposal yang ketat, Komisi
Yudisial akhirnya memutuskan dua belas lembaga, baik berupa
perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat, untuk
terlibat dalam penelitian tahun 2013 ini.

Kedua belas jejaring yang dinyatakan lulus tersebut
diwajibkan oleh Komisi Yudisial untuk melakukan penelitian
terhadap lima putusan di tingkat pengadilan pertamadan lima
putusan pengadilan tingkat berikutnya (bias berupa putusan
pengadilan tingkat banding dan/atau tingkat kasasi). Tujuannya
adalah agar para jejaring dapat memotret disparitas putusan
hakim di dalam putusan-putusan pengadilan pertama dan tingkat
berikutnya. Sementara itu, terkait dengan indikator penelitian,
Komisi Yudisial bersama-sama dengan tim pakar yang telah
ditunjuk kemudian menjadikan lima indikator sebagai tolak ukur,
yaitu ketaatan pada hukum acara, hukum materiil, penalaran
hukum, filosofi pemidanaan/penjatuhan sanksi, dan disparitas

xi
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antar-putusan (apakah ditemukan pola yang sejalan [konvergen]
atau bersilangan [divergen] di antara putusan-putusan yang
dianalisis tersebut, sekaligus dapat ditunjukkan seperti apa pola
konvergensi dan divergensinya).

Hasil penelitian dari kedua belas tim peneliti jejaring
tersebut disepakati akan dijadikan buku bunga rampai yang diberi
judul “Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi”.
Namun, setelah melalui proses pemeriksaan yang relatif lebih
teliti dan ketat, Tim Pakar dan Komisi Yudisial menyepakati
bahwa tidak semua hasil penelitian jejaring yang dimasukkan ke
dalam buku bunga rampai itu.

Akhirnya, kami dari Komisi Yudisial mengucapkan banyak
terima kasih kepada tim peneliti jejaring, tim pakar, dan staf
bidang analisis yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini
sertabersedia membuatbuku bunga rampai ini. Semoga buku bisa
menjadi referensi baru bagi para hakim di dalam meningkatkan
kapasitasnya. Kepada para pembaca, kami harapkan masukan
dan kritikannya demi perbaikan penelitian-penelitian Komisi
Yudisial berikutnya.

Jakarta, Juni 2014
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Danang Wijayanto
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PROLOG

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penelitian
terhadap putusan pengadilan merupakan program
reguler yang dijalankan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Mengingat sedemikian banyak putusan hakim yang dikaji,
maka sejak awal program penelitian ini dilangsungkan dengan
melibatkan organisasi (perguruan tinggi dan lembaga swadaya
masyarakat) sebagai bagian dari jejaring KY di berbagai daerah
di Tanah Air.

Objek penelitian putusan pengadilan ini ditujukan terutama
pada sampel putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum,
kendati ada sejumlah kasus yang juga mencakup peradilan
agama. Sampel yang dipilih pada program penelitian terdahulu
juga telah memperhitungkan berbagai kebutuhan KY dalam
rangka penyusunan basis data kinerja hakim dan keperluan
penyeleksian calon hakim agung.

Aspek metodologis adalah hal penting yang perlu
dicermati dalam proses perjalanan suatu penelitian. Dari waktu
ke waktu metode penelitian putusan ini terus mengalami
perkembangan, sehingga diharapkan luaran dari penelitian ini
makin memperlihatkan kualitas kajian yang bertambah bernas,
yang pada gilirannya dapat bermanfaat secara optimal untuk
membantu KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta
dan juga menjadi masukan pada lembaga-lembaga pengawasan
profesi hakim di berbagai instansi lainnya.

Berangkat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,
pada tahun 2013 ini, sebuah metode baru diintroduksikan
dengan tujuan peningkatan kualitas analisis penelitian. Dalam
hal ini KY memberi kesempatan kepada para jejaring untuk
berkompetisi mengajukan usulan penelitian putusan pengadilan
yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh KY. Oleh
karena pokok perkara dari putusan-putusan itu diusulkan
sendiri oleh jejaring tersebut, maka diasumsikan jejaring ini
telah memperhitungkan kapabilitas dan kompetensi para
peneliti di tingkat jejaring itu terkait pokok-pokok perkara yang
diusulkannya.
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Mengingat ada cukup banyak institusi yang telah
tergabung sebagai jejaring KY (ditandai dengan telah adanya
penandatanganan nota kesepahaman dengan KY), maka secara
selektif telah dipilih dua belas lembaga, baik berupa perguruan
tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat, untuk terlibat
dalam penelitian tahun 2013 ini. Tiap jejaring wajib melakukan
penelitian terhadap lima putusan di tingkat pengadilan pertama
dan lima putusan pengadilan tingkat berikutnya (bisa berupa
putusan pengadilan tingkat banding dan/atau tingkat kasasi).
Dengan demikian setiap jejaring peneliti telah mengumpulkan
sepuluh analisis putusan, ditambah dengan satu laporan
disparitas yang merangkum kesepuluh laporan sebelumnya.

Dalam hal suatu kasus baru sampai pada putusan
pengadilan tingkat pertama, maka putusan demikian tetap
dapat dianalisis di dalam satu laporan, dengan catatan putusan
itu memang memiliki isu yang sangat menarik untuk dianalisis.
Jumlah keseluruhan laporan penelitian dari tim jejaring itu tetap
harus minimal sepuluh putusan pengadilan, sehingga tim peneliti
harus mencari putusan pengadilan tingkat pertama lainnya guna
menggenapi jumlah laporan yang harus diserahkan.

5 putusan pengadilan 5 putusan pengadilan
tingkat pertama + tingkat berikutnya
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Keseluruhan laporan yang diterima (di luar laporan
rangkuman) sebanyak 120, dengan rincian sebagai berikut:

No. Perkara ;:m‘:ﬁl}l Jejaring yang menganalisis
Univ. Pasundan, Bandung
1 Tuntutan tindak pidana korupsi 40 Egi;elr(saittslsﬂla;; Eaihyangan, Bandung
LBH Lampung
2 Tuntutan tindak pidana narkotika 10 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
3 Tuntutan tindak pidana kekerasan 10 Univ. 19 November, Kolaka

terhadap anak

Univ. Bina Nusantara, Jakarta
4 Permohonan kepailitan 30 Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta
Univ. Dr. Soetomo Surabaya

5 Gugatan sengkeka merek 10 Univ. Padjadjaran, Bandung

6 Gugatan sengketa tanah 10 Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta

7 Gugatan perceraian 10 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
TOTAL 120

Pemilihan bidang hukum ditentukan sendiri oleh para
jejaring melalui proposal yang mereka ajukan kepada KY.
Sebanyak dua belas jejaring di atas adalah institusi yang berhasil
lolos dalam seleksi proposal yang diadakan oleh KY. Para jejaring
ini kemudian diundang untuk mempresentasikan proposal
mereka di hadapan tim analis pusat yang dibentuk oleh KY guna
diberika masukan demi penyempurnaan metode penelitian dan
penulisan laporan.

Fokus perhatian para peneliti adalah mencermati disparitas
yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan tersebut,
baik antar-putusan yang bersifat vertikal (misalnya putusan
pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding/kasasi)
atau antar-putusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan
pengadilan pada tingkat yang sama). Kajian disparitas tersebut
terutama terkait dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-
unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus-kasus
yang bersangkutan. Disparitas pemaknaan tadi boleh jadi hanya
sekadar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal
undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan
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sebuah penemuan hukum baru yang justru menerobos kebekuan
tekstual. Pada gilirannya, juga perlu dilacak disparitas dalam
penjatuhan sanksi. Analisis aspek disparitas dalam putusan
tersebut wajib disertai dengan elaborasi mendalam melalui
penelitian doktrinal atas kepustakaan dan yurisprudensi terkait.

Luaran (output) dari penelitian ini berupa laporan hasil
analisis mendalam dan komprehensif atas putusan-putusan
pengadilan di tingkat pertama dan banding untuk satu atau lebih
area bidang hukum. Komprehensi analisis mencakup paling
sedikit:

1. aspek hukum acara (ada tidaknya ketentuan hukum
acara yang dapat diidentifikasi telah dilanggar;
jika ada, apa implikasi dari pelanggaran itu);

2. aspek hukum material (seberapa mendalam substansi
dari dasar hukum, baik mencakup nilai-nilai, asas-
asas, maupun norma-norma dari berbagai sumber
hukum, telah benar-benar digali oleh majelis
hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut);

@ 3. penalaran hukum (apakah majelis telah memberikan
pertimbangan yang cukup, saling menguatkan, dan
berimbang (di antara para pihak) dalam membangun
argumentasi majelis, baik dalam pertimbangan
tentang fakta maupun tentang hukumnya;

4. filosofi pemidanaan/penjatuhan sanksi (apakah majelis
menyelami filosofi dari bidang hukum terkait dengan
perkara yang ditanganinya, sehingga jenis dan bobot
sanksi yang dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah-yuridis dan sosiologis; dan

5. disparitas antar-putusan (apakah ditemukan
pola yang sejalan [konvergen] atau bersilangan
[divergen] di  antara  putusan-putusan  yang
dianalisis tersebut; sekaligus dapat ditunjukkan
seperti apa pola konvergensi dan divergensinya).

Peneliti yang dilibatkan dalam program penelitian putusan
pengadilan tahun 2013 ini adalah mereka yang merupakan dosen
atau aktivis LSM dengan kualifikasi: (1) memiliki pengetahuan
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dan pengalaman terkait dengan substansi pokok perkara
putusan-putusan yang diteliti, yakni memang menjadi pengajar,
pengkaji, dan/atau pelaku advokasi pada area hukum tersebut
(ditunjukkan dalam curriculum vitae para peneliti); (2) memiliki
kemampuan berkerja sama sebagai tim peneliti yang terdiri dari
dua sampai dengan lima orang dengan salah satunya berlatar
belakang penguasaan terhadap hukum acara pidana dan/atau
perdata; dan tiap tim peneliti sebagaimana dimaksud pada butir
(b) dapat melibatkan seorang mahasiswa aktif (khusus untuk
jejaring dari perguruan tinggi).

Sebelumnya, KY telah membentuk tim untuk melakukan
penyeleksian proposal, monitoring pelaksanaan penelitian,
dan pengkompilasian hasil analisis penelitian. Seleksi proposal
dilakukan secara administratif, sehingga kelengkapan berkas
perlu diperhatikan dalam tahap ini. Proposal yang dinyatakan
memenuhi syarat diumumkan dan wakil dari para peneliti
di tingkat jejaring, diundang untuk menghadiri pemaparan
proposal (guna mendapatkan masukan), sosialisasi kegiatan
penelitian sekaligus acara penandatanganan perjanjian. Dalam
acara tersebut, peneliti utama yang hadir adalah penerima kuasa
tertulis dari pimpinan lembaga di tingkat jejaring sehingga ia
dapat bertindak untuk dan atas nama lembaga jejaring dalam
penandatnganan perjanjian penelitian.

Dalam waktu yang ditetapkan peneliti di tingkat jejaring
wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal waktu
yang disepakati. Selama masa pelaksanaan penelitian, tim yang
dibentuk oleh KY melakukan monitoring evaluasi (monev)
untuk mengetahui tingkat kemajuan penelitian dan mengatasi
kemungkinan hambatan yang terjadi.

Setelah laporan penelitian diserahkan kepada KY, maka
para peneliti juga diminta melakukan presentasi penelitian.
Tim analis dari KY berhak meminta para peneliti mengoreksi
laporan penelitian yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh para
peneliti sebelum akhirnya laporan tersebut menjadi laporan
final. Pada akhirnya, tim analis dari KY melakukan kompilasi atas
keseluruhan laporan penelitian para peneliti di tingkat jejaring
ini.
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Kompilasi pada tahun 2013 ini mengambil format yang juga
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, tim
analis membiarkan laporan disparitas sekaligus sebagai laporan
final peneliti tersebut tampil utuh dalam buku bunga rampai
yang diterbitkan oleh KY. Harapan dari format penerbitan seperti
ini tidak lain adalah agar para pembaca dapat menilai sendiri
laporan demi laporan yang dibuat oleh para jejaring, termasuk
menilai kedalaman analisis masing-masing laporan.

Tim analis telah memilih 100 putusan dan tidak
mengikutsertakan dua puluh laporan dari dua jejaring karena
alasan kualitas laporan mereka. Kesepuluh jejaring yang
menyampaikan 100 laporan penelitian ini paling tidak telah
memenuhi ekspektasi minimal dari KY terkait kualitas analisis
dan ketaatan mereka terhadap format yang dipersyaratkan dalam
term of reference.

Judul buku bunga rampai ini sengaja dipilih dengan kosa
kaa sederhana, yaitu “Disparitas Puusan Hakim: Identifikasi
dan Implikasi.” Pilihan judul tersebut bukanlah tanpa alasan.
Kata “identifikasi” menunjukkan upaya ini sebagai langkah awal
karena memuat pemetaan terhadap topik disparitas dalam
putusan hakim.

Terminologi disparitas (disparity) menurut Black (1990:
470) adalah “Marked difference in quantity or quality between
two things or among many things.” Jadi dalam kajian disparitas
selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan.
Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya disparitas
tersebut. Dalam putusan hakim, kata disparitas kerap
didenotasikan hanya sekadar pada perbedaan sanksi yang
diajukan, padahal seharusnya dapat lebih luas pemaknaannya.
Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam
menafsirkan suatu konsep hukum, yang pada gilirannya dapat
saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.

Ketujuh topik yang diangkat di dalam buku bunga rampai
ini selalu diawali dengan pengantar editor, yang memuat paparan
awal untuk mendampingi pembaca menyimak ulasan peneliti
jejaring dalam mencermati putusan-putusan pengadilan yang
dikaji. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya bagian pendahuluan
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ini melakukan duplikasi dengan memaparkan kembali pengantar
editor pada tiap-tiap topik hukum tersebut. Barulah nanti pada
bagian akhir akan disajikan epilog yang memuat rangkuman
editor atas keseluruhan kajian disparitas dalam buku ini.

Dengan sistematika sebagaimana dihadirkan di dalam
buku ini, pembaca memiliki keleluasaan untuk mulai membaca
dari bagian manapun sesuai area hukum yang diminati. Tujuan
dari penerbitan buku ini akan tercapai apabila sidang pembaca,
khususnya para penegak hukum di Tanah Air, dapat menikmati
sajian buku ini dengan sikap positif demi perbaikan kualitas
penegakan hukum.
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Bagian |
Disparitas Putusan Korupsi

Pengantar Editor

Ambiguitas putusan merupakan sesuatu yang tidak dapat
ditolak. Sebagai wacana yang di dalamnya memuat bebagai hal,
putusan hakim senantiasa mengundang (menciptakan) polemik
baik bagi si pemutus yaitu hakim, sekaligus juga bagi si pembaca
(para pihak). Putusan hakim merupakan teks terbuka yang dapat
ditafsirkan oleh siapa saja, meskipun kekuatan mengikatnya
berlaku hanya bagi para pihak yang berperkara di pengadilan.
Ambiguitas, paradoksial dan karakter multi tafsir dalam putusan
hakim merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang akan terus
dan selalu ada. Dengan kata lain tidak ada putusan hakim yang
tidak ambigu dan tidak ada putusan yang tidak multi tafsir, karena
kata-kata dalam putusan selalu memiliki banyak arti (polisemi)
dan kalimat-kalimatnya senantiasa bermakna ganda. Selama ada
keambiguan, maka tidak akan ada kesamaan makna antara satu
putusan dengan putusan lainnya, satu perkara dengan perkara
lainnya, atau antara satu hakim dengan hakim lain, dengan kata
lain substansi putusan sangat ditentukan oleh konteks di mana
dan bagaimana putusan itu dikeluarkan.

Putusan hakim tidak bersifat statis, karena akan terkait
dengan realitas yaitu berbagai kepentingan, kekuataan, serta
kekuasaan. Putusan hakim senantiasa kontekstual dan tidak bebas
nilai (tidak netral). Bagi mereka yang setiap harinya bergumul
dengan teks dan penafsiran, putusan hakim yang beragam dan
ambigu menjadi tidak penting, karena hal itu memperlihatkan
bentuk-bentuk dinamis dari putusan. Untuk memahami dan
menggeluti putusan hakim diperlukan kecerdasan nalar, rasa,
hasrat, dan intuisi serta keberanian, sehingga dapat diungkap
hakekat sesungguhnya dari apa yang menjadi tujuannya, mengapa
putusannyaberbunyi demikian, dan pertimbangan-pertimbangan
hukumnya. Pendek kata akan terungkap bagaimana mekanisme
kerjanya, dan juga bagaimana putusan berkembang dalam
memproduksi makna terkait dengan realitasnya.

Sekalipun putusan senantiasa ambigu dan bersifat
multi tafsir, hakim yang memutus tetap harus bersungguh-
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sungguh dan berpijak kepada kebenaran, sehingga putusan
yang dihasilkannya dapat mendekati kebenaran itu. Masyarakat
menaruh harapan besar tentang hakim dan sistem peradilan kita,
mengingat peradilan merupakan media utama (sekalipun bukan
satu-satunya) pencari keadilan. Namun saat ini masyarakat
dibingungkan oleh berbagai tontonan perilaku hakim dan
kualitas putusannya. Banyak putusan hakim yang mengundang
kritik dan sinisme, yang mengarah kepada ketidakpercayaan
masyarakat, dan membentuk sikap skeptik cukup besar. Hal
demikian muncul karena banyak hakim yang tidak serius, dan
melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu dengan menggadaikan
martabat dan nama baiknya, sebagaimana dijelaskan Satjipto
Rahardjo (2011: 90) “saat ini pengadilan berubah menjadi pasar
yang memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering
mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama sama dengan
koruptor telah menjadi benalu di negeri ini”. Dalam tulisan lain
beliau menyatakan, “Indonesia tengah dilanda krisis besar.
Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya
mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat dan tidak
puas oleh putusan putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat
pengadilan (Rahardjo, 2011: 167-168).

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan seorang
hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya
dalam memahami realitas. Melalui putusannya hakim dapat
mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan
warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang
pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan
hak hidup seseorang (Machmudin, 2006: 51). Wewenang yang
sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan
hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan itu menuntut
tanggung jawab yang tinggi, karena putusannya harus dapat
dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat
dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataaninimengingatkankitabahwabetapaterkurasnya
energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani
sebuah pergulatan batin dan harus membuat pilihan-pilihan yang
tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa
dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada
aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa
dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakan dirinya di jantung
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masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo (2011:
92), “Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak
terwakili dan yang tidak terdengar.”

Disparitas putusan hakim kasus korupsi yang merupakan
tema-tema pada bab ini menjadi sebuah optik tersendiri untuk
mencermati kualitas putusan hakim. Paling tidak ada dua hal yang
perlu dicermati, pertama aspek disparitas yang seringkali disorot
dan yang kedua adalah aspek kompleksitas kasus, khususnya
kasus korupsi. Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai
kontrakdiksi yang rasional, sebagaimana dikatakan Oemar
Seno Adji (1984: 28), bahwa disparitas merupakan hal yang
dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan
wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan
asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga
dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.

Bahwa seorang hakim harus mampu menjelaskan secara
wajar dan benar tentang perkara yang tengah diputusnya.
Namun di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan
dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan
bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu,
yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang sebuah perlakuan
khusus atau “perbedaan perlakuan”, yang lahir dari perilaku
a-moral hakim/pejabat/penegak hukum dan bukan sebagai
sebuah realitas sosial putusan yang memang begitu seharusnya,
hal itu nampaknya sejalan dengan berbagai kasus korupsi yang
muncul, seringkali melibatkan petinggi kekuasaan, atau orang
orang yang secara rasional tidak mungkin melakukan tindakan
itu, beberapa kasus seperti hakim Setyabudi di Bandung dan juga
Kasus Akil Mochtar di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan
bahwa korupsi begitu kompleks, dan dalam persoalan disparitas
putusan korupsi, kompleksitas itu menjadi lebih tinggi.

Penelitian yang ada dalam buku ini ingin mengungkapkan
beberapa persoalan demikian itu, sekalipun aspek-aspek di
belakang putusan tetap saja sulit untuk diungkap. Motif dan
perilaku di belakang putusan hanya bisa diungkap melalui teknik
pembacaan yang dikenal dengan “kritik teks”, sesuatu yang tidak
nampak dalam penelitian-peneltian di dalam buku ini. Namun
demikian sebagai sebuah telaah hukum yang cukup kritis,
beberapa persoalan dalam putusan ini cukup berhasil untuk

11
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diungkap, yaitu mulai dari bentuk penalaran hukum, sumber-
sumber hukum yang digunakan sampai kepada aspek penerapan
hukumnya.

Beberapa tulisan mencoba mengurai untuk membuka
selubung tentang hakekat dari diparitas. Dengan mengambil
tema tentang korupsi para peneliti berharap dapat menyajikan
beberapa alasan utama munculnya disparitas. Sebagaimana
dijelaskan di atas, bahwa beberapa peneliti dalam hasil
penelitiannya telah mengemukakan pendapat bahwa disparitas
dapat menggangu persoalan kepastian hukum dan sebagai
bentuk perlakukan yang tidak adil yang di picu oleh persoalan
integritas, mengingat begitu banyak hakim yang dilaporkan
tidak memiliki integitas/moralitas yang baik, Namun demikian
disparitas tetap menampilkan sisi profesionalisme hakim, ketika
hakim secara handal, ahli dan terampil dapat menjelaskan
secara kontekstual serta bertanggung jawab terhadap profesinya
yang terhormat. Profesionalisme hakim paling tidak terbagi ke
dalam tiga hal yaitu (a) kompetensi akademik, (b) kompetensi
skill dan (c) kompetensi etik. Dalam banyak kasus, hakim yang
tidak profesional telah mengakibatkan putusan-putusan yang
dihasilkannya tidak memiliki kualitas yang baik, dan merugikan
bagi masyarakat luas.

Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan
kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan
dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari
sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau
karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik
atau non positivitik pada tataran praktisnya melahirkan
kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan
pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara.
Inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.
Menurut M. Syamsyudin (2011: 11), bahwa penafsiran tekstual
yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-
undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu
penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga
mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor socio legal
yang ada. Dalam praktik pola pikir hakim-hakim dengan tipologi
pemaknaan tekstual masih mendominasi paradimga hakim
dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.
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Pengadilan/hakim, sebagaimana dikatakan HLA Hart
(2009: 19), seharusnya berfungsi sebagai ‘costus morum’, yaitu
semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik. Artinya
hakim harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang
selama ini menjadi anutan. Dalam posisinya sebagai sensor
umum itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan, putusan
hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan
lebih luas, yang mengharuskannya ada digarda terdepan dalam
menjamin aspek moralitas dan etika. Atau sebagaimana dikutip
oleh Mochtar Kusumaatmadja (2002: 13), dari Roscoe Pound,
bahwa hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti
dalam proses pembaharuan. Pengalaman menunjukan bahwa
di Amerika Serikat terutama setelah dilaksanakan New Deal
mulai dari tahun tiga puluhan, hukum dipergunakan sebagai
alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial.
Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah
Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi
warga negara berkulit hitam merupakan contoh yang paling
mengesankan dari peranan yang progresif yang dapat dimainkan
oleh hukum dalam masyarakat. Terlepas dari itu semua,
nampaknya hasil penelitian tentang disparitas putusan korupsi
yang dilakukan jejaring Komisi Yudisial dalam buku ini cukup
memberikan energi lain, bahwa kita masih membutuhkan hakim
yang memiliki integritas, kejujuran dan tekad untuk melakukan
pembaharuan hukum guna menciptakan putusan-putusan yang
lebih baik, untuk memulihkan kondisi peradilan kita, yaitu
sebagaimana di katakan Mahkamah Agung “guna terwujudnya
badan peradilan Indonesia yang agung”, atau sebagaimana yang
menjadi tugas Komisi Yudisial, yaitu “menjaga kehormatan dan
keluhuran martabat hakim”.
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A. Disparitas Penafsiran Hakim atas Pasal 2 dan 3
Undang-Undang PTPK dan Implikasinya

Tim Peneliti Universitas Pasundan:
Melani, Absar Kartabrata, N. Ike Kusmiati, Irwan S. Indrapradja,
Murshal Senjaya

1. Pendahuluan
a. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia telah
mewabah ke berbagai segi kehidupan. Putusan pengadilan tipikor
yang diteliti ini pun terdakwanya terdiri dari berbagai kalangan,
yaitu mulai dari bidang pendidikan, kepala daerah (bupati dan
walikota), Ketua UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sampai
dengan pejabat perusahaan swasta rekanan BUMN.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia memang
merupakan sejarah panjang dengan sederetan perundang-
undangan yang dilengkapi dengan berbagai tim atau komisi
khusus guna menunjang pemberantasan korupsi tersebut.
Namun hingga kini korupsi masih merajalela dan masif.

Tipikor adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa),
sehingga pemberantasannya pun memerlukan proses luar biasa.
Oleh karena itu bangsa-bangsa di dunia telah sepakat untuk
secara bahu-membahu memberantas korupsi yang bersifat
transnasional. Indonesia adalah termasuk negara yang ikut
menandatangani UNCAC (United Nations Convention Against
Corruption) atau Konvensi PBB Menentang Korupsi dan Indonesia
telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006, dengan demikian Indonesia telah terikat secara
moral, politis, dan yuridis untuk melaksanakan UNCAC.

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan
tipikor adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan
hukum dalam memberantas tipikor harus dilakukan secara teliti,
cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis
dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat
mencerminkan penegakan hukum yangberkeadilan, berkepastian
hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
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Sebuah keputusan akan menjadi adil apabila diambil
melalui proses interpretasi hukum. Seorang hakim, misalnya pada
setiap pembacaan yang menetapkan sesuatu menghasilkan yang
adil apabila menjaga undang-undang sekaligus menghancurkan
atau menghapus undang-undang, karena itu, setiap momen
pada hakekatnya unik. Interpretasi hukum (yang selalu baru)
harus dilakukan secara terus menerus agar sebuah keputusan
adil dapat diambil, tanpa hal tersebut, sebuah keputusan tidak
dapat dianggap adil, meskipun keputusan ini sahih. Artinya di
sini setiap keputusan adalah peristiwa, sebuah keputusan yang
dijamin dengan sebuah aturan yang sahih dan mengikuti begitu
saja aturan tersebut adalah sebuah keputusan yang terprogram.
Momen pengambilan keputusan adalah kontinum di mana orang
mempertahankan rentetan waktu, tetapi sebuah keputusan yang
adil harus merobek waktu dan membangkang terhadap berbagai
dialektika (Susanto, 2010: 289).

Melalui dekonstruksi ini maka makna keadilan menjadi
tidak stabil atau tidak dapat distabilkan, namun pandangan ini
apakah bersifat nonsens? Karena kita bertemu dengan makna
keadilan yang tidak menentu. Ketidakstabilan keadilan atau
ketidakmenentuan keadilan akan membawa kita kepada ide
keadilan yang tidak terbatas. Tuntutan ketidakadilan yang tidak
habis-habisnya ini berarti kewajiban mendekonstruksi setiap
konsep keadilan. Penangguhan terus menerus ini, dengan kata
lain adalah sebuah gerakan interpretasi tak terbatas tentang
keadilan. Keadilan tidak dapat direduksi sebagaimana cara
berpikir Descrates, Kant, Hegel, maupun Marx. Keadilan tidak
dapat dilukiskan, keadilan tidak hadir, tapi juga tidak absen,
keadilan adalah sebuah gerakan dan sebagai gerakan keadilan
tidak dapat dibekukan (Susanto, 2010: 289-290).

Dalam kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi
yang diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan
ini banyak kasus yang diputus bebas oleh pengadilan tipikor di
daerah. Dengan adanya kenyataan tersebut telah menimbulkan
disparitas secara horizontal antara putusan pengadilan tipikor
tingkat pertama dengan putusan pengadilan tipikor tingkat
pertama lainnya, antara putusan pengadilan tingkat banding
dengan putusan tingkat banding lainnya, dan antara putusan
tingkat kasasi dengan putusan tingkat kasasi lainnya. Di samping
itu telah menimbulkan pula disparitas secara vertikal, yaitu
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antara putusan pengadilan tipikor tingkat pertama dengan
putusan pengadilan tingkat selanjutnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi et al, 2002:
270), disparitas adalah perbedaan atau jarak. Menurut Black’s
Law Dictionary (Garner, 1999: 482), disparity is inequality or a
difference in quantity or quality between two or more things.
Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau
perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari
sesuatu.

Adapun putusan pengadilan yang telah kami teliti dan
selanjutnya akan diteliti disparitasnya adalah, 5 (lima) putusan
pengadilan tipikor tingkat pertama dan 8 (delapan) putusan
pengadilan tipikor tingkat berikutnya, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 1.

Nama Terdakwa dan Nomor Putusan Pengadilan yang

Diteliti Disparitasnya

No. Putusan
No Pengadilan No. Putusan
' Nama Terdakwa '8 Pengadilan Tingkat
Urut Tingkat .
Berikutnya
Pertama
a. 29/
03/Pid.Sus/ Tipikor/2011/
1 B:SH'I\;IF‘?S?Y Sukasah, | ol 2011/ PT.Bdg;
v PN.Bdg b. 1874 K/Pid.
Sus/2011
. a. 31/
Maman Yudia dan ,},g{g}lzd (.)Sluls// Tipikor/2011/
2 H. Tatun Daradja- PN.Bd PT.Bdg
tun, S.H., M.Si. bag b. 2104 K/
Pid.Sus/2011
22/PID.Sus/ .
@ 3 Mochtar Mohamad TPK/2011/ éi;&;zlé{lild
PN.Bdg
a. 41/
36/Pid.Sus/ Tipikor/2011/
4 | Alit Solihadin TPK/2011/ PT.Bdg;
PN.Bdg b. 2637 K/Pid.
Sus/2011
76/Pid.Sus/ o
5 | Ivan CH Litha TPK/2011/ f,%gd‘p‘kor/ 2012/
PN.Bdg °a8
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Studi disparitas terhadap ke-13 (ketiga belas) putusan
tersebut yang telah kami tuangkan ke dalam 10 (sepuluh)
laporan penelitian dianggap penting karena putusan perkara
tindak pidana korupsi kerap menjadi sorotan masyarakat dan
masyarakat sering tidak puas atas putusan hakim. Putusan-
putusan pengadilan yang kami teliti adalah putusan-putusan
pengadilan tipikor yang pada prinsipnya putusan dijatuhkan
atas dasar dakwaan JPU yang mengacu pada primair Pasal 2
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi penafsiran

hakim terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengalami disparitas

baik secara horizontal maupun vertikal dengan pola konvergen

maupun divergen dan anehnya penafsiran hakim dalam putusan-
putusan tersebut pada umumnya malah menguntungkan
terdakwa, sehingga ada terdakwa yang dibebaskan dan juga ada
terdakwa yang dihukum ringan berdasarkan dakwaan subsidair,
yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan dibebaskan dari dakwaan primair, yaitu Pasal

2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Putusan yang akan diteliti disparitasnya adalah :

1) Sebagaimana dalam tabel 1 nomor urut 1 tersebut di atas,
ialah putusan No. 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg atas nama
terdakwa Dr. H. Tony Sukasah, Drs., M.Si., pekerjaan PNS pada
Pemda Kab. Bekasi (Kepala Dinas Pendidikan). Korupsi yang
dilakukan terdakwa menyangkut dana pendidikan untuk
pengadaan barang dan jasa laboratorium multimedia di
30 (tiga puluh) SMPN, dengan kerugian negara sebesar Rp
510.611.076,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus sebelas
ribu tujuh puluh enam rupiah). Dalam amar putusan pada
intinya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam
dakwaan primair, menyatakan terdakwa Dr. H. Tony Sukasah,
Drs., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan
subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.
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Baik JPU maupun terdakwa mengajukan upaya hukum
banding terhadap putusan tersebut di atas dan dalam
putusannya Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 /Tipikor/2011/
PT.Bdg, pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Tipikor
Bandung, dengan perbaikan sekadar mengenai lamanya
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Baik JPU maupun terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi
terhadap putusan banding tersebut di atas dan dalam putusan
Mahkamah Agung No. 1874 K/Pid.Sus/2011, pada intinya
amarnya berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari
Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dari
terdakwa. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor
Bandung No. 29/Tipikor/2011/ PT.Bdg., yang memperbaiki
putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri
Bandung No. 03/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. Mengadili
sendiri, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair,
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

2) Sebagaimana tercantum dalam tabel 1 nomor urut 2, ialah

putusan  No.10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg atas nama
terdakwa Maman Yudia, pekerjaan mantan Bupati Subang
dan H. Tatun Daradjatun, S.H., M.Si, pekerjaan pensiunan
PNS. Tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa
menyangkut penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah
Kabupaten Subang, dengan kerugian negara sebesar Rp
1.143.814.840,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta
delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh
rupiah). Dalam putusannya pengadilan pada Pengadilan
Negeri Bandung pada intinya amarnya menyatakan
terdakwa Maman Yudia dan terdakwa H. Tatun Daradjatun,
S.H, M.Si. tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam
dakwaan primair. Selanjutnya menyatakan terdakwa Maman
Yudia dan terdakwa H. Tatun Daradjatun, S.H., M.Si. telah
terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama, menghukum para terdakwa dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-
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masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
subsidair kurungan pengganti masing-masing 1 (satu) bulan.
Menghukum terdakwa H. Tatun Daradjatun, S.H., M.Si. untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp 12.052.800,- (dua belas
juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan apabila
kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang
pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)
bulan.

Para terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap
putusan tersebut di atas dan putusan Pengadilan Tinggi
Tipikor Bandung No.31/Tipikor/2011/PT.Bdg, pada intinya
amarnya menyatakan menguatkan putusan No. 10/Pid.Sus/
TPK/2011/PN.Bdg dengan perbaikan mengenai penjatuhan
pidana penjara, denda dan hukuman kurungan pengganti
dendanya.

Baik penuntut umum maupun para terdakwa mengajukan
upaya hukum kasasi terhadap putusan banding tersebut di
atas dan putusan Mahkamah Agung No. 2104 K/Pid.Sus/2011
pada intinya amarnya menyatakan menolak permohonan
kasasi dari penuntut umum dan para terdakwa.

3) Sebagaimana dalam tabel 1 nomor urut 3 tersebut di atas,

putusan bebas Pengadilan Negeri Tipikor Bandung yang
sempat menjadi buah bibir yang sangat heboh adalah putusan
No. 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg atas nama terdakwa
Mochtar Mohammad, pekerjaan Walikota Bekasi adalah salah
satu objek penelitian yang telah dilakukan. Perkara tindak
pidana korupsi menyangkut dana kegiatan fiktif atau mark
up dana kegiatan dialog dengan tokoh masyarakat, dengan
kerugian negara sebesar Rp 639.000.000,- (enam ratus tiga
puluh sembilan juta rupiah). Putusan perkara tindak pidana
korupsi atas nama terdakwa Mochtar Mohammad, telah
diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2547 K/Pid.
Sus/2011, yang pada intinya terdakwa divonis pidana penjara
selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) subsidair kurungan 6 (enam) bulan,
serta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti
sebesar Rp 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan
juta rupiah), apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana
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penjara 6 (enam) bulan.

4) Sebagaimana dalam tabel 1 nomor urut 4, putusan No.36/Pid.

Sus/TPK/2011/PN.Bdg., atas nama terdakwa Alit Solihadin,
pekerjaan Wiraswasta (Ketua UKM Tembakau Iris Nangka
Manis Desa Ciela, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut).
Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa menyangkut
dana  pengembangan UKM dengan Kkerugian negara
Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pada intinya amar putusan No. 36/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
menyatakan terdakwa tidak terbuti melakukan tindak pidana
dalam dakwaan primair. Menyatakan terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara
1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menghukum
terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila harta benda
terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara
selama 4 (empat) bulan. Penuntut umum mengajukan upaya
hukum banding terhadap putusan tersebut di atas dan putusan
pengadilan tinggi tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung No.
41/Tipikor/2011/PT.Bdg, menguatkan putusan No. 36/Pid.
Sus/TPK/2011/PN.Bdg dengan perbaikan sekadar mengenai
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan
besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa,
yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda
Rp 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta uang
pengganti sebesar Rp 107.500.000,- subsidair 4 (empat) bulan
penjara.

Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan
banding tersebut dan dalam putusan Mahkamah Agung
No. 2637K/Pid.Sus/2011, pada intinya amar putusannya,
menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa,
membatalkan  putusan No. 41/Tipikor/2011/PT.Bdg.,
memperbaiki putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan
Negeri  Bandung No. 36/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg,
menjatuh-kan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda
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sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah), jika harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

5) Sebagaimana tabel 1 nomor urut 5, putusan No. 76/Pid.Sus/
TPK/2011/PN.BdgatasnamaterdakwalvanCHLitha,pekerjaan
Direktur Utama PT Discovery Indonesia dan Komisaris Utama
PT Harvestindo Asset Management. Tindak pidana korupsi
yang dilakukan terdakwa menyangkut dana deposito PT
Elnusa dengan kerugian negara sebesar Rp 111.000.000.000,-
(seratus sebelas miliar rupiah). Dalam putusannya pengadilan
tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada intinya
terdakwa divonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun,
dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, serta membayar
uang pengganti sebesar Rp 89.250.000.000,- (delapan puluh
sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila
harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang ®
pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun. Terhadap putusan No. 76 /Pid.Sus/TPK/2011/
PN.Bdg, baik penuntut umum maupun terdakwa melalui kuasa
hukumnya mengajukan upaya hukum banding dan putusan
Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung No. 21/Tipikor/2012/
PT.Bdg pada intinya amarnya menyatakan telah menguatkan
putusan No. 76/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg dengan perbaikan
mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan
pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti.

Dari putusan-putusan pengadilan dalam perkara tipikor
tersebut di atas, tampak terjadi disparitas secara horizontal
dan vertikal dengan pola konvergen dalam menafsirkan Pasal 2
dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan disparitas secara horizontal dan vertikal
dengan pola divergen dalam lamanya penjatuhan pidana, jumlah
denda, lamanya kurungan pengganti denda, uang pengganti dan
lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti.

28

@ 0/9/2014 11:42:55 AM ‘ ‘



24

Bagian 1 - Disparitas Putusan Korupsi

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana terjadinya disparitas secara horizontal antara
sesama putusan pengadilan tingkat pertama?

2) Bagaimana terjadinya disparitas secara horizontal antara
sesama putusan tingkat banding/tingkat kasasi?

3) Bagaimana terjadinya disparitas secara vertikal antara
putusan-putusan tingkat pertama dengan putusan-putusan
tingkat banding/tingkat kasasi?

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui dan mengkaji disparitas secara horizontal
yang terjadi antara sesama putusan pengadilan tingkat
pertama.

b) Untuk mengetahui dan mengkaji disparitas secara horizontal
yang terjadi antara sesama putusan tingkat banding/tingkat
kasasi.

c) Untuk mengetahui dan mengkaji disparitas secara vertikal
yang terjadi antara putusan-putusan tingkat pertama dengan
putusan-putusan tingkat banding/tingkat kasasi.

2) Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan merupakan kajian yang dapat
dijadikan masukan bagi Komisi Yudisial dalam berbagai
program-program kegiatannya, terutama untuk seleksi Hakim
Agung dan program pendidikan dan pelatihan hakim.

2. Studi Pustaka
a. Disparitas dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Cheang Molly (dalam Muladi dan Barda Nawawi
Arief, 1998: 52), disparity of sentencing atau disparitas pidana,
adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana
yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat
berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran
yang jelas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim
(Logman, 2002: 100-101):

1) Faktor Intern;
2) Faktor pada undang-undang itu sendiri;
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3) Faktor Penafsiran;

4) Faktor Politik;

5) Faktor Sosial.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998: 53),
batasan mengenai sentencing atau punishment adalah sebagai
berikut :

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak
menyenangkan;

2) Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan atau wewenang;

3) Pidana itu dikenakan pada orang-orang yang melakukan
tindak pidana menurut undang-undang.

Sejak zaman filsuf Yunani kuno, istilah korupsi sudah
dipergunakan. Aristoteles memakai kata itu dalam judul bukunya
De Generetione et Corrupstone. Istilah korupsi berasal dari bahasa
Latin corruptio atau corruptus yang berarti kerasukan atau
kebobrokan, perbuatan yang bejat, tidak jujur, dapat disuap,
tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta kata-kata yang
menghina atau memfitnah (Anwar & Adang, 2008: 251).

Korupsi adalah penyakit universal negara, yang bisa
ditemukan di mana pun. Penyebabnya amat mendalam sehingga
upaya untuk mengganti sistem pemerintahan, misalnya dari
totaliter ke demokrasi, seperti di Indonesia, tidak akan cukup
untuk menaklukan korupsi sampai ke akarnya. Justru sebaliknya
negara-negara yang notabene berhasil melenyapkan korupsi,
seperti Singapura dan Hongkong (Cina), bukanlah negara
demokratis (Wattimena, 2012: 9-10).

Korupsi yang terjadi di Indonesia, baik di sektor privat
maupun sektor publik sudah bersifat sistemik dan kultur
(Wattimena 2012: 23). Oleh karena itu memberantas korupsi di
Indonesia amatlah berat.

Dalam hal kejahatan korupsi, yang menjadi korban adalah
negara, dalam hal ini adalah harta rakyat. Namun siapakah yang
peduli? Bahkan ada sementara orang yang mengatakan korupsi
adalah kebudayaan (Anwar, 2004: 120).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi et al, 2002:
597), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang
negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang
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lain.

Menurut Black’s Law Dictionary (Garner, 1999: 348),
corruption is depravity, perversion, or taint: an impairment of
integrity, virtue, or moral principle; esp the impairment of a
public official’s duties by bribery (terjemahan bebasnya, korupsi
adalah kebejatan moral, perbuatan tidak wajar, noda: perusakan
integritas, kebajikan, moral, khususnya perusakan oleh pejabat
publik dengan penyogokan).

Menurut Baharuddin Lopa (dalam Hartanti, 2005: 10) ada
2 (dua) sifat korupsi, yaitu korupsi yang bersifat terselubung dan
korupsi yang bermotif ganda. Korupsi yang bersifat terselubung,
yakni korupsi secara sepintas bermotif politik, tetapi secara
tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
Contoh seorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan
menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat
dalam suatu jabatan. Namun dalam kenyataannya setelah
menerima suap, pejabat itu tidak mempedulikan lagi janjinya
kepada orang yang memberi suap tersebut, yang pokok adalah
mendapat uang tersebut.

Menurut Gunnar Myrdal (1977: 166), the problem is
of vital concern to the government of South Asia, because the
habitual practice of bribery and dishonesty pravers the way for
the authoritarian rezim which justifies it self by the disclosures of
corruption has regularly been advance as a main justification for
military take overs (terjemahan bebasnya, masalah itu merupakan
suatu hal yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan karena
kebiasaan menyuap dan tidak jujur membuka jalan membongkar
korupsi dan menghukum pelanggar, pemberantasan korupsi
biasanya dijadikan alasan pembenar untuk kup militer.

Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi tidak terdapat peraturan tentang usaha
preventif langsung tentang perbuatan korupsi. Peraturan pidana
sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut hanya
merupakan usaha preventif secara tidak langsung, yaitu agar
orang-orang lain tidak atau takut melakukan perbuatan korupsi
atau yang bersangkutan (terpidana) jera untuk mengulangi
perbuatan korupsinya di kemudian hari. Yang jelas korupsinya
telah berlangsung dan tidak mungkin diperbaiki lagi (Hamzabh,
2007:11).
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b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Hukum pidana sering dikatakan hukum undang-undang
karena terikat dengan asas legalitas. Dalam KUHP asas legalitas
dimuat dalam Pasal 1 ayat (1). Adagium yang terkenal dari
Ansellem Von Feurbach adalah nullum delictum noela poena sine
praevia lege poenali.

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dalam perkara
pidana lebih sempit ketimbang perkara lainnya, sehingga jalan
yang harus ditempuh untuk membuktikan adanya perbuatan
melawan hukum lebih panjang dari pada perkaralainnya. Tinjauan
dari segi formil perlu, berhubung dengan asas legalitas. Tinjauan
dari segi materil sebaliknya diperlukan, oleh karena dengan
baru adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat
arti. Pengertian sifat melawan hukum materil yang dianut dalam
yurisprudensi Indonesia, setidak-tidaknya dalam perkara korupsi
bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya perkara-
perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri
menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya
dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya
atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara
menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan
hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan
perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan
masyarakat banyak (Moeljatno, 1955: 18-19).

Undang-undang ternyata tidak cukup memuaskan bagi
para penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi
hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim tidak dapat
menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, karena itu
dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru
sebagai hasil menyampingkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Putusan-putusan demikian yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan
berikutnya, disebut yurisprudensi (Sapardjaja, 2002: 57).

Sifat melawan hukum materil dalam yurisprudensi
di Indonesia terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No.
42 /K/Kr/1965, dalam perkara Machroes Effendi yang didakwa
melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64
ayat (1) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dalam
putusan perkara No. 6/1964/Tolakan, tanggal 24 September
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1964, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar
Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dihukum 1 tahun
6 bulan, kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi
Jakarta dalam putusan perkara No. 146/1964 PT Pidana,
tanggal 27 Januari 1965, dinyatakan melepaskan terdakwa
dari segala tuntutan hukum, dan Mahkamah Agung menyetujui
pertimbangan pengadilan tinggi. Dalam pertimbangannya
pengadilan tinggi berpendapat, bahwa pengeluaran-pengeluaran
DO gula insentif padi yang dilakukan terdakwa sesungguhnya
merupakan tindakan-tindakan terdakwa yang menyimpang dari
tujuan yang ditentukan, akan tetapi faktor kepentingan umum
dilayani, serta faktor tidak adanya keuntungan yang masuk ke
dalam saku terdakwa dan faktor tidak dideritanya kerugian oleh
negara, merupakan faktor-faktor yang memiliki nilai lebih dari
cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum
pada perbuatan-perbuatan terdakwa, yang terbukti formil masuk
dalam rumusan tindak pidana (dalam Sapardjaja, 2002: 137).

Semenjak keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 42
K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966, telah berulang kali kaidah-
kaidah tentang sifat melawan hukum yang diciptakannya,
dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan bawahan sebagai
alasan pembenar, terutama dalam perkara-perkara korupsi.
Dengan demikian, tindak pidana korupsi seringkali dinyatakan
tidak terbukti, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan
hukum (dalam Sapardjaja, 2002: 137).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 dan keinginan pemerintah untuk memberantas
tindak pidana korupsi secara lebih efektif, pada tahun 1980-an
Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 15 Desember 1982
No. 275K/Pid/1982, menegaskan arti sifat melawan hukum
materil, setidaknya dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu
sebagai perbuatan yang karena menurut kepatutan perbuatan itu
merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk
hati masyarakat banyak. Putusan itu juga merinci unsur tindak
pidana korupsi, yaitu negara dirugikan, kepentingan umum tidak
dilayani dan terdakwa mendapat untung. Kaidah inipun telah
diikuti oleh beberapa putusan Mahkamah Agung berikutnya
untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Sapardjaja,
2002: 162).
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c. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sifat melawan hukum materil yang terdapat dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat ditelaah dari bunyi
undang-undangnya.

Pasal2Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999, menyatakan:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Wiyono (2006: 26) menyatakan ketentuan tindak pidana
korupsi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) memang
merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan dirumuskannya
tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2
ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan
negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah
terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik
yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran
sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu ajaran sifat melawan
hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materil. Dalam
kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran
sifat melawan hukum materil, yaitu ajaran sifat melawan hukum
dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum
yang fungsinya negatif. Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1)
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan
hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial
dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bahwa
ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan
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hukum materil dalam fungsinya yang positif. Adapun maksud
pembuat undang-undang menganut ajaran sifat melawan hukum
dalam fungsinya yang positif, agar dapat menjangkau berbagai
modus operandi penyimpangan keuangan dan perekonomian
negara yang semakin canggih dan rumit.

Padatanggal 25 Juli 2006 putusan Mahkamah Konstitusi No.
003/PUU-IV/2006 menyatakan pengertian perbuatan melawan
hukum dalam arti materil tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan
UUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas
yang diadopsi dalam Pasal 28 D Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 dan prinsip nullum crimen sine lege stricta.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah
Agung dalam beberapa putusan, seperti dalam perkara atas
nama Rusadi Kantaprawira tetap menerapkan asas sifat melawan
hukum materil, dengan alasan hakim berdasarkan doktrin Sens-
Clair, yaitu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim
harus menemukan hukum. Selain itu juga hakim dalam mencari
makna melawan hukum, seharusnya mencari dan menemukan
kehendak publik pada saat suatu ketentuan diterapkan pada
kasus konkret. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah).

Wiyono (2006: 37) menyatakan, terhadap ketentuan yang
terdapatdalam Pasal 3, dalam penjelasan Pasal 3 hanya disebutkan
kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan
penjelasan Pasal 2. Dengan demikian, untuk mengetahui apa
yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 3 tersebut, perlu diketahui
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terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2. Di
dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan “dalam ketentuan ini kata
“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan,
bukan timbulnya akibat” Ternyata maksud dari penjelasan
Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan
delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Dalam praktik kerap terjadi penafsiran yang keliru atas
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Ada hakim yang menafsirkan, bahwa ketentuan
Pasal 2 hanya berlaku bagi mereka yang tergolong bukan pegawai
negeri, sedangkan Pasal 3 subjek delik harus memenuhi kualitas
sebagai pejabat.

Terhadap kontroversi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mahkamah Agung telah membuat
rumusan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap
orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal
3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri
(Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI,
2012: 21).

d. Tindak Pidana dalam Jabatan Menurut KUHP

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP
yang menyatakan,

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan
pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai
kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah
sepertiga.

Contoh lainnya adalah Pasal 415 KUHP yang menyatakan,
Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan
suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara
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waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau
surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau
mmbiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai
pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila penggelapan dalam jabatan (Pasal 415 KUHP)
dibandingkan dengan penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP),
maka tampak penggelapan dalam jabatan ancaman hukumannya
jauh lebih tinggi dari ancaman hukuman bagi penggelapan biasa
yang hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat)
tahun.

e. Ajaran Deelneming (Penyertaan)

Menurut Hooge Raad untuk dapat mengatakan bahwa
bentuk turut serta adalah turut melakukan, harus ada 2 unsur,
yaitu:

1) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (buweste
samenwerking);

2) Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke
uitvoering).

Lamintang (1984: 588) menjelaskan bentuk medeplegen
sebagai berikut,

Oleh karena itu di dalam bentuk deelneming itu terdapat
seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut
melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya,
maka bentuk deelneming inijuga sering disebut sebagaisuatu
mededadersschap. Dengan demikian, maka medeplegen itu
disamping merupakan bentuk deelneming, maka ia juga
merupakan bentuk daderschap.

Moeljatno (dalam Abidin & Hamzah, 2002: 190)
memberikan contoh Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934
yang terkenal dengan nama woemerveers brandstichtingsarrest,
dalam kasus mana peranan-peranan pelaku dua orang peserta
dapat berganti (verwisselbaar), seorang pelaku peserta
memberikan jerami kering kepada seorang pelaku peserta
lainnya, yang dengan jerami itu naik ke loteng gudang dan
menyerahkan jerami untuk dipakai membakar gudang. Orang
itulah yang melakukan tindak pelaksanaan, sedangkan orang yang
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pertama hanyalah menyerahkan jerami, yang bukan merupakan
perbuatan membakar, tetapi sangatlah penting untuk pelaksanaan
pembakaran gudang. Kedua perbuatan itu membuktikan adanya
kerja sama yang disadari dan pembagian peranan hanyalah
kebetulan berbeda yang sesuai dengan rencana bersama.

f. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Pasal 64 KUHAP mengatur tentang Perbuatan Berlanjut
yang dalam bahasa Belanda disebut (Voortgezette Handeling).

Pasal 64 KUHP berbunyi:

1) Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan
itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran
ada sedemikian perhubungannya, sehingga harus dipandang
sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana
saja yang dikenakan, jika berlainan maka dipakai aturan
dengan pidana pokok terberat.

2) Begitu juga hanya satu aturan pidana yang dikenakan apabila
orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai
benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan
ataukah merusak uang itu.

AZ. Abidin dan Andi Hamzah (2002: 309) menyatakan,
dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu
keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.
Putusan hakim menunjang arahan ini, yaitu :

1) Adanya kesatuan kehendak;

2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis;

3) Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama).

g. Dakwaan Subsidairitas

Dalam dakwaan subsidair pembuat dakwaan bermaksud
agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan
jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair
(Bemmelen dalam Hamzah, 1996: 190).

Terdakwa didakwa JPU melakukan tindak pidana korupsi
dengan bentuk dakwaan secara bersusun lapis (subsidairitas)
yaitu dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) sub b jo
Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, kemudian subsidair
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melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada aspek ini Jaksa Penuntut Umum akan
membuktikan dakwaan tersebut dari mulai dakwaan primair.
Apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak
perlu dibuktikan lagi. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan
primair tidak terbukti, Jaksa Penuntut Umum secara imperatif
akan membuktikan dakwaan subsidair (Mulyadi, 2013: 228).

h. Filsafat Pemidanaan

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah
sah (legitim), demikian bunyi sebuh pendirian, jika mereka
menghasilkan putusan-putusan yang adil (Pontier, Penerjemah
Sidharta, 2008: 9).

Menurut PA.F Lamintang dan Theo Lamintang (2012: 11),
pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan
yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2) Untuk membuat orang menjadi jera;

3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

M. Sholehuddin (dalam Marlina, 2011: 35-36) menyebutkan

tiga perspektif filsafat tentang pemidanaan, yaitu:

1) Perspektif eksistensialisme tentang pemidanaan.
Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu
ditandai oleh adanya kebebasan. Hak untuk menjaga dan
memelihara kebebasan. Itu diserahkan pada negara untuk
memeliharanya. Menurut Albert Camus pemidanaan bersifat
rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali (re-edukasi).
Pemidanaan berusaha melindungi dan menjaga guna
mengurangi kebebasan pelaku kriminal.

2) Perspektif Sosialisme Tentang Pemidanaan.
Menurut paham ini pemidanaan berpangkal tolak dari
kepentingan negara, bukan individu. Hukum pidana Soviet
menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar
kewenangan untuk memidana. Pandangan ini menekankan
aspek negara dibanding individu warganya.

3) Pemidanaan ditinjau dari perspektif Pancasila.
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Falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut
keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu,
masyarakat bangsa, dan negara. Tanggung jawab pemidanaan
tidak dapat dibedakan secara serta merta kepada pelaku
kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak
dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat.
Menurut paham ini hukum pidana (termasuk pemidanaan)
di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu
(pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk
korban kejahatan.

3. Kerangka Berpikir
a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum, tercantum secara tegas
dan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-3, yang
menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Apabila dijabarkan dengan titik tolak pendapat Sri
Soemantri Martosoewignjo, Bagir Manan, dan Mien Rukmini,
hakikatnya pada negara hukum sedikitnya terdiri dari 4 (empat)
unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan di
Indonesia. Keempat unsur tersebut adalah (Mulyadi, 2013: 62):
1) Semua tindakan pemerintah haruslah berdasarkan atas
hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perlakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi
oleh kekuasaan/kekuatan lain apapun juga; dan

3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

Secara teoritis konsepsi negara hukum yang dianut
Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil
atau lazim dipergunakan terminologi negara kesejahteraan
(Welfare State) atau negara kemakmuran. Jika teori negara hukum
sebagaimana konteks di atas diimplementasikan dalam upaya
memberantas tindak pidana korupsi, hukum dapat dijadikan
sarana untuk memaksa dan menertibkan agar pelaku diperiksa
dan diadili sesuai dengan perangkat hukum yang adil. Dengan
demikian diharapkan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak
pidana korupsi tersebut telah dilakukan melalui suatu mekanisme
beban pembuktian yang tetap mengedepankan HAM, sesuai
dengan ketentuan hukum acara dan kovenan internasional. Oleh
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karena itu pada akhirnya diharapkan penjatuhan pidana kepada
pelaku tindak pidana korupsi di samping bersifat preventif,
represif juga hendaknya bersifat restorative (Mulyadi, 2013: 64-
65).

Dalam kenyataannya putusan pengadilan tipikor, sulit
diharapkan dalam penjatuhan pidananya bersifat preventif,
represif, apalagi restoratif, termasuk putusan-putusan yang
diteliti.

b. Sistem Hukum Pidana

Sistem hukum pidana pada dasarnya terdiri dari hukum
pidana materil dan hukum pidana formil. Dalam tindak pidana
korupsi, hukum pidana materil diatur dalam Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sepuluh putusan yang diteliti, pada umumnya bentuk
dakwaannya adalah subsidairitas, hanya naskah ke-3 saja yang
bentuk dakwaannya kombinasi (kumulatif yang disubsidairkan
dan dialternatifkan), akan tetapi dakwaan kesatunya berbentuk
subsidairitas. Kelima naskah laporan kami tahap I dan I1, dakwaan
utamanya adalah:

1) Primair: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi;

2) Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi.

Baik dakwaan primair maupun subsidair dalam kesepuluh
laporan tersebut di atas pada umumnya dihubungkan dengan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (tentang penyertaan) dan/atau
Pasal 64 ayat (1) KUHP (tentang perbuatan berlanjut).

Hukum pidana formil dalam kesepuluh naskah penelitian
tersebut di atas diteliti menggunakan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan

2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
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Pada intinya pasal yang digunakan adalah:
1) Asas-asas yang terkandung dalam KUHAP, antara lain:
a) Peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan;
b) Praduga tak bersalah;
c) Asas legalitas;
d) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
e) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
2) Pasal 183 KUHAP;
3) Pasal 184 KUHAP;
4) Pasal 197 KUHAP;
5) Pasal 199 KUHAP;
6) Pasal 1 s.d. 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009;
7) Pasal 25 s.d. 31 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

¢. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Pada dasarnya ajaran sifat melawan hukum materil tetap
dipergunakan oleh para hakim, kendati pada tanggal 25 Juli
2006 putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-1V/2006
menyatakan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti
materil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat
pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945 karena
selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,
juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi dalam
Pasal 28D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan prinsip
nullum crimen sine lege stricta.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah
Agung dalam beberapa putusan, seperti dalam perkara atas
nama Rusadi Kantaprawira tetap menerapkan asas sifat melawan
hukum materil, dengan alasan hakim berdasarkan doktrin Sens -
Clair, yaitu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim
harus menemukan hukum. Selain itu juga hakim dalam mencari
makna melawan hukum, seharusnya mencari dan menemukan
kehendak publik pada saat suatu ketentuan diterapkan pada
kasus konkret.
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d. Ajaran Deelneming (Penyertaan)

Ajaran deelneming sebagaimana diuraikan dalam halaman
16 (Bab II) tersebut di atas digunakan dalam dakwaan pada
laporan penelitian kami naskah 1 s/d 5 dan dalam putusan hakim
pun menggunakan ajaran deelneming.

e. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)

Perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan pada halaman
17 (Bab II) tersebut di atas, terdapat dalam dakwaan pada laporan
penelitian kami naskah 3 dan 5.

f. Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari
hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti
yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian,
syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta
kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu
pembuktian (Sasangka & Rosita, 2003: 10).

Teori atau sistem pembuktian yang dianut di Indonesia
ialah sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk bewiijstheorie),
sebagaimana tampak pada Pasal 183 KUHAP, yang pada intinya
hakim harus memutuskan atas dasar undang-undang (minimal
2 (dua) alat bukti yang sah) ditambah dengan keyakinan hakim.

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1) Keterangan saksi;

2) Keterangan ahli;

3) Surat;

4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

g. Penemuan Hukum

Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak
jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan
hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).
Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan
hukum dan tidak sekedar penerapan hukum (Mertokusumo &
Pitlo, 1993: 4).
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Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan
atas 2 (dua) jenis, yaitu metode interpretasi dan konstruksi (Alj,
2008:122).

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-
undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan
kenyataan sosial hakim menggunakan beberapa cara penafsiran
(Ardhiwisastra, 2000: 9).

Penafsiran hukum antara lain terdiri dari:

1) Penafsiran gramatikal;
2) Penafsiran sistematis;
3) Penafsiran historis;

4) Penafsiran restriktif;
5) Penafsiran otentik.

Konstruksi hukum terdiri dari:
1) Analogi;

2) Penghalusan hukum;
3) Argumentum a contrario.

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah
sah (legitim), demikian bunyi sebuah pendirian, jika mereka
menghasilkan putusan-putusan yang adil (Pontier, penerjemah B.
Arief Sidharta, 2008: 9).

h. Disparitas Putusan

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (dalam Ali, 2011: 57),
bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori,
yaitu:

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;

2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan
yang sama;

3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang
berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Oemar Seno Adji (dalam Alj, 2011: 57) menyatakan bahwa
disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman
delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan
tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang
jelas dan wajar.

Dalam kesepuluh naskah laporan penelitian yang akan
dianalisis disparitasnya, sepertinya disparitas pemidanaan
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dalam putusan hakim tidak disertai alasan-alasan pembenar
yang jelas dan wajar. Dalam kesepuluh naskah laporan penelitian
yang terjadi tampaknya terjadi baik disparitas secara horizontal
maupun vertikal dengan pola konvergen (bersifat menuju satu
titik pertemuan) atau divergen (bersifat terpecah belah).

4. Metode Penelitian
a. Teknik Pengumpulan Putusan

Pertama, tim peneliti mendatangi pengadilan tipikor
terdekat yaitu pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kl
[ Bandung untuk mengajukan permohonan foto copy salinan
putusan dalam perkara tidak pidana korupsi yang aktual dari
pengadilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung.

Kedua, tim peneliti meneliti foto copy salinan-salinan
putusan yang didapatkan dari pengadilan tipikor pada engadilan
Negeri Kl I Bandung dan disusun berdasarkan surat dakwaan.
Tim peneliti mendapatkan ada 4 buah putusan pengadilan tipikor
tingkat pertama yang didasarkan pada dakwaan yang sejenis,
yaitu primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perbuatan melawan
hukum), serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (penyalahgunaan
wewenang) dan ada 1 putusan putusan Pengadilan Tipikor
tingkat pertama yang didasarkan pada dakwaan Pasal 12 B dan
37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (gratifikasi).

Ketiga, tim peneliti memutuskan untuk menganalisis
disparitas pemidanaan dengan dakwaan primair Pasal 2 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 (perbuatan melawan hukum), serta Pasal 3 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
(penyalahgunaan wewenang), sehingga menukarkan putusan
yang didasarkan atas dakwaan gratifikasi dengan putusan yang
didasarkan pada dakwaan perbuatan melawan hukum dan
penyalahgunaan wewenang, dengan jumlah putusan sebanyak
13 (tiga belas), yaitu 5 (lima) putusan tingkat pertama, 4 (empat)
putusan tingkat banding, dan 4 (empat) putusan tingkat kasasi.
1 (Satu) putusan tidak ada putusan banding karena di tingkat
pertama terdakwa diputus bebas, sehingga JPU langsung kasasi.
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1 (Satu) putusan tidak ada putusan kasasi karena, karena sampai
dengan penelitian ini dibuat, putusan Mahkamah Agung belum
turun ke pengadilan tingkat pertama.

b. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu (Moleong, 2000: 178).

Triangulasi data dalam penelitian ini dengan melakukan
wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara,
yaitu untuk naskah 1 laporan penelitian tahap [ dan II, pihak
yang diwawancara adalah JPU yang menangani perkara terkait,
yaitu Agus Setiadi, S.H. dan untuk naskah 2 s.d. 5 laporan tahap
I, wawancara dilakukan dengan hakim tipikor pada pengadilan
tipikor di Pengadilan Negeri Kl (I) Bandung dan untuk tahap II
wawancara dilakukan dengan Hakim Tipikor pada Mahkamah
Agung.

c. Teknik Analisis Data

Teknik/metode analisis data adalah yuridis kualitatif, dalam
arti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan
menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian
dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif tanpa
menggunakan data statistik atau rumus matematik.

Analisis data terutama diarahkan pada:

1) Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan oleh
hakim, apakah tidak saling bertentangan.

2) Memperhatikan hierarkis perundang-undangan, apakah
hakim memperhatikan hierarkis perundang-undangan dalam
memutuskan suatu perkara demi tercapainya kepastian
hukum dan keadilan.

3) Menganalisis apakah undang-undang sudah benar-benar
diterapkan oleh hakim dan adakah penemuan hukum dalam
pertimbangan putusan hakim.
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d.

Kesulitan/ Hambatan Teknis Penelitian

1) Hambatan Teknis Penelitian

a)

b)

Hambatan dalam mencari data primair melalui wawancara
dengan hakim, Hakim Tipikor yang menangani perkara tidak
mau diwawancara dengan alasan kode etik hakim, serta JPU
dan pengacara sulit dihubungi karena bertugas di luar kota.

Hambatan dalam membuat laporan penelitian tahap II
karena terhalang libur panjang lebaran di kampus tempat
bekerja tim peneliti, sehinga tidak mungkin mengadakan
pertemuan apalagi FGD (Focus Group Discussion) karena tim
peneliti masing-masing sibuk berlebaran, juga sulit mencari
narasumber lain untuk diajak berdiskusi atau wawancara. FGD
tidak dapat diselenggarakan sebelum libur lebaran karena
menunggu dana Penelitian Putusan Hakim Tahap [ yang
ternyata dana tersebut baru turun menjelang libur lebaran.

2) Cara Mengatasi Hambatan

a)

b)

Hambatan dalam mewawancarai JPU yang bertugas diluar kota
Bandung, dalam penelitian tahap I, diatasi dengan wawancara
menggunakan email. Hambatan dalam mewawancarai
Hakim Tipikor dapat diatasi dengan mewawancarai Humas
Pengadilan Negeri Kl (I) Bandung yang kebetulan juga Hakim
Tipikor, meskipun bukan Hakim Tipikor yang meneliti perkara
yang menjadi objek penelitian.

Hambatan dalam menyelesaikan laporan penelitian tahap
II, dengan secepatnya menyelesaikan laporan sebelum libur
panjang lebaran dan memeriksa kembali laporan sesudah
masuk kembali, sebelum laporan dikirim ke Komisi Yudisial.
Wawancara dengan Hakim Agung Tipikor dilakukan usai
libur lebaran. Semula para Hakim Agung Tipikor menolak
diwawancara, tapi dengan perjuangan akhirnya tim peneliti
berhasil mewawancarai salah seorang Hakim Tipikor.
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5.

a.

Analisis Disparitas
Disparitas Horizontal sesama Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama Berdasarkan Tabel 2.

1) Aspek Hukum Acara

a) Pada umumnya putusan hakim yang menjadi objek penelitian

tahap I telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 199
KUHAP, hanya laporan penelitian putusan hakim PN 4 yang
tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1). Dengan demikian dari 5
putusan pengadilan negeri tipikor pada Pengadilan Negeri Kl
(I) Bandung hanya 1 (satu) putusan yang tidak memenuhi Pasal
197 ayat (1). Oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan
telah terjadi disparitas horizontal dengan pola konvergen.

b) Pada umumnya putusan hakim yang menjadi objek penelitian

tahap I sah, karena telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) atau
Pasal 199 KUHAP, hanya putusan PN 4 yang tidak sah karena
tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1). Dengan demikian dari 5
putusan pengadilan negeri tipikor pada Pengadilan Negeri
Kl (I) Bandung hanya 1 (satu) putusan yang tidak memenuhi
Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu dalam hal ini dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal dengan pola
konvergen.

Pada umumnya putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap I sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara, yaitu
Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu putusan hakim telah
didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah
dengan keyakinan hakim, hanya PN 3 yang putusannya
tidak berdasarkan Pasal 183 KUHAP, karena kendati telah
terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di muka sidang, tapi hakim tingkat pertama
malah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Dengan
demikian dari 5 putusan pengadilan negeri tipikor pada
Pengadilan Negeri KI (I) Bandung hanya 1 (satu) putusan yang
tidak memenuhi Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu dalam hal
ini dapat dikatakan telah terjadi disparitas horizontal dengan
pola konvergen.

d) Dalam 3 (tiga) putusan hakim yang menjadi objek penelitian

tahap [, yaitu putusan PN 2, PN 3, dan PN 4 ditemukan
sumber hukum di luar undang-undang berupa doktrin dan/

‘ ‘ bagian Lindd 48 @

9/9/2014 11:42:58 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 49

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

atau yurisprudensi yang dijadikan dasar dalam pertimbangan
hakim memutus perkara, sedangkan dalam putusan PN 1
dan PN 5 tidak ditemukan doktrin atau yurisprudensi terkait
hukum acara yang digunakan hakim dalam pertimbangan
putusannya. Dengan demikian telah terjadi disparitas
horizontal dengan pola divergen dalam putusan-putusan
hakim tersebut.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum acara pada umumnya putusan-
putusan PN sah karena bagi putusan pemidanaan telah
memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP atau bagi putusan bebas
telah memenuhi Pasal 199 KUHAP. Hal lainnya pada umumnya
penjatuhan putusan telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat
buktiyang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan
hakim, sehingga Pasal 183 KUHAP terpenuhi. Oleh karena itu
pada umumnya telah terjadi disparitas horizontal dengan pola
konvergen, kecuali dalam hal digunakannya sumber hukum di
luar undang-undang berupa doktrin atau yurisprudensi antara
sesama putusan PN terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola divergen.

2) Aspek Hukum Materil

a) Pada umumnya hakim dalam putusannnya yang menjadi objek
penelitian tahap I mencantumkan secara tegas (eksplisit)
surat dakwaan dan surat tuntutan, hanya dalam putusan PN
4 yang tidak secara tegas mencantumkan surat dakwaan dan
surat tuntutan. Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi
disparitas horizontal dengan pola konvergen dalam putusan-
putusan hakim tersebut.

b) Pada umumnya putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap I tidak memuat pertimbangan hukum yang memadai
terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan nota pembelaan,
hanya putusan hakim dalam putusan PN 5 yang memuat
pertimbangan hukum yang memadai terkait surat dakwaan,
surat tuntutan, dan nota pembelaan. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
konvergen dalam putusan-putusan tersebut.

c) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap I
ada 3 (tiga) putusan, yaitu dalam putusan PN 2, PN 3, dan PN
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4 yang memuat konsep-konsep hukum tertentu yang menjadi
isu sentral, akan tetapi dalam putusan PN 1 dan PN 5 tidak
ditemui konsep-konsep hukum tertentu. Dengan demikian
telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat divergen
dalam putusan-putusan tersebut.

d) Dalam seluruh putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap I ditemukan adanya dasar hukum selain undang-undang
yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan,
yaitu berupa yurisprudensi. Dengan demikian telah terjadi
disparitas horizontal yang bersifat konvergen secara total.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum pidana materil pada umumnya
putusan hakim PN telah mencantumkan secara tegas surat
dakwaan, dan surat tuntutan, terdapat konsep-konsep hukum
tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain undang-
undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi perimbangan
putusan. Namun sayangnya pada umumnya putusan PN yang
menjadi objek penelitian tidak memuat pertimbangan hukum
yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan nota
pembelaan, sehingga antara sesama putusan PN pada umumnya
terjadi disparitas secara horizontal berpola konvergen dan
divergen.

3) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

a) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
[ ada 3 (tiga) putusan, yaitu dalam putusan PN 1, PN 2, dan
PN 3 yang amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang
dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan terkait
dengan perkara tersebut karena hakim telah membebaskan
terdakwa dalam dakwaan primair (PN 1 dan PN 2), apalagi
dalam putusan PN 3 terdakwa telah dibebaskan dari segala
dakwaan yang membuat pengadilan tipikor pada Pengadilan
Negeri Bandung menjadi sorotan tajam masyarakat. Sementara
itu dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian, yaitu
dalam putusan PN 4 dan PN 5 amar putusannya (jenis dan
bobot sanksi) yang dijatuhkan telah sesuai dengan filosofi
terkait dengan perkara tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
divergen dalam putusan-putusan tersebut.
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b) Pada umumnya jenis dan bobot sanksi dalam putusan hakim
yang menjadi objek penelitian tahap I tidak sesuai dengan
perbuatan hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan
meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim, hanya
dalam putusan hakim pada PN 5 yang jenis dan bobot
sanksi dalam putusannya telah sesuai dengan perbuatan
hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan
yang dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
konvergen dalam putusan-putusan tersebut.

c) Pada umumnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan dalam putusan hakim yang menjadi objek
penelitian tahap I tidak diperoleh oleh semua pihak, hanya
dalam putusan PN 4 yang hal tersebut tidak teridentifikasi,
bahkan terhadap putusan-putusan tersebut baik JPU maupun
terdakwa mengajukan upaya hukum. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang besifat
konvergen.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektiffilosofipenjatuhan putusan putusan hakim
PN pada umumnya amar putusannya (jenis dan bobot sanksi)
yang dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan, jenis
dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan
hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, dan
pada umumnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
dalam putusan PN yang menjadi objek penelitian tidak diperoleh
oleh semua pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena Hakim PN
pada umumnya melakukan penafsiran restriktif (mempersempit
pengertian) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair
(Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU
Nomor 20 Tahun 2001, yaitu karena menurut hakim tersebut
setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan bukan untuk PNS
atau pejabat negara, sehingga menurut hakim, PNS atau pejabat
negara hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penafsiran hakim tersebut jelas-jelas keliru dan tidak masuk akal.
Di samping itu bertentangan dengan payung hukum pidana yaitu
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KUHP. Dalam KUHP tindak pidana dalam jabatan ancamannya

ditambah satu pertiga dari ancaman tindak pidana biasa (Pasal

52 KUHP), bahkan penggelapan dalam jabatan Pasal 415 KUHP

ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, jauh

lebih berat dari ancaman hukuman penggelapan biasa (Pasal 372

KUHP) yang hanya maksimal 4 (empat) tahun penjara. Menurut

Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan

Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun

pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai

negeri maupun bukan pegawai negeri (Rumusan Hukum Hasil

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2012: 21).

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah
sah (legitim), demikian bunyi sebuh pendirian, jika mereka
menghasilkan putusan-putusan yang adil (Pontier, penerjemah
B. Arief Sidharta, 2008: 9). Dengan demikian penemuan hukum
melalui penafsiran restriktif tersebut adalah tidak sah, karena
tidak adil.

Dari aspek filsafat penjatuhan sanksi (Lamintang &
Lamintang 2012: 11), seharusnya putusan bertujuan :

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2) Untuk membuat orang menjadi jera;

3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada umumnya putusan Hakim PN yang menjadi objek
penelitian menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman hukuman
minimal, padahal jumlah kerugian negara berbeda-beda dengan
demikian maka telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola konvergen yaitu menuju satu titik, putusan yang salah
menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan
tidak ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4) Aspek Penalaran Hukum

a) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap I
ada 3 (tiga) putusan, yaitu dalam PN 1, PN 2, dan PN 3 yang
tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan
hukum acara, hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi,
sedangkan dalam putusan PN 5 ditemukan keruntutan
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bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil,
dan filosofi penjatuhan sanksi, serta putusan PN 4 hal tersebut
tidak teridentifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan telah
terjadi disparitasan secara horizontal dengan pola divergen
dalam putusan-putusan tersebut.

b) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
[ ada 3 (tiga) putusan, yaitu dalam putusan PN 1, PN 2, dan
PN 3 yang argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak
menunjukkan Kketerkaitan antara pertimbangan hukum,
fakta, dan konklusinya, sedangkan putusan PN 5 ditemukan
argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan
keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan
konklusinya, serta dalam putusan PN 4 hal tersebut tidak
teridentifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi
disparitas secara horizontal dengan pola divergen dalam
putusan-putusan tersebut.

c) Dalam seluruh putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap I tidak ditemukan adanya penemuan hukum. Dengan
demikian telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola konvergen dalam hal tersebut.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif penalaran hukum pada umumnya
putusan PN tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai dari
penerapan hukum acara, hukum materil, dan filosofi penjatuhan
sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak
menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta,
dan konklusinya, serta tidak ditemukan adanya penemuan
hukum. Ketidakruntutan bernalar yang berdampak fatal terhadap
putusan adalah kekeliruan menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam opini
dan argumentasi A.3 tersebut di atas. Kendati majelis hakimnya
berbeda, akan tetapi kesalahan menafsirkan pasal-pasal tersebut
dengan menggunakan penafsiran restriktif (mempersempit arti),
ternyata dilakukan oleh majelis hakim lainnya dalam perkara-
perkara korupsi tersebut. Dampak dari kekeliruan-kekeliruan
hakim tersebut, telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola divergen.
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b. Disparitas Horizontal Sesama Putusan Pengadilan Tinggi/
Mahkamah Agung Berdasarkan Tabel 3

1) Aspek Hukum Acara

a) Pada umumnya putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap II sah, karena telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) atau
Pasal 199 KUHAP, hanya putusan PT/MA 4 yang tidak sah
karena tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1). Dengan demikian
dari 5 putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang
menjadi objek penelitian hanya 1 (satu) putusan yang tidak
memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu dalam
hal ini dapat dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang
bersifat konvergen.

b) Seluruh putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
II sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara, yaitu
Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu putusan hakim telah
didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah
keyakinan hakim. Dengan demikian telah terjadi disparitas
horizontal yang bersifat konvergen.

c) Dalam 2 (dua) putusan hakim, yaitu putusan PT/MA 1 dan
putusan PT/MA 5 tidak ditemukan sumber hukum di luar
undang-undang berupa doktrin dan/atau yurisprudensi yang
dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim memutus perkara,
sedangkan dalam putusan PT/MA 2, PT/MA 3, dan PT/MA 4
ditemukan doktrin atau yurisprudensi terkait hukum acara
yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusannya.
Dengan demikian telah terjadi disparitas horizontal yang
bersifat divergen dalam putusan-putusan hakim tersebut.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum acara pada umumnya putusan-

putusan PT/MA sah karena telah memenuhi Pasal 197 ayat (1)

KUHAP. Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah

didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan

Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim, sehingga Pasal 183

KUHAP terpenuhi. Oleh karena itu pada umumnya telah terjadi

disparitas horizontal dengan pola konvergen, kecuali dalam hal
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digunakannya sumber hukum di luar undang-undang berupa
doktrin atau yurisprudensi antara sesama putusan PT/MA terjadi
disparitas secara horizontal dengan pola divergen.

2) Aspek Hukum Materil
a) Pada umumnya hakim dalam putusannya mencantumkan

secara tegas (eksplisit) surat dakwaan dan surat tuntutan,
hanya dalam putusan PT/MA 4 yang dalam putusannya
tidak secara tegas mencantumkan surat dakwaan dan surat
tuntutan. Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi
disparitas horizontal yang bersifat konvergen dalam putusan-
putusan hakim tersebut.

b) Dalam 3 (tiga) putusan hakim, yaitu putusan PT/MA 2, MA 3,

dan PT 5 telah memuat pertimbangan hukum yang memadai
terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan nota pembelaan,
sedangkan putusan PT/MA 1 dan PT/MA 4 tidak memuat
pertimbangan hukum yang memadai terkait surat dakwaan,
surat tuntutan, dan nota pembelaan. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
divergen dalam putusan-putusan tersebut.

Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap II
ada 3 (tiga) putusan, yaitu dalam putusan PT/MA 2, putusan
MA 3, dan putusan PT/MA 4 yang memuat konsep-konsep
hukum tertentu yang menjadi isu sentral, akan tetapi dalam
putusan PT/MA 1 dan putusan PT 5 tidak ditemui konsep-
konsep hukum tertentu. Dengan demikian telah terjadi
disparitas horizontal yang bersifat divergen dalam putusan-
putusan tersebut.

d) Pada umumnya dalam putusan hakim yang menjadi objek

penelitian tahap Il ditemukan adanya dasar hukum selain
undang-undang yang digunakan wuntuk mengelaborasi
pertimbangan putusan, yaitu berupa yurisprudensi, hanya
ada 1 putusan, yaitu dalam putusan PT/MA 1 yang tidak
ditemukan adanya dasar hukum selain undang-undang yang
digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan hukuman.
Dengan demikian telah terjadi disparitas horizontal yang
bersifat konvergen secara total.
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Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum pidana materil pada umumnya
putusan Hakim PT/MA telah mencantumkan secara tegas surat
dakwaan, dan surat tuntutan, terdapat konsep-konsep hukum
tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain undang-
undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi perimbangan
putusan. Namun sayangnya pada umumnya putusan PT/MA
yang menjadi objek penelitian tidak memuat pertimbangan
hukum yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan
nota pembelaan, sehingga antara sesama putusan PT/MA pada
umumnya terjadi disparitas secara horizontal berpola konvergen.

3) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

a) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
Il ada 2 (dua) putusan, yaitu dalam putusan PT/MA 1, dan
putusan PT/MA 2 yang amar putusannya (jenis dan bobot
sanksi) yang dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi terkait
dengan perkara tersebut karena hakim telah membebaskan
terdakwa dalam dakwaan primair, sedangkan dalam putusan
MA 3, putusan PT 4, dan putusan PT 5 amar putusannya (jenis
dan bobot sanksi) yang dijatuhkan telah sesuai dengan filosofi
terkait dengan perkara tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola divergen dalam putusan-putusan tersebut.

b) Dalam 3 (tiga) buah putusan hakim yang menjadi objek
penelitian tahap II, yaitu dalam putusan PT/MA 1, putusan
PT/MA 2, dan putusan PT/MA 4 jenis dan bobot sanksi dalam
putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum, faktor-faktor
yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan
oleh hakim, sedangkan dalam putusan hakim pada putusan
MA 3 dan putusan PT 5 yang jenis dan bobot sanksi dalam
putusannya telah sesuai dengan perbuatan hukum,
faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang
dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola divergen dalam putusan-putusan tersebut.

c) Dalam 3 (tiga) buah putusan hakim yang menjadi objek
penelitian tahap II, yaitu dalam putusan PT/MA 1, putusan
PT/MA 2, dan putusan PT 5 nilai keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan dalam putusan tidak diperoleh oleh
semua pihak, hanya dalam putusan MA 3 yang hal tersebut
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teridentifikasi, sedangkan dalam Laporan Penelitian Putusan
Hakim hal tersebut tidak teridentifikasi. Dengan demikian
dapat dikatakan telah terjadi disparitas secara horizontal
dengan pola divergen.
Opini dan Argumentasi
Dalam perspektif filosofi penjatuhan putusan-putusan PT/
MA pada umumnya menguatkan putusan PN yang keliru, sehingga
amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan tidak
sesuai dengan filosofi pemidanaan, jenis dan bobot sanksi dalam
putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum, faktor-faktor
yang memberatkan dan meringankan, dan pada umumnya nilai
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan PT/
MA yang menjadi objek penelitian tidak diperoleh oleh semua
pihak. Hal tersebut dapat terjadi karena hakim PT/MA pada
umumnya melakukan penafsiran restriktif (mempersempit
pengertian) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu karena menurut hakim
tersebut setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan bukan
untuk PNS atau pejabat negara, sehingga menurut hakim PNS atau
pejabat negara hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penafsiran hakim tersebut jelas-jelas keliru dan tidak masuk akal.
Disamping itu bertentangan dengan payung hukum pidana yaitu
KUHP. Dalam KUHP tindak pidana dalam jabatan ancamannya
ditambah satu pertiga dari ancaman tindak pidana biasa (Pasal
52 KUHP), bahkan penggelapan dalam jabatan Pasal 415 KUHP
ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, jauh
lebih berat dari ancaman hukuman penggelapan biasa (Pasal 372
KUHP) yang hanya maksimal 4 (empat) tahun penjara. Menurut
Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan
Pasal 3 diperuntukankan untuk setiap orang baik swasta maupun
pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai
negeri maupun bukan pegawai negeri (Rumusan Hukum Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2012: 21).
Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah
sah (legitim), demikian bunyi sebuah pendirian, jika mereka
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menghasilkan putusan-putusan yang adil (Pontier, penerjemah

B. Arief Sidharta, 2008: 9). Dengan demikian penemuan hukum

melalui penafsiran restriktif tersebut adalah tidak sah, karena

tidak adil.

Dari aspek filsafat penjatuhan sanksi (Lamintang &
Lamintang 2012: 11), seharusnya putusan bertujuan :

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2) Untuk membuat orang menjadi jera;

3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada umumnya putusan hakim PT/MA yang menjadi objek
penelitian menjatuhkan pidana lebih berat daripada putusan
Hakim PN, tapi masih jauh di bawah ancaman hukuman maksimal,
padahal jumlah kerugian negara berbeda-beda, sehingga tidak
jelas ukuran pemidanaannya menggunakan kriteria apa. Dengan
demikian maka telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola konvergen yaitu menuju satu titik, putusan yang salah
menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan
tidak ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4) Aspek Penalaran Hukum

a) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
Il ada 2 (dua) putusan, yaitu dalam putusan PT/MA 1, dan
putusan PT/MA 2 yang tidak ditemukan keruntutan bernalar
mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil, dan filosofi
penjatuhan sanksi, sedangkan pada putusan MA 3 dan putusan
PT 5 ditemukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan
hukum acara, hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi,
serta dalam Laporan Penelitian Putusan Hakim naskah 4
hal tersebut tidak teridentifikasi. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
divergen dalam putusan-putusan tersebut.

b) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian tahap
Il ada 2 (dua) putusan, yaitu dalam putusan PT/MA 1, dan
putusan PT/MA 2 yang argumentasi yang dibangun oleh
hakim tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan
hukum, fakta, dan konklusinya, sedangkan dalam putusan MA
3 dan putusan PT 5 ditemukan argumentasi yang dibangun
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oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan
hukum, fakta, dan konklusinya, serta dalam putusan PT/MA
4 hal tersebut tidak teridentifikasi. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas horizontal yang bersifat
divergen dalam putusan-putusan tersebut.

c) Dalam 4 (empat) putusan hakim yang menjadi objek penelitian
tahap II tidak ditemukan adanya penemuan hukum, hanya
dalam putusan MA 3 ditemukan penemuan hukum melalui
penafsiran ekstensif (memperlua) arti setiap orang, yaitu
siapa saja, baik PNS maupun bukan PNS. Disparitas horizontal
dengan pola divergen.

Opini dan Rekomendasi

Dalam perspektif penalaran hukum pada umumnya
putusan PT/MA tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai
dari penerapan, hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi,
juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan
keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya,
sertatidak ditemukan adanya penemuan hukum. Ketidakruntutan
bernalar yang berdampak fatal adalah menguatkan putusan PN
yang keliru menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam opini dan
argumentasi A.3 tersebut di atas. Kecuali putusan MA 3 telah
membatalkan putusan Hakim PN 3 yang keliru. Dengan demikian
telah terjadi disparitas secara horizontal dengan pola divergen.

c. Disparitas Vertikal antara Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama dengan Putusan Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung berdasarkan Tabel 4

1) Aspek Hukum Acara

a) Pada umumnya putusan hakim telah memenuhi Pasal 197 ayat
(1) atau Pasal 199 KUHAP, hanya putusan PN 4 dan PT/MA
4 yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1). Dengan demikian
telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat konvergen antara
putusan PN dengan putusan PT/MA masing-masing.

b) Pada umumnya putusan hakim sah, karena telah memenuhi
Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 199 KUHAP, hanya dalam putusan
PN 4 dan PT/MA 4 yang tidak sah karena tidak memenuhi Pasal
197 ayat (1). Oleh karena itu dalam hal ini dapat dikatakan
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telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat konvergen antara
putusan PN dengan putusan PT/MA masing-masing.

Pada umumnya putusan hakim sudah didukung oleh alat
bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP,
yaitu putusan hakim telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat
bukti yang sah, hanya dalam putusan PN 3 yang putusannya
tidak berdasarkan Pasal 183 KUHAP, karena kendati telah
terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap di muka sidang, tapi hakim tingkat
pertama malah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
Kekeliruan lainnya terjadi di tingkat PT pada putusan PT 1,
hakim telah menafsirkan bentuk dakwaan subsidair, sebagai
bentuk dakwaan alternatif. Di tingkat kasasi putusan MA
3 sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara, yaitu
Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu putusan hakim telah
didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan
demikian antara putusan PN 3 dengan putusan MA 3 telah
terjadi disparitas vertikal yang bersifat divergen, sedangkan
antara putusan PN 1 dengan putusan PT/MA 1, putusan PN 2
dengan putusan PT/MA 2, putusan PN 4 dengan putusan PT/
MA 4, dan putusan PN 5 dengan putusan PT 5 telah terjadi
disparitas vertikal yang bersifat konvergen.

d) Dalam 3 (tiga) putusan PN ditemukan sumber hukum di

luar undang-undang berupa doktrin dan/atau yurisprudensi
yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim memutus
perkara, sedangkan dalam putusan PN 1 dan putusan PN 5
tidak ditemukan doktrin atau yurisprudensi terkait hukum
acara yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusannya,
demikian juga dalam putusan PT/MA 1 dan putusan PT 5 juga
tidak ditemukan doktrin atau yurisprudensi terkait hukum
acara yang digunakan hakim dalam pertimbangan putusannya.
Namun dalam putusan lainnya yang menjadi objek penelitian
ditemukan sumber hukum di luar undang-undang berupa
doktrin dan/atau yurisprudensi yang dijadikan dasar dalam
pertimbangan hakim memutus perkara. Dengan demikian
maka telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat konvergen
antara putusan PN 1 dengan putusan PT/MA 1, putusan PN 2
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dengan putusan PT/MA 2, putusan PN 3 dengan putusan MA

3, putusan PN 4 dengan putusan PT/MA 4, dan putusan PN

5 dengan putusan PT 5 telah terjadi disparitas vertikal yang

bersifat konvergen.
Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum acara pada umumnya putusan-

putusan PN, PT/MA sah karena telah memenuhi Pasal 197 ayat
(1) KUHAP. Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah
didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan
Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim, sehingga Pasal 183
KUHAP terpenuhi. Ada kesalahan fatal dalam hukum acara yang
dilakukan oleh hakim PT, yaitu dalam hal dakwaan subsidair
ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif, sehingga Hakim PT
langsung membahas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa membahas
terlebih dahulu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena
itu pada umumnya telah terjadi disparitas vertikal dengan pola
konvergen, kecuali dalam hal digunakannya sumber hukum di
luar undang-undang berupa doktrin atau yurisprudensi antara
sesama putusan PN dengan putusan PT/MA terjadi disparitas
secara vertikal dengan pola divergen.

2) Aspek Hukum Materil

b) Padaumumnya hakim mencantumkan secara tegas (eksplisit)
surat dakwaan dan surat tuntutan, hanya putusan PN 4
dan PT/MA 4 yang dalam putusannya tidak secara tegas
mencantumkan surat dakwaan dan surat tuntutan. Dengan
demikian dapat dikatakan telah terjadi disparitas vertikal
yang bersifat konvergen dalam putusan-putusan hakim
tersebut.

c) Dalam putusan PN pada umumnya putusan hakim yang
menjadi objek penelitian tidak memuat pertimbangan hukum
yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan nota
pembelaan, hanya putusan PN 5 yang memuat pertimbangan
hukum yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan,
dan nota pembelaan. Sedangkan dalam Putusan PT/MA ada
3 (tiga) putusan yang memuat pertimbangan hukum yang
memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan nota
pembelaan, yaitu PT/MA 2, MA 3, PT 5. Dengan demikian
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dapat dikatakan telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat
divergen dalam putusan-putusan tersebut.

d) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian ada 3

(tiga) putusan PN, putusan PN 2, putusan PN 3, dan putusan
PN 4 yang memuat konsep-konsep hukum tertentu yang
menjadi isu sentral, akan tetapi dalam putusan PN 1 dan
putusan PN 5 tidak ditemui konsep-konsep hukum tertentu.
Sedangkan dalam putusan PT/MA ada 4 (empat) putusan,
yaitu PT/MA 2, putusan MA 3, putusan PT/MA 4, dan putusan
PT 5 yang memuat konsep-konsep hukum tertentu yang
menjadi isu sentral. Dengan demikian telah terjadi disparitas
vertikal yang bersifat konvergen dan divergen dalam putusan-
putusan tersebut.

e) Dalam seluruh putusan hakim PN yang menjadi objek
penelitian ditemukan adanya dasar hukum selain undang-
undang yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan
putusan, yaitu berupa yurisprudensi. Sementara itu dalam
putusan PT/MA ada 1 (satu) putusan, yaitu putusan PT/MA 1
tidak ditemukan adanya dasar hukum selain undang-undang
yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan.
Dengan demikian telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat
konvergen dan divergen.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif hukum pidana materil pada umumnya
putusan hakim PN dan PT/MA telah mencantumkan secara tegas
surat dakwaan, dan surat tuntutan, terdapat konsep-konsep
hukum tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain
undang-undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi
pertimbangan putusan. Namun sayangnya pada umumnya
putusan PN dan putusan PT/MA yang menjadi objek penelitian
tidak memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait surat
dakwaan, surattuntutan, dan nota pembelaan, hakim PT/MA pada
umumnya menguatkan putusan PN, sehingga antara putusan PN
dengan putusan PT/MA pada umumnya terjadi disparitas secara
vertikal berpola konvergen.

3) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

a) Dalam putusan PN yang menjadi objek penelitian ada 3 (tiga)
putusan, yaitu dalam putusan PN 1, putusan PN 2, dan putusan
PN 3 yang amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang
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dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi terkait dengan perkara
tersebut karena hakim telah membebaskan terdakwa dalam
dakwaan primair (putusan PN 1 dan putusan PN 2), apalagi
dalam putusan PN 3 terdakwa telah dibebaskan dari segala
dakwaan yang membuat Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Kl (I) Bandung menjadi sorotan tajam masyarakat.
Sementara itu dalam putusan PN 4 dan putusan PN 5 amar
putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan telah
sesuai dengan filosofi penjatuhan putusan terkait dengan
perkara tersebut. Dalam putusan PT/MA ada 3 (tiga) yang
amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan
tidak sesuai dengan filosofi penjatuhan putusan terkait
dengan perkara tersebut, yaitu putusan MA 3, putusan PT/
MA 4, dan putusan PT 5. Dengan demikian dapat dikatakan
telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat konvergen dan
divergen dalam putusan-putusan tersebut.

b) Pada umumnya jenis dan bobot sanksi dalam putusan

tidak sesuai dengan perbuatan hukum, faktor-faktor yang
memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh
hakim, hanya dalam putusan PN 5/PT 5 dan MA 3 yang jenis
dan bobot sanksi dalam putusannya telah sesuai dengan
perbuatan hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan
meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim. Sementara
itu dalam putusan PT/MA ada 3 putusan, yaitu putusan PT/
MA 1, putusan PT/MA 2, dan putusan PT/MA 4 yang jenis dan
bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan
hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan
yang dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian dapat
dikatakan telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat
konvergen dan divergen dalam putusan-putusan tersebut.

Pada umumnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan dalam putusan tidak diperoleh oleh semua pihak,
hanya dalam putusan PN 4 yang tidak teridentifikasi nilai-nilai
tersebut, bahkan terhadap putusan-putusan tersebut baik JPU
maupun terdakwa mengajukan upaya hukum. Sementara itu
dalam putusan PT/MA hanya putusan MA 3 yang teridentifikasi
nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan
demikian dapat dikatakan telah terjadi disparitas vertikal
yang besifat konvergen, yaitu antara putusan PN 1 dengan
putusan PT/MA 1, putusan PN 2 dengan putusan PT/MA 2,
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putusan PN 4 dengan putusan PT/MA 4, putusan PN 5 dengan
putusan PT 5 dan disparitas vertikal yang bersifat divergen
antara putusan PN 3 dengan putusan MA 3.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif filosofi penjatuhan putusan putusan PT/
MA pada umumnya menguatkan putusan PN yang keliru, sehingga
amar putusannya (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan tidak
sesuai dengan filosofi pemidanaan, jenis dan bobot sanksi dalam
putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum, faktor-faktor
yang memberatkan dan meringankan, dan pada umumnya nilai
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan PT/
MA yang menjadi objek penelitian tidak diperoleh oleh semua
pihak.

Hal tersebut dapat terjadi karena hakim PT/MA pada
umumnya melakukan penafsiran restriktif (mempersempit
pengertian) dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, yaitu karena menurut hakim tersebut
setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan bukan untuk PNS
atau pejabat negara, sehingga menurut hakim, PNS atau pejabat
negara hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penafsiran hakim tersebut jelas-jelas keliru dan tidak masuk akal.
Disamping itu bertentangan dengan payung hukum pidana yaitu
KUHP. Dalam KUHP tindak pidana dalam jabatan ancamannya
ditambah satu pertiga dari ancaman tindak pidana biasa (Pasal
52 KUHP), bahkan penggelapan dalam jabatan Pasal 415 KUHP
ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, jauh
lebih berat dari ancaman hukuman penggelapan biasa (Pasal 372
KUHP) yang hanya maksimal 4 (empat) tahun penjara. Menurut
Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan
Pasal 3 diperuntukankan untuk setiap orang baik swasta maupun
pegawai negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai
negeri maupun bukan pegawai negeri (Rumusan Hukum Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2012: 21).

Peradilan dan penemuan hukum oleh hakim adalah
sah (legitim), demikian bunyi sebuah pendirian, jika mereka
menghasilkan putusan-putusan yang adil (Pontier, penerjemah
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B. Arief Sidharta, 2008: 9). Dengan demikian penemuan hukum
melalui penafsiran restriktif tersebut adalah tidak sah, karena
tidak adil.

Dari aspek filsafat penjatuhan sanksi (Lamintang &
Lamintang 2012: 11), seharusnya putusan bertujuan :

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;

2) Untuk membuat orang menjadi jera;

3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada umumnya putusan hakim PT/MA yang menjadi objek
penelitian menjatuhkan pidana lebih berat daripada putusan
Hakim PN, tapi masih jauh di bawah ancaman hukuman maksimal,
padahal jumlah kerugian negara berbeda-beda, sehingga tidak
jelas ukuran pemidanaannya menggunakan kriteria apa. Dengan
demikian maka telah terjadi disparitas secara vertikal dengan
pola konvergen yaitu menuju satu titik, putusan yang salah
menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan
tidak ada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4) Aspek Penalaran Hukum

a) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian ada
3 (tiga) putusan PN, yaitu putusan PN 1, putusan PN 2, dan
putusan PN 3 yang tidak ditemukan keruntutan bernalar
mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil, dan
filosofi penjatuhan sanksi, sedangkan pada putusan PN 5
ditemukan keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum
acara, hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi, serta
dalam putusan PN 4 hal tersebut tidak teridentifikasi. Dalam
putusan PT/MA ada 3 (tiga) putusan yang tidak ditemukan
keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara,
hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi, yaitu putusan
PT/MA 1, putusan PT/MA 2, putusan PT/MA 4. Dengan
demikian dapat dikatakan telah terjadi disparitas vertikal
yang bersifat konvergen antara putusan PN 1 dengan putusan
PT/MA 1, antara putusan PN 2 dengan putusan PT/MA 2,
antara putusan PN 4 dengan PT/MA 4, antara putusan PN 5
dengan PT 5 dan telah terjadi disparitas vertikal yang bersifat
divergen antara putusan PN 3 dengan putusan MA 3.

b) Dalam putusan hakim yang menjadi objek penelitian ada
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3 (tiga) putusan, yaitu dalam putusan PN 1, putusan PN 2,
dan putusan PN 3 yang argumentasi yang dibangun oleh
hakim tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan
hukum, fakta, dan konklusinya, sedangkan pada putusan
PN 5 ditemukan argumentasi yang dibangun oleh hakim
menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta,
dan konklusinya, serta dalam putusan PN 4 hal tersebut tidak
teridentifikasi. Dalam putusan PT/MA ada 3 putusan yang
argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan
keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan
konklusinya, yaitu putusan PT/MA 1, putusan PT/MA 2 dan
putusan PT/MA 4. Dengan demikian dapat dikatakan telah
terjadi disparitas vertikal yang bersifat konvergen antara
putusan PN 1 dengan putusan PT/MA 1, antara putusan PN
2 dengan putusan PT/MA 2, antara putusan PN 4 dengan PT/
MA 4, antara putusan PN 5 dengan PT 5 dan disparitas vertikal
yang bersifat divergen antara putusan PN 3 dengan putusan
MA 3.

c) Dalam seluruh putusan PN yang menjadi objek penelitian
tidak ditemukan adanya penemuan hukum. Sementara itu
dalam putusan PT/MA ada 2 (dua) putusan, yaitu putusan
MA 3 dan PT/MA 4 yang ditemukan adanya penemuan
hukum. Dengan demikian telah terjadi disparitas vertikal yang
bersifat konvergen antara putusan PN 1 dengan putusan PT/
MA 1, antara putusan PN 2 dengan putusan PT/MA 2, antara
putusan PN 5 dengan PT 5 dan disparitas vertikal yang
bersifat divergen antara putusan PN 3 dengan putusan MA 3
serta antara putusan PN 4 dengan putusan PT/MA 4.

Opini dan Argumentasi

Dalam perspektif penalaran hukum pada umumnya
putusan PT/MA menguatkan putusan PN, padahal putusan

PN keliru, sehingga tidak ditemukan keruntutan bernalar

mulai dari penerapan, hukum materil, dan filosofi penjatuhan

sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak
menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta,
dan Kkonklusinya, serta tidak ditemukan adanya penemuan
hukum. Ketidakruntutan bernalar yang berdampak fatal terhadap
putusan adalah kekeliruan menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam

‘ ‘ bagian Lindd 66 @

9/9/2014 11:42:58 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 67

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

opini dan argumentasi pada bagian B.3 tersebut di atas. Kendati
majelis hakimnya berbeda, akan tetapi kesalahan menafsirkan
pasal-pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran restriktif
(mempersempit arti), ternyata dilakukan oleh majelis hakim
lainnya dalam perkara-perkara korupsi tersebut, kecuali dalam
putusan MA 3. Pembatalan putusan PN yang membebaskan
terdakwa Mochtar Mohammad dari segala dakwaan, sehingga
menjadi sorotan masyarakat telah dilakukan MA. Dampak dari
banyaknya kekeliruan-kekeliruan hakim PN yang putusannya
dikuatkan oleh hakim tingkat selanjutnya, telah menimbulkan
disparitas secara vertikal dengan pola konvergen dan divergen.

6. Penutup
a) Simpulan

1) Terjadinya disparitas secara horizontal antara sesama putusan
Pengadilan Negeri (PN) atau putusan pengadilan tingkat
pertama dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

a) Aspek Hukum Acara

Ditinjau dari aspek hukum acara, pada umumnya putusan
PN sah, karena bagi putusan penjatuhan pidana telah memenuhi
Pasal 197 ayat (1) dan bagi putusan bebas telah memenuhi Pasal
199 KUHAP, kecuali putusan PN 4 tidak memenuhi Pasal 197 ayat
(1) KUHAP. Di samping itu dari segi hukum pembuktian pada
umumnya putusan PN telah memenuhi Pasal 183 jo Pasal 184
ayat (1) KUHAP, kecuali putusan PN 3 bertentangan dengan Pasal
183 KUHAP karena kendati terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah
yang dapat menimbulkan keyakinan hakim, tapi terdakwa malah
dibebaskan dari segala dakwaan. Berdasarkan hal-hal tersebut
dapat dikatakan antara sesama putusan PN pada umumnya telah
terjadi disparitas secara horizontal dengan pola konvergen.

b) Aspek Hukum Materil

Dalam perspektif hukum pidana materil pada umumnya
putusan hakim PN dan PT/MA telah mencantumkan secara tegas
surat dakwaan, dan surat tuntutan, terdapat konsep-konsep
hukum tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain
undang-undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi
pertimbangan putusan. Namun sayangnya pada umumnya
putusan PN dan putusan PT/MA yang menjadi objek penelitian
tidak memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait surat
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dakwaan, surat tuntutan, dan nota pembelaan, hakim PT/MA pada
umumnya menguatkan putusan PN, sehingga antara putusan PN
dengan putusan PT/MA pada umumnya terjadi disparitas secara
vertikal berpola konvergen.

c) Aspek Filosofi Penjatuhan Pidana

Ditinjau dari aspek penjatuhan pidana, ada 3 putusan PN,
yaitu PN 1, PN 2, dan PN 3 yang terjadi penafsiran restriktif atas
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu unsur
setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) ditafsirkan bukan untuk PNS/
pejabat negara, sedangkan unsur setiap orang dalam Pasal 3
ditafsirkan hanya untuk PNS/pejabat negara. Penafsiran restriktif
tersebut sangatlah keliru dan menurut Rumusan Rapat Pleno
Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukankan
untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri, jadi
Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun
bukan pegawai negeri. Dalam putusan PN 1 dan PN 2 terdakwa
dibebaskan dari dakwaan primair dan malah yang lebih parah
lagi putusan PN 3 membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
Penafsiran restriktif pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat
menyebabkan PNS/pejabat negara beranggapan mereka tidak
bisa dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001, ancaman minimalnya jauh lebih rendah dari Pasal
2, sehingga tidak menimbulan efek jera. Dengan demikian maka
pada umumnya telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola konvergen.

d) Aspek Penalaran Hukum

Dalam perspektif penalaran hukum pada umumnya
putusan PN tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai dari
penerapan hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi, juga
argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan
keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya,
sertatidak ditemukan adanya penemuan hukum. Ketidakruntutan
bernalar yang berdampak fatal terhadap putusan adalah
kekeliruan menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

‘ ‘ bagian Lindd 68 @

9/9/2014 11:42:59 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 69

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam kesimpulan
1.c tersebut di atas tersebut di atas. Kendati majelis hakimnya
berbeda, akan tetapi kesalahan menafsirkan pasal-pasal tersebut
dengan menggunakan penafsiran restriktif (mempersempit arti),
ternyata dilakukan oleh majelis hakim lainnya dalam perkara-
perkara korupsi tersebut. Dampak dari kekeliruan-kekeliruan
hakim tersebut, telah terjadi disparitas secara horizontal dengan
pola divergen.

2) Terjadinya disparitas secara horizontal antara sesama putusan
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung atau putusan tingkat
banding/tingkat kasasi dapat ditinjau dari beberapa aspek,
yaitu:

a) Aspek Hukum Acara

Ditinjau dari aspek hukum pada umumnya sesama putusan

PT/MA sah karena telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah didasarkan

pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184

KUHAP ditambah keyakinan hakim, sehingga Pasal 183 KUHAP

terpenuhi. Oleh karena itu pada umumnya telah terjadi disparitas

horizontal dengan pola konvergen.

b) Aspek Hukum Materil

Dalam perspektif hukum pidana materil pada umumnya
putusan hakim PT/MA telah mencantumkan secara tegas surat
dakwaan, dan surat tuntutan, terdapat konsep-konsep hukum
tertentu yang menjadi isu sentral, dasar hukum selain undang-
undang berupa yurisprudensi untuk mengelaborasi perimbangan
putusan. Namun sayangnya pada umumnya putusan PT/MA
yang menjadi objek penelitian tidak memuat pertimbangan
hukum yang memadai terkait surat dakwaan, surat tuntutan, dan
nota pembelaan, sehingga antara sesama putusan PT/MA pada
umumnya terjadi disparitas secara horizontal berpola konvergen.

c) Aspek Filosofi Penjatuhan Pidana

Ditinjau dari aspek penjatuhan pidana pada umumnya
putusan PT/MA menguatkan putusan hakim PN dan mengambil
alih seluruh pertimbangan hukum hakim PN, sehingga penafsiran
restriktif atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penafsiran restriktif pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
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31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat
menyebabkan PNS/pejabat negara beranggapan mereka tidak
bisa dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001, ancaman minimalnya jauh lebih rendah dari Pasal
2, sehingga tidak menimbulan efek jera. Kecuali dalam putusan
MA 3, telah membatalkan putusan PN 3 dan telah menyatakan
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian maka telah
terjadi disparitas secara horizontal dengan pola divergen.

d) Aspek Penalaran Hukum

Dalam perspektif penalaran hukum pada umumnya
putusan PT/MA tidak ditemukan keruntutan bernalar mulai
dari penerapan hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi,
juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak menunjukkan
keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya,
sertatidak ditemukan adanya penemuan hukum. Ketidakruntutan
bernalar yang berdampak fatal adalah menguatkan putusan PN
yang keliru menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam opini dan
argumentasi A.3 tersebut di atas. Kecuali putusan MA 3 telah
membatalkan putusan hakim PN 3 yang keliru. Dengan demikian
telah terjadi disparitas secara horizontal dengan pola divergen.

3) Terjadinya disparitas secara vertikal antara putusan
pengadilan tingkat pertama (PN) dengan putusan pengadilan
tingkat selanjutnya (PT/MA) dapat ditinjau dari beberapa
aspek, yaitu:

a) Aspek Hukum Acara

Ditinjau dari aspek hukum acara pada umumnya putusan-
putusan PN, PT/MA sah karena telah memenuhi Pasal 197 ayat

(1) KUHAP. Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah

didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan

Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim, sehingga Pasal 183

KUHAP terpenuhi. Ada kesalahan fatal dalam hukum acara yang

dilakukan oleh hakim PT, yaitu dalam hal dakwaan subsidair

‘ ‘ bagian Lindd 70 @

9/9/2014 11:42:59 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 71

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif, sehingga hakim PT
langsung membahas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa membahas
terlebih dahulu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena
itu pada umumnya telah terjadi disparitas vertikal dengan pola
konvergen, kecuali dalam hal digunakannya sumber hukum di
luar undang-undang berupa doktrin atau yurisprudensi antara
sesama putusan PN dengan putusan PT/MA terjadi disparitas
secara vertikal dengan pola divergen.

b) Aspek Hukum Materil

Ditinjau dari aspek hukum acara pada umumnya putusan-
putusan PN, PT/MA sah karena telah memenuhi Pasal 197 ayat
(1) KUHAP. Hal lainnya pada umumnya penjatuhan putusan telah
didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan
Pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan hakim, sehingga Pasal 183
KUHAP terpenuhi. Ada kesalahan fatal dalam hukum acara yang
dilakukan oleh hakim PT, yaitu dalam hal dakwaan subsidair
ditafsirkan sebagai dakwaan alternatif, sehingga hakim PT
langsung membahas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa membahas
terlebih dahulu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena
itu pada umumnya telah terjadi disparitas vertikal dengan pola
konvergen, kecuali dalam hal digunakannya sumber hukum di
luar undang-undang berupa doktrin atau yurisprudensi antara
sesama putusan PN dengan putusan PT/MA terjadi disparitas
secara vertikal dengan pola divergen.

c) Aspek Filosofi Penjatuhan Pidana

Ditinjau dari aspek penjatuhan pidana, pada umumnya
putusan PT/MA menguatkan putusan PN, sehingga penafsiran
restriktif atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang
keliru tidak diperbaiki, kecuali putusan MA 3 telah membatalkan
putusan PN 3 Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian maka
telah terjadi disparitas secara horizontal dengan pola divergen.
d) Aspek Penalaran Hukum

Ditinjau dari aspek penalaran hukum pada umumnya
putusan PT/MA menguatkan putusan PN, padahal putusan
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PN keliru, sehingga tidak ditemukan keruntutan bernalar
mulai dari penerapan hukum materil, dan filosofi penjatuhan
sanksi, juga argumentasi yang dibangun oleh hakim tidak
menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta,
dan Kkonklusinya, serta tidak ditemukan adanya penemuan
hukum. Ketidakruntutan bernalar yang berdampak fatal terhadap
putusan adalah kekeliruan menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan dalam
opini dan argumentasi pada bagian B.3 tersebut di atas. Kendati
majelis hakimnya berbeda, akan tetapi kesalahan menafsirkan
pasal-pasal tersebut dengan menggunakan penafsiran restriktif
(mempersempit arti), ternyata dilakukan oleh majelis hakim
lainnya dalam perkara-perkara korupsi tersebut, kecuali dalam
putusan MA 3. Pembatalan putusan PN yang membebaskan
terdakwa Mochtar Mohammad dari segala dakwaan, sehingga
menjadi sorotan masyarakat telah dilakukan MA. Dampak dari
banyaknya kekeliruan-kekeliruan hakim PN yang putusannya
dikuatkan oleh hakim tingkat selanjutnya, telah menimbulkan
disparitas secara vertikal dengan pola konvergen dan divergen.

b. Rekomendasi

1) Agar sesama putusan pengadilan tidak terjadi disparitas secara
horizontal secara mencolok, maka perlu pendidikan hakim yang
memadai dalam hal:

a) Hukum acara karena masih ada putusan hakim PN dan PT
yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

b) Hukum materil Khususnya dalam perkara tindak pidana
korupsi perlu sosialisasi yang memadai tentang Rumusan
Rapat Pleno Mahkamah Agung RI 2012, tentang Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi hakim Tipikor mulai dari
tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Di samping itu
hakim PN perlu memahami adanya Pasal 38 B Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, yang menyatakan:

» Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang
ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda
miliknya yang belum didakwakan tetapi juga diduga berasal
dari tindak pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta
benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh
bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut
dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim
berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda
tersebut dirampas untuk negara.
KedudukanPasal38Binisangatpentinguntukpengembalian

keuangan negara, karena berlaku pembalikan beban pembuktian.
Dalam penerapan Pasal 38 B ini hakim harus aktif, tapi sayangnya
dalam kelima perkara yang diteliti tidak satupun perkara yang
hakimnya menggunakan Pasal 38 B dan sepertinya dalam perkara
tipikor lainnya Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak pernah terdengar
gaungnya.

c)

VVVYVYVYY

o
—

Ditinjau dari aspek filosofi penjatuhan putusan, agar dalam
sesama putusan PN tidak terjadi disparitas yang mencolok,
maka diperlukan adanya peraturan tentang pedoman
pemidanaan yang mempertimbangkan:

Kesalahan pelaku;

Motif/tujuan dilakukan delik;

Cara melakukan delik;

Sikap batin pelaku;

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;

Sikap dan tindakan pelaku setelah delik dilakukan;
Pandangan masyarakat terhadap delik yang dilakukan.

Ditinjau dari aspek penalaran hukum, perlu adanya pendidikan
dan pelatihan bagi para hakim Tipikor agar dalam memutus
perkara dalam pertimbangan hukumnya terlihat adanya
Keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara,
hukum materil, dan filosofi penjatuhan sanksi. Di samping itu
pendidikan dan pelatihan diperlukan pula agar argumentasi
yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara
pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya juga agar hakim
dapat menemukan hukum melalui penafsiran hukum yang
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benar dan konstruksi hukum.

2) Agar tidak terjadi disparitas secara horizontal yang mencolok
antara sesama putusan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung,
maka diperlukan pendidikan hakim yang memadai sebagaimana
halnya telah diuraikan dalam rekomendasi butir 1 tersebut di
atas.

3) Disparitas secara vertikal dengan pola divergen diperlukan
antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat
selanjutnya, apabila dalam putusan pengadilan tingkat pertama
terdapat kesalahan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi harus dapat
mengoreksi kesalahan putusan pengadilan tingkat pertama,
apabila dalam putusan Pengadilan Tinggi masih terdapat
kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Mahkamah Agung
sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan harus dapat
mengoreksi kesalahan penerapan hukum Pengadilan Tinggi.
Semua itu dapat dilaksanakan melalui seleksi hakim Tipikor yang
jujur, adil, dan transparan, guna mendapatkan hakim Tipikor
yang bermoral dan bermutu.
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B. Disparitas Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
yang Diputus Bebas di Pengadilan Negeri/
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tim Peneliti Universitas Katolik Parahyangan:
RB. Budi Prastowo, Grace Juanita, Maria Ulfah, Nasar
Ambarita, Rismawati

1. Pendahuluan
a. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) pada
hakekatnya adalah proses penegakan hukum pidana yang
berhubungan erat dengan hukum pidana materil, hukum pidana
formil, dan hukum pelaksana pidana. Sistem peradilan tersebut
berlandaskan pada asas legalitas dan asas kemanfaatan yang
bertujuan akhir untuk pencapaian keadilan bagi masyarakat
(Muladi, 2002: 35).

Salah satu bagian dari sistem peradilan pidana adalah
lembaga pengadilan. Beberapa pihak yang secara tradisional
terlibat langsung sebagai aktor utama atau pihak dalam suatu
perkara pidana adalah hakim, terdakwa dan penuntut umum.
Sementara itu dalam perkembangan sistem peradilan pidana
modern korban dan masyarakat dianggap juga merupakan pihak
yang harus diperhitungkan perannya.

Penyelenggaraan pengadilan pidana bertujuan untuk
menemukan dan memberikan kebenaran materil melalui
pembuatan putusan hakim. Oleh karena itu hakim berkedudukan
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan (mengadili). Kata mengadili bermakna meninjau dan
menetapkan sesuatu hal secara adil (memberikan keadilan) yang
harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Peradilan dilakukan
sesuai standar profesi berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh
kepentingan pihak-pihak. Mengadili bagi hakim dapat dilihat
secara konkrit pada putusan pengadilan yang merupakan hasil
musyawarah berdasarkan surat dakwaan dengan segala sesuatu
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yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Kamil,
2003:9).

Suatu putusan pengadilan pidana akan menjadi pertaruhan
antara terwujud atau tidak terwujudnya asas legalitas, asas
kemanfaatan, serta tercapai atau tidak tercapainya keadilan bagi
masyarakat. Pada akhir pemeriksaan suatu perkara pidana di
pengadilan terdapat tiga kemungkinan alternatif putusan akhir
yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yakni putusan pemidanaan,
putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan
hukum. Putusan pemidanaan akan dijatuhkan apabila semua
unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan. Putusan bebas akan dijatuhkan apabila
perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan
hukum akan dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan
dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana
(Prakoso, 1985: 270). Secara teoritis terdapat kriteria lain untuk
membedakan antara putusan bebas dan putusan lepas, yakni
putusan bebas dijatuhkan kalau ada unsur tertulis dari tindak
pidana yang tidak terbukti, sedangkan putusan lepas dijatuhkan
apabila ada unsur tidak tertulis dari tindak pidana yang tidak
terbukti.

Bagi pihak, dalam hal perkara pidana adalah penuntut
umum dan terdakwa, yang merasa tidak puas dengan putusan
hakim pada suatu tingkat pemeriksaan dapat melakukan upaya
hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang
berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya
hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa berupa banding
dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi
kepentingan hukum dan peninjauan kembali sebagaimana diatur
pada Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP.

Selanjutnya, untuk putusan bebas sesungguhnya tidak
dapat dilakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa atau
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upaya hukum luar biasa). Hal tersebut dapat ditafsirkan dari

ketentuan Pasal 244 KUHAP sebagai berikut:
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung,
kecuali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi, pada perkembangan penegakan hukum pidana
saat ini, penuntut umum dalam praktiknya tidak mengindahkan
ketentuan Pasal 244 di atas. Hal itu terlihat dari banyaknya
putusan bebas dari hakim pengadilan negeri atau pengadilan
tinggi, yang oleh penuntut umum tetap diajukan kasasi. Mahkamah
Agung sebagai pengadilan kasasi dalam perkembangannya juga
menerima kasasi penuntut umum atas putusan bebas tersebut,
dan bahkan kemudian putusan tersebut menjadi yurisprudensi
tetap. Perkembangan tersebut menjadi salah satu permasalahan
yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji putusan hakim
atas lima perkara tindak pidana korupsi. Putusan hakim yang
dikaji adalah putusan hakim tingkat pertama yakni Pengadilan
Negeri/Tipikor Bandung yang menjatuhkan putusan bebas
dalam lima perkara tindak pidana korupsi tersebut dan putusan
Mahkamah Agung atas lima perkara korupsi tersebut yang
putusannya bervariasi antara putusan bebas, lepas dari segala
tuntutan hukum, dan pemidanaan. Data tentang lima perkara
korupsi tersebut sebagimana dalam bagan di bawah ini:
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Tabel 1.

Nama Terdakwa dan Nomor Putusan Pengadilan yang

Diteliti Disparitasnya

NO PUTUSAN
TERDAKWA NO PUTUSAN PN MA
Lia Noer Hambali, 1941 K/Pid.
SP 63/Pid.B/2006/PN.Bdg | Sus/2011
Anggota DPRD Bebas
Kota Bandung. Pemidanaan
Drs. Priana ) )
) 1476/Pid.B/2010/ | 1538 K/Pid.
Wirasaputra, M.M.
) PN.Bdg Sus/2012
@ - Kepala Dinas
Pariwisata Kota
Bebas Lepas
Bandung
15/Pid.Sus/TPK/2011/ | 2458 K/Pid.
Drs. Achmad
_ _ PN.Bdg Sus/2012
Ruyat, M.Si - Wakil
Walikota Bogor
Bebas Bebas
) 19/Pid.Sus/TPK/2011/ | 2407 K/Pid.
Drs. Eep Hidayat,
_ PN.Bdg Sus/2012
M.Si
Bupati Subang :
Bebas Pemidanaan
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22 /Pid.Sus/TPK/2011/ | 2547 K/Pid.
Mochtar

PN.Bdg Sus/2012
Mohammad
Walikota Bekasi .

Bebas Pemidanaan

Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara mendalam
terhadap setiap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung
tersebut, demikian juga terhadap setiap putusan Mahkamah
Agung. Analisis terhadap setiap putusan ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan
hakim dalam masing-masing putusan. Setelah masing-masing
putusan dianalisis kemudian dilakukan analisis disparitas
terhadapseluruhputusandenganmembandingkanpertimbangan-
pertimbangan hakim baik secara horizontal maupun secara
vertikal. Ruang lingkup kajian meliputi aspek hukum acara
pidana (tepat atau tidaknya penggunaan hukum acara beserta
dampaknya), hukum pidana dan peraturan perundang-undangan
korupsi (asas-asas, norma-norma, dan nilai-nilai fundamental),
penalaran hukum (kesinambungan argumentasi), tujuan
pemidanaan (filosofi penjatuhan sanksi pidana), dan disparitas
antarputusan pola yang sejalan (konvergen) atau pola yang
bersilangan (divergen) tersebut.

Kajian terhadap putusan-putusan tersebut penting
dilakukan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1) Dalam semangat pemberantasan korupsi, masyarakat selalu
mencurigai setiap putusan yang berisi pembebasan atau
pelepasan dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan
akibatdariadanya suap/gratifikasi dalam proses peradilannya.
Oleh karena itu kajian yang merupakan eksaminasi yang
berisfat obyektif-akademis penting dilakukan untuk menilai
proses peradilan telah dilakukan sesuai dengan hukum
prosedural dan apakah putusan-putusan tersebut telah secara
benar menerapkan hukum substantif di bidang hukum pidana
korupsi.

2) Dilain pihak kenyataan bahwa terhadap seluruh putusan
Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang berisi pembebasan
tersebut diterima dan diperiksa dalam tingkat kasasi. Oleh
karena itu menjadi menarik untuk mengkaji pertimbangan
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Mahkamah Agung yang menjadi dasar untuk menyatakan
menerima permohonan kasasi dalam putusan-putusan bebas
tersebut.

3) Ternyata putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kelima

perkara tersebut bervariasi: 1 perkara tetap diputus bebas
karena alasan kasasi penuntut umum ditolak, 1 perkara
diputus lepas, dan 3 perkara diputus dengan pemidanaan.
Oleh karena itu menjadi menarik unruk mengkaji alasan-
alasan yang secara substantif digunakan oleh Mahkamah
Agung dalam masing-masing putusan tersebut. Setelah
masing-masing putusan Mahkamah Agung dianalisis
kemudian menjadi lebih menarik pada saat dilakukan analisis
disparitas pertimbangan-pertimbangan antar putusan
tersebut. Kajian disparitas terhadap putusan Mahkamah
Agung penting dilakukan karena putusan Mahkamah Agung
memiliki potensi menjadi yurisprudensi yang akan menjadi
acuan bagi hakim-hakim lain yang mengadili perkara yang
sama (Soemadipradja, 1990: 11).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka

permasalahan utama pada penelitian ini adalah:
1) Dalam hal apa sajakah terdapat disparitas horizontal antar

putusan Pengadilan Negeri, antar putusan Mahkamah Agung,
dan disparitas vertikal antara putusan-putusan pengadilan
negeri dengan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam
perkara-perkara di atas? Dan adakah pola dari pertimbangan
hukum pengadilan negeri dan Mahkamah Agung yang dapat
menjadi dasar terbentuknya yurisprudensi?

2) Apakah ada kelemahan-kelemahan baik dalam penilaian

terhadap fakta maupun penerapan asas-asas hukum pidana
tindak pidana korupsi dalam putusan-putusan pengadilan
negeri/tipikor yang berisi pembebasan tersebut? Jika ada,
apa saja kelemahan tersebut dan apakah dapat dicari polanya
dalam lima putusan yang berisi pembebasan tersebut?

3) Alasan-alasan apakah yang digunakan oleh Mahkamah Agung

untuk menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara yang
diputus bebas di pengadilan negeri/tipikor? Alasan-alasan
materil apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk
merubah dan/atau menguatkan putusan-putusan pengadilan
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negeri/tipikor yang berisi pembebasan? Apakah alasan-alasan
tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana?

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas
pada putusan-putsan yang menjadi obyek penelitian, yang
meliputi: [1] disparitas horizontal antar putusan pengadilan
negeri maupun antar putusan Mahkamah Agung; dan [2]
disparitas vertikal antara putusan-putusan pengadilan negeri
dengan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menjadikan kajian ini
sebagai masukan bagi Komisi Yudisial dalam berbagai program
kegiatannya.

2. Studi Pustaka

Teori yang akan digunakan sebagai kriteria pengujian
terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah dipilih terutama
adalah teori di bidang asas-asas hukum pidana khususnya
tentang unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) baik yang
merupakan unsur-unsur terulis (elementen van delict) maupun
unsur-unsur yang tidak tertulis (bistandelen van delict). Asas-
asas hukum pidana tersebut akan digunakan sebagai kriteria
penilaian terhadap pertimbangan-perimbangan hakim dalam
putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang dipilih.
Oleh karena itu secara lebih rinci asas-asas hukum pidana yang
relevan adalah tentang unsur melawan hukum, unsur kesalahan,
alasan pembenar dan pemaaf dalam tindak pidana korupsi.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara monistis tindak pidana adalah keseluruhan syarat
untuk dijatuhkannya pidana (Moeljatno, 1983: 67) sehingga
unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan melanggar
hukum (actus reus) maupun unsur pertanggungjawaban pidana
(mens rea). Sementara itu secara dualistis suatu perbuatan
dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut
telah bersifat melanggar hukum atau memenuhi rumusan undang-
undang. Teori monistis dan dualistis tersebut menganalisis
tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana sehingga lebih
memiliki makna pada tataran akademis, bukan tentang syarat-

83

@ 0/9/2014 11:42:59 AM ‘ ‘



84

Bagian 1 - Disparitas Putusan Korupsi

syarat untuk dijatuhi pidana.

Tentang syarat untuk dijatuhi pidana, sistem hukum
pidana kita bertumpu pada dua asas pokok yang menjadi fondasi
bangunan hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas.
Menurut asas legalitas suatu perbuatan dapat dipidana apabila
memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang (nulla
poena sine lege). Menurut asas culpabilitas pidana hanya dapat
dijatuhkan apabila pada diri pelakunya ada kesalahan (nulla
poena sine culpa). Kedua asas tersebut berlaku secara bersama-
sama, sehingga syarat-syarat yang yang diderivasi daripadanya
berlaku pula secara kumulatif. Dengan katalain sanksi pidana (dan
tindakan) baru dapat dijatuhkan apabila kedua unsur atau syarat
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan
pelaku bersifat melawan hukum dan pada diri pelakunya ada
kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian
tidak setiap perbuatan melangar hukum dengan sendirinya
(otomatis) dapat dijatuhi pidana, karena untuk dijatuhkannya
pidana masih diperlukan unsur atau syarat yang kedua yakni
unsur kesalahan atau pertanggungjawaban.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan melawan
hukum apabila perbuatan tersebut mencocoki rumusan undang-
undang pidana. Dalam tindak pidana korupsi perbuatan yang
dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum adalah
perbuatan yang mencocoki rumusan perbuatan yang dilarang
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor
20 Tahun 2001. Beberapa perbuatan koruptif yang dirumuskan
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat
dikualifikasi sebagai berikut :

1) Tindak pidana korupsi yang murni, merupakan hasil
kriminalisasi dari UU tersebut yakni sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua jenis tindak pidana korupsi
ini sebenarnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang
RI Nomor 3 Tahun 1971, akan tetapi sekarang dirumuskan
menjadidelikformaldimanaperbuatankorupsisudahdianggap
selesai dengan selesainya perbuatan tanpa harus terjadinya
akibat yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Perubahan perumusan dari delik materil menjadi
delik formal ini dilatarbelakangi kesulitan pembuktian
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akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
dan pembuktian kausalitasnya. Dengan rumusan formal
tersebut, penuntut umum cukup membuktikan adanya
perbuatan koruptif sebagaimana dirumuskan undang-undang
yang dapat (memiliki peluang/kans) untuk menimbulkan
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak
harus membuktikan bahwa kerugian keuangan negara atau
perekonomian tersebut sudah benar-benar terjadi.

2) Tindak pidana korupsi yang menyerap rumusan beberapa
tindak pidana dalam Buku II KUHP, yakni Pasal 209, 210, 387,
388,415,416,417,418,419, 420,423,425, 435 KUHP.

3) Tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 13
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan tindak pidana
penerimaan gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal
12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

4) Pelanggaran terhadap undang-undang lain yang secara tegas
dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

5) Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat untuk
melakukan butir (a) s.d. (d) di atas.

Selain itu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga
mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Bab III
Pasal 21, 22, 23, dan 24 (Wiyono, 2006: 33).

Melawan hukum diartikan “bertentangan dengan hukum”
(Sudarto: 1988: 85). Demikian juga Roeslan Saleh (1971: 66)
menyatakan,

Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan
hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum”.
Alasannya adalah “Di samping secara etimologis memang
bermenunjuk pada “bertentangan dengan hukum’, juga ini
adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana yang berarti
bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan, maka tidak ada pula perbuatan pidana. Jadi
merupakan unsur esensial dari suatu perbuatan pidana.

Pendapat senada dikemukakan pula oleh Curzon (1973:
10), “No actus reus, no crime. Proof of actus reus is essential;
if this is impossible, then no crime has been commited by the
accused person”. Demikian pula pendapat Hazewinkel-Suringa,
mengatakan, “Salah satu unsur esensial delik adalah dinyatakan
dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang
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pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana
yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Paling
kurang melawan hukum itu adalah ciri semua delik.

Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam suatu
rumusan delik, pada hakekatnya untuk menyatakan perbuatan
itu secara yuridis adalah perbuatan yang dapat dipidana, dan
suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana,
apabila perbuatan tersebut di samping telah memenuhi unsur
formal juga telah memenuhi unsur materil. Dengan perkataan
lain perbuatan yang dimaksud, pertama harus telah mencocoki
rumusan delik yang ditetapkan dalam undang-undang terlebih
dahulu, dan kedua perbuatan itu oleh masyarakat dinyatakan
sebagai perbuatan tercela, sehingga tidak patut dilakukan. Jadi
perlu dikaji lebih lanjut apakah perbuatan yang telah memenubhi
rumusan delik tersebut oleh masyarakat benar-benar dinilai
sebagai suatu perbuatan tercela, sehingga tidak patut dilakukan.
Jika jawabannya adalah tidak tercela, maka sekalipun perbuatan
itu telah memenuhi rumusan delik, perbuatan itu bukanlah
merupakan perbuatan pidana.

Menurut ajaran melawan hukum materil, yang disebut
melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan
hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak
tertulis (Sapardjaja, 2002: 99). Sebaliknya ajaran melawan hukum
formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan
dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut pendapat formil
perbuatan bersifat melawan hukum bilamana telah dipenuhi
semua unsur yang disebut dalam rumusan delik. Sementara itu
menurut ajaran materil, di samping memenuhi syarat-syarat
formal yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan
delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat
sebagai perbuatan tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Ajaran
sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif
menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai
dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan
hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat
tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat
(bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan
sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana apabila
memenuhi syarat-syarat pemidanaan lainnya. Ajaran ini tidak
dianut dalam hukum pidana Indonesia karena jelas bertentangan
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dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan ajaran sifat melawan
hukum materil dalam fungsi yang negatif menyatakan bahwa
hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk
menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang sudah
memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan (tertulis).
Menurut pendapat formil perbuatan bersifat melawan hukum
bilamana telah dipenuhi semua unsur yang disebut dalam
rumusan delik. Hukum tidak tertulis bisa berfungsi sebagai alasan
pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan. Ajaran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP karena yang dilarang dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP adalah menggunakan hukum tidak tertulis sebagai
dasar pemidanaan (Koeswadji, 1994: 45).

Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah
penilaian terhadap sikap batin pelakunya, bukan penilaian
terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan
terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang
yang dinyatakan “bersalah” berarti ia dapat dicela secara yuridis
atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, atau
perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dapat dicelakan
terhadapnya (unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
pelaku ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa
perbuatan pelaku bersifat melawan hukum). Bukankah tidak ada
gunanya mencari sikap batin sesorang yang perbuatannya tidak
melanggar hukum (baca: taat pada hukum)?

Dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan
“bersalah” apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai
berikut: [1] ada kemampuan bertanggungjawab, [2] ada
hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dan [3] tidak ada
alasan pemaaf yang menghapus kesalahan. Unsur pertama
berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan
perbuatan melawan hukum, seseorang yang mampu menyadari
arti dari perbuatannya dan akibat-akibat dari perbuatannya
adalah orang yang mampu bertanggungjawab (Sudarto, 1988:
89). Sistem hukum pidana kita mengasumsikan bahwa setiap
orang mampu bertanggungjawab, sehingga dalam pemeriksaan
di pengadilan penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya
kemampuan bertanggungjawab pada diri setiap terdakwa,
sebaliknya tentang ketidakmampuan bertanggungjawab harus
dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Unsur
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kedua berkaitan dengan bentuk-bentuk hubungan batin antara
pelaku dan perbuatan, yang secara teknis dalam hukum pidana
disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yakni sengaja (opzet,
dolus) dan culpa (alpa). Bentuk kesalahan yang disyaratkan untuk
setiap perbuatan melawan hukum biasanya dirumuskan dalam
pasal yang bersangkutan. Rumusan perbuatan melawan hukum
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas
menyebut bentuk kesalahan yang disyaratkan (dolus atau culpa).
Akan tetapi dari keseluruhan redaksinya, menurut saya, dapat
disimpulkan bahwa semua perbuatan koruptif yang diatur dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya
bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus, opzet). Dalam
hukum pidana kesengajaan (dolus, opzet) diberi pengertian
sebagai mengetahui (wetten) dan/atau menghendaki (willen).
Unsur Kketiga berkaitan dengan alasan-alasan penghapus pidana
yang berasal dari keadaan diri pelakunya. Apabila ada alasan
penghapus kesalahan maka kesalahan pelaku dimaafkan sehingga
pelaku tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti
melawan hukum. Alasan pemaaf bersama-sama dengan alasan
pembenar disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan
penghapus pidana ini bisa berasal dari undang-undang maupun
dariluarundang-undang. Sudah barang tentu, dalam pemeriksaan
di pengadilan penuntut umum tidak perlu membuktikan tentang
tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, tetapi
menjadi tugas penasihat hukum untuk mencari, memformulasi,
mengkonstruksi, dan membuktikan alasan penghapus pidana
dalam rangka tugasnya melakukan pembelaan.

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang
merupakan salah satu syarat pemidanaan adalah penilaian
terhadap sikap batin pelaku, oleh karenanya kesalahan ini
merupakan unsur subyektif. Oleh karena merupakan unsur
subyektif, apakah unsur ini harus ada/dibuktikan dalam setiap
pemidanaan? Unsur ini harus ada/dibuktikan dalam setiap
pemidanaan karena merupakan salah satu syarat pemidanaan.
Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang masih
dipegang teguh dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga
sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal
liability without fault baik dalam bentuk strict liability maupun
vicarious liability. Apakah unsur kesalahan yang merupakan
unsur subyektif karena merupakan penilaian terhadap
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sikap batin pelaku tersebut dapat dibuktikan? Karena harus
dibuktikan maka juga harus dapat dibuktikan. Pembuktian unsur
kesalahan ini dilakukan dengan cara “mengobyektifkannya”
atau “menormatifkannya”, artinya sikap batin atau kesalahan
pelaku tersebut harus disimpulkan dari fakta-fakta dan/
atau perbuatan-perbuatan obyektif. Dengan demikian ukuran
kesalahan pelaku tidak ada pada kepala pelaku sendiri, akan
tetapi ada pada kepala orang pada umumnya yang pada instansi
terakhir dilakukan oleh hakim. Sistem peradilan pidana harus
menghindari mengandalkan pengakuan tersangka/terdakwa
dalam pembuktian kesalahan ini, supaya tidak terjebak pada
praktik pelanggaran HAM sebagaimana pengalaman selamanya
berlakunya HIR.

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (persoonlijk)
sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (baca:
dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-
keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus
pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri
(vide: Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I
KUHP yang merupakan ketentuan umum hukum pidana sehingga
berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana
di luar KUHP termasuk untuk UU Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam rumusannya
menyebut “setiap orang” termasuk korporasi sebagai subyek
tindak pidana korupsi (Adji, 2004: 6). Artinya setiap orang
dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan koruptif
sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi tersebut dapat dipidana apabila pada dirinya
ada unsur kesalahan. Dalam hukum pidana, pemidanaan tidak
hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan sendiri
suatu delik, tapi pemidanaan juga dapat dijatuhkan kepada
pembuat-pembuat lain. Yang dimaksud pembuat ini adalah apa
yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian
yang dipidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi adalah pembuat (pelaku, yang menyuruhlakukan, yang
turut serta, yang menganjurkan) dan pembantu perbuatan
korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi tersebut yang pada dirinya ada unsur kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana.
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Dari aspek hukum acara pidana, pertanyaan menarik
yang sering dikemukakan adalah apakah benar Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi menggunakan asas pembuktian terbalik
(Adji, 2002: 2). Dalam hukum acara pidana umum (baca: KUHAP)
berlaku asas bahwa penuntut umum yang memiliki kewajiban
untuk membuktikan segala hal yang dimuat dalam surat dakwaan,
baik itu unsur perbuatan melawan hukumnya maupun unsur
kesalahannya. Ketentuan tersebut merupakan derivasi dari asas
praduga tidak bersalah. Konsekuensi logis ketentuan tersebut
adalah bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh dipaksa untuk
memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya (self-
incremination) dan the right to remain silent (Atmasasmita, 2004:
76). Namun demikian hukum acara pidana umum tidak pernah
melarang tersangka/terdakwa untuk membuktikan bahwa ia
tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didakwakan
dan bahwa ia tidak bersalah. Rumusan Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terdakwa
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi (ayat (1)), dan bahwa pembuktian nahwa
terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi digunakan
sebagai dasar untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti (ayat
(2)) sebenarnya masih dalam koridor hukum acara pidana umum.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan
beberapa ketentuan hukum acara pidana khusus (disebut khusus
karena menyimpang dari yang umum):

1) Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yang mengatur pembuktian bahwa gratifikasi yang nilainya
Rp 10 juta atau lebih bukan merupakan suap dilakukan oleh
penerima gratifikasi.

2) Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda
istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang didakwakan.

3) Pasal 37 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat
membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya,
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dipakai untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

4) Pasal 38 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 berkaitan dengan pidana tambahan berupa
perampasan barang, yang menyatakan setiap orang yang
didakwa .. wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta
benda miliknya ... dst. Dan apabila terdakwa tidak berhasil
membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil dari
korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari
tindak pidana korupsi.

Akan tetapi beberapa ketentuan hukum acara pidana
khusus tersebut tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum
untuk membuktikan surat dakwaannya sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dengan demikian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak
sepenuhnya menggunakan asas pembuktian terbalik (dalam
arti semua beban pembuktian ada pada terdakwa), akan tetapi
memang ada pembalikan beban pembuktian yang bersifat
terbatas.

Sistem perumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan sistem minimum
khusus dan maksimum khusus juga menyimpang dari sistem
perumusan ancaman pidana dalam KUHP yang hanya mengenal
minimum umum dan maksimum khusus. Perumusan ancaman
pidana pokok penjara dan denda yang menggunakan sitem
kumulatif dan alternatif kumulatif juga menyimpang dari sistem
perumusan dalam KUHP yang hanya mengenal sistem alternatif.
Untuk pidana tambahan, selain yang dikenal dalam KUHP
ditambahkan beberapa jenis pidana tambahan sebagaimana
diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Meskipun jenis pidana tambahannya ditambah, akan tetapi sistem
penjatuhannya tetap tidak menyimpang dari KUHP yakni bahwa
pidana tambahan bersifat fakultatif menambah pidana pokok
(Mulyadi, 2006: 77). Dengan demikian pidana tambahan tidak
harus dijatuhkan, dan apabila dijatuhkan maka harus bersama-
sama dengan pidana pokok. Pengecualian terhadap ketentuan
tersebut terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yakni hakim dapat menetapkan perampasan barang
yang telah disita apabila sebelum putusan dijatuhkan terdakwa
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meninggal dunia padahal terdapat bukti yang cukup kuat bahwa
terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

b. Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Hukum Bebas

Dalam sistem peradilan pidana, seperti pula di dalam sistem
peradilan yang lain, dikenal adanya istilah upaya hukum. Istilah
tersebut memiliki arti sebagai upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal
tertentu melawan putusan hakim (Sutantio & Oeripkartawinata,
1979: 142). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), terdapat pembedaan upaya hukum, yaitu upaya hukum
biasa (gewone rechtsmiddelan) yang diatur dalam BAB XVII dan
upaya hukum luar biasa (buitengewone rechsmiddelen) terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang diatur dalam BAB XVIII. Dalam upaya hukum biasa
terbagi menjadi banding dan kasasi, sedangkan dalam upaya
hukum luar biasa terbagi menjadi pemeriksaan kasasi demi
kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Upaya hukum banding adalah hak terpidana atau Jaksa
Penuntut Umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada
pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas
putusan Pengadilan Negeri (Hamzah & Dahlan, 1987: 4). Banding
diajukan kepada Pengadilan Tinggi, di mana putusan yang
dapat dimintakan banding oleh terdakwa maupun penuntut
umum, berdasarkan Pasal 67 KUHAP adalah putusan pengadilan
tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari
segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang
tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam
acara cepat. Ketentuan tersebut tampak sangat memperhatikan
hak terdakwa dan sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena membatasi
permintaan banding terhadap beberapa putusan (Salam, 2001:
352-353).

Dalam pelaksanaan banding, terdapat dua tujuan, yaitu
untuk menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang
ketepatannya dan untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan
perkara tersebut. Dengan demikian, banding sering juga disebut
dengan revisi (Hamzah, 2001: 287). Berikutnya, karena dalam
banding dapatdiajukan saksi, ahli, dan surat baru, banding disebut
juga sebagai penilaian baru atau judicium novum (Hamzah, 2001:
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287).

Upaya hukum biasa berikutnya adalah kasasi. Kasasi
adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut
umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan
pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan
oleh pengadilan tingkat bawahnya (Muhammad, 2007: 266).
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, kasasi dapat dilakukan terhadap
semua putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan selain Mahkamah Agung, baik oleh terdakwa maupun
penuntut umum, tetapi tidak untuk putusan bebas. Dalam kasasi,
suatu putusan hakim dibatalkan untuk mencapai kesatuan
peradilan, yang pada asasnya, didasarkan atas perimbangan
bahwa hakim salah menerapkan hukum atau melampaui batas
kekuasaan kehakimannya (Hamzah, 2001: 292). Jika dilihat,
tujuan utama kasasi diantaranya adalah sebagai koreksi terhadap
kesalahan putusan pengadilan bawahan, untuk menciptakan
dan membentuk hukum baru, serta pengawasan terciptanya
keseragaman penerapan hukum (Harahap, 2006: 539-542).

Beralih ke upaya hukum luar biasa, ada beberapa perbedaan
mendasar yang membedakan upaya hukum ini dengan upaya
hukum biasa. Upaya hukum luar biasa ini ditujukan terhadap
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ada keadaan
tertentu sebagai syarat dapat dilakukannya upaya ini, serta
hanya dapat diajukan kepada dan diputus oleh Mahkamah Agung
(Harahap, 2006: 607). Upaya hukum luar biasa yang pertama
adalah kasasi demi kepentingan hukum. Terpidana, ahli warisnya,
ataupun penasehat hukumnya, tidak mempunyai kewenangan
untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Hanya Jaksa
Agung, yang karena jabatannya saja yang dapat mengajukan upaya
ini sebanyak satu kali, dengan berdasarkan pada laporan dan
pemberitahuan yang diberikan oleh pejabat kejaksaan setempat
(Harahap, 2006: 609-611). Berdasarkan Pasal 259 KUHAP, upaya
tersebut dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah
Agung dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa berikutnya adalah peninjauan
kembali. Sesuai Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 ayat (3) KUHAP,
terpidana atau ahli warisnya dapat melakukan peninjauan
kembali terhadap semua putusan pengadilan, termasuk putusan
Mahkamah Agung, tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan
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bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan tanpa
adanya pembatasan waktu. Selain itu, tidak terdapat hak prioritas
diantara terpidana dan ahli warisnya, karena hak mengajukan
peninjauan kembali merupakan hak yang orisinil dan bukan hak
subtitusi (Harahap, 2006: 617).

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk
mengajukan upaya hukum luar biasa diperlukan keadaan yang
khusus, maka untuk melakukan peninjauan kembali, terdapat
syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
Syarat-syarat tersebut adalah terdapat keadaan baru, terdapat
saling pertentangan dalam pelbagai putusan, dan terdapat
kekhilafan yang nyata dalam putusan. Tanpa pemenuhan akan
syarat tersebut, maka tidak akan dapat dilakukan peninjauan
kembali.

Dari uraian mengenai bentuk-bentuk upaya hukum, baik
yang biasa maupun yang luar biasa, tidak ditemukan bahwa
terhadap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum. Pada
pokoknya, ketentuan dalam KUHAP tersebut merupakan acuan
mengenai hukum pidana formal di Indonesia. Dengan demikian,
berdasarkan hukum tertulis, memang terhadap putusan bebas
tidak dapat diajukan upaya hukum.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, dapat kita lihat
bahwa mulai terjadi pergeseran. Berdasarkan butir 19 lampiran
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 tanggal
10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan
KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding,
tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan
dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.
Berikutnya, dikatakan pula bahwa hal tersebut akan didasarkan
pada yurisprudensi. 15 Desember 1983, lahir putusan pertama
dari Mahkamah Agung yang mengimplementasikan lampiran
Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, yaitu Putusan Raden
Sonson Natalegawa, dengan Reg. No. 275 K/Pid/1983. Setelah
itu, masih banyak putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan
kasasi terhadap putusan bebas, termasuk putusan-putusan yang
dijadikan bahan penelitian kali ini, yaitu putusan dengan No. Reg.
Kasasi 1941 K/Pid.Sus/2011, 1538 K/Pid.Sus/ 2012, 2458 K/Pid.
Sus/2012, 2407 K/Pid.Sus/ 2012, dan 2547 K/Pid.Sus/2012.

Dapat dilakukannya upaya kasasi untuk putusan bebas,
akhirnya memunculkan dua istilah yang sebenarnya tidak

‘ ‘ bagian Lindd 94 @

9/9/2014 11:42:59 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 95

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

dikenal di dalam KUHAP, tetapi dikenal dalam praktek, yaitu
putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan
bebas murni adalah putusan yang didasarkan pada tidak
terbuktinya tindak pidana yang didakwakan (Adiyaryani, 2010:
99). Untuk putusan bebas murni, tidak dapat dilakukan upaya
hukum apapun. Tetapi, terhadap putusan bebas tidak murni
masih dimungkinkan dilakukannya upaya hukum kasasi dengan
adanya alasan, antara lain: 1) pengadilan negeri atau pengadilan
tinggi (judex factie) telah salah menerapkan hukum pembuktian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6)
KUHAP; 2) cara mengadili yang dilakukan judex factie tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; 3). putusan
judex factie bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan
putusan bebas tidak murni (sofyan, www.kantorhukum-lhs.com).
Dapat terlihat, bahwa praktek peradilan telah menyingkirkan
ketentuan Pasal 244 KUHAP secara contra legem, yaitu praktek
dan penerapan hukum yang secara terang-terangan bertentangan
dengan undang-undang (Harahap, 2006: 543-544).

Bukan tanpa perdebatan, keadaan tersebut menimbulkan
banyak pro kontra. Banyak yang kontra dengan adanya keadaan
tersebut, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan
mencederai hak yang telah didapat oleh terpidana. Akan tetapi,
pendapat yang setuju dengan hal tersebut juga tidak sedikit.
Menurut Yahya Harahap (2006: 545), merupakan sebuah
hal yang terlalu riskan untuk memberikan keleluasaan yang
tidak terbatas bagi pengadilan tingkat pertama, seperti bahwa
pengadilan tingkat pertama merupakan pengadilan tingkat
pertama dan tingkap terakhir, bila putusan bebas tidak dapat lagi
diganggu gugat. Maka, bila suatu putusan merupakan putusan
bebas tidak murni, karena putusan tersebut didasarkan pada
penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang
disebut dalam surat dakwaan atau apabila dalam menjatuhkan
putusan bebas, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
(Pusat Data LEIP, www.leip.or.id), merupakan sebuah kewajiban
bagi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau
boleh juga dikatakan “bukan tingkat ketiga” (Siregar, 1983: 145)
untuk melakukan koreksi.

Mahkamah Agung, sebagai badan peradilan tertinggi
mempunyai tugas untuk membina dan menjagaagar semuahukum
dan undang-undang di seluruh wilayah negara dapat diterapkan
secara tepat dan adil. Kewenangan tersebut adalah kewenangan
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yang hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung dan tidak dimiliki
oleh Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, putusan bebas dapat
diajukan kasasi (Marpaung, 1995: 65-66), dan bukan banding. Hal
yang harus selalu dicermati adalah, bahwa memberikan putusan
bukan sesuatu yang dilakukan secara sewenang-wenang, karena
hakim memerlukan kecermatan, ketelitian, dan kebijaksanaan
memahami setiap hal yang terungkap di persidangan (Marpaung,
1995: 49).

Mengenai putusan bebas, demi tercapainya keadilan dan
kepentingan hukum, maka peran penting tidak hanya terdapat
pada hakim-hakim Mahkamah Agung, melainkan juga pada
Jaksa Penuntut Umum, agar putusan bebas yang dikasasinya
dapat diterima. Dengan demikian, harus dapat dibuktikan bahwa
putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni dengan
cara menguraikan terlebih dahulu letak ketidakmurnian sifat
putusan bebas tersebut, sebelum mengemukakan alasan-alasan
kasasi. Alasan-alasan kasasi yang dikemukakan tersebut haruslah
merupakan alasan yang menurut ketentuan undang-undang/
yurisprudensi termasuk kewenangan pemeriksaan pada tingkat
kasasi (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.acarapidana.
bphn.go.id).

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan
dalam putusan MK Nomor 114/PPU/2012 bahwa: frasa “kecuali
terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan
dengan UUD Republik Indonesia 1945 sehingga dinyatakan
tidak memiliki kekeuatan hukum mengikat. Dengan demikian
semenjak keputusan tersebut ditetapkan menjadi tidak relevan
lagi membedakan antara putusan bebas murni dan putusan bebas
tidak murni. Kini terhadap semua putusan bebas dapat diajukan
upaya hukum kasasi. Akan tetapi tentang kasasi terhadap putusan
bebas masih tetap relevan menjadi kajian penelitian ini karena
semua putusan Mahkamah Agung diambil sebelum adanya
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Di samping menggunakan teori di bidang hukum pidana
tersebut sebagai Kkriteria untuk melakukan penilaian terhadap
pertimbangan dan putusan hakim, tim akan menggunakan teori
argumentasi hukum sebagai alat untuk menilai pertimbangan
dan putusan hakim. Teori argumentasi hukum yang relevan
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adalah teori yang berkaitan dengan metode penemuan hukum.
Teori argumentasi umum yang akan digunakan sebagai alat
analisis adalah tentang penilaian dan pengujian fakta, penilaian
autoritas, dan teori penilaian (Keraf, 2007: 12-16). Sementara itu
teori penemuan hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis
adalah methode interpretasi dan konstruksi hukum (Pontier,
2008).

3. Kerangka Berpikir

Dengan bertolak dari ruang lingkup penelitian ini yang
akan mengkaji aspek-aspek hukum acara pidana, hukum pidana
materil, filofofi yang dianut hakim khususnya filosofi pemidanaan,
dan penalaran hukum maka beberapa konsep hukum yang
menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini juga mencakup
keempat aspek tersebut.

Pada ruang lingkup hukum acara pidana, dua konsep
hukum pokok yang digunakan adalah tentang: [1] sifat formal dari
hukum acara pidana, dan [2] kebebasan hakim dalam melakukan
penilaian alat bukti sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum
pembuktian. Konsep hukum pertama digunakan sebagai dasar
melakukan penilaian tentang keabsahan atau ketidakabsahan
putusan hakim sesuai syarat-syarat formal keabsahan putusan
sebagaimana diatur dalam undang-undang (KUHAP). Konsep
kedua digunakan sebagai dasar melakukan penilaian terhadap
pertimbangan hakim khususnya bagian obiter dicta yang di satu
pihak merupakan bagian dari kebebasan hakim karena sistem
pembuktian yang memerlukan adanya keyakinan hakim, dan
di lain pihak terikat kepada kaidah-kaidah hukum pembuktian
karena sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang.

Pada ruang lingkup hukum pidana materil, tim
menggunakan konsep hukum pokok berupa ajaran tentang
syarat-syarat pemidanaan dan/atau unsur-unsur tindak pidana
(strafbaarfeit). Dalam hal ini tim tidak memilih kecenderungan
pada teori monistis atau dualistik tentang strafbaarfeit akan
tetapi lebih menekankan pada dipenuhinya syarat-syarat
pemidanaan. Konsep hukum tersebut digunakan sebagai
kerangka untuk menganalisis temuan penelitian antara lain
problematika pembuktian dan pertimbangan terhadap kualifikasi
subyek tindak pidana korupsi, unsur sifat melawan hukum,
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unsur menyalahgunakan wewenang, unsur kesalahan, unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang ditemukan pada
semua putusan yang diteliti. Di samping itu konsep hukum juga
digunakan sebagai kerangka analisis temuan-temuan yang khas
pada beberapa putusan seperti tentang freies ermessen dalam
hubungannya dengan alasan penghapus pidana dan pengetian
serta ruang lingkup keuangan daerah/negara. Konsep ini
digunakan sebagai kriteria penilaian terhadap [1] ratio decidendi
atau pertimbangan hakim terhadap hukumnya perkara, dan [2]
jenis putusan yang dijatuhkan (bebas, lepas, atau pemidanaan).

Pada ruang lingkup filosofi, tim menggunakan konsep
hukum yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara
tindak pidana korupsi. Konsep tentang tujuan pemidanaan
tersebut dikembangkan dari teori-teori tentang Pidana dan
Pemidanaan (Theory of Sentencing). Dalam perkara tindak pidana
korupsijenis pidanayangdipilih harusberorientasi padabeberapa
beberapa tujuan sekaligus, yakni [1] membuat jera pelaku, [2]
menimbulkan efek pencegahan atau general prevention, dan
[3] mengembalikan semaksimal mungkin kerugian keuangan
negara. Konsep ini digunakan sebagai kriteria penilaian terhadap
jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan
kasasi yang berisi putusan pemidanaan.

Analisis hasil temuan dalam ketiga ruang lingkup penelitian
tersebut di atas selalu dalam kerangka ruang lingkup metode
penalaran. Tim menggunakan dua kriteria untuk menilai metode
penalaran hakim dalam putusan, yakni: [1] prinsip-prinsip logika
umum, dan [2] metode penemuan hukum. Prinsip-prinsip logika
umum digunakan untuk menilai pertimbangan hakim baik pada
bagian obiter dicta maupun ratio decidendi. Sedangkan metode
penemuan hukum digunakan sebagai kriteria menilai penalaran
hakim pada bagian recio decidendi. Secara khusus dilakukan
kajian terhadap keberadaan dan kualitas motivering yang secara
eksplisit dicantumkan dalam putusan. Hal ini penting untuk
menilai kualitas substansial putusan secara keseluruhan dan
untuk mengetahui kecenderungan penerimaan para pihak
terhadap putusan. Faktor ini menjadi salah salah satu alasan
penting proses pembentukan yurisprudensi.

Selain dilakukan untuk masing-masing putusan, analisis
juga dilakukan secara utuh untuk keseluruhan putusan. Pada
tahap ini dianalisis disparitas (dan juga paritas) horizontal
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Kerangka berpikir tersebut di atas dapat digambarkan
dalam skema atau bagan alir sebagai berikut:

Ruang Lingkup:
Hukum Acara
Pidana

L~

Temuan:
- Formalitas
putusan

- Penilaian alat
bukti

s

Konsep yuridis

berkaitan
dengan

keabsahan
putusan:

hukum
pembuktian

U

Konsekuensi:

keabsahan
putusan

Ruang Lingkup:

Hukum Pidana
Materiil

XL

Temuan:
- Formalitas putusan

- Problem unsur
melawan hukum/
menyalahgunakan
kewenangan

- Unsur kesalahan

- Khas: freies ermessen
L

Syarat-syarat
pemidanaan

(unsur strafbaarfeit:

melawan hukum,
kesalahan, alasan
penghapus pidana)

L

Konsekuensi:
keabsahan putusan

Ruang Lingkup:
filosofi

-

Temuan:

ketidakjelasan
filosofi yang dianut

-

Konsep:
- Nilai anti korupsi

- Pidana dan
pemidanaan

(theory of sentecing)

A

Konsekuensi:

penilai keadilan dan
kemanfaatan putusan
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4. Metode Penelitian

Ruang Lingkup:
penalaran

) P

Temuan:

- Kecenderungan
yuridis normatif

- Pertimbangan
tidak eksplisit

-+

Konsep:
- Prinsip-prinsip
logika
- Motivering

teori penalaran
hukum

-+

Konsekuenai:
- Penerimaan/
penolakan putusan

- Pembentukan
hukum melalui
yurisprudensi

Berdasarkan term of reference penelitian Komisi Yudisial,

tim memilih putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tipikor
Bandung dan Mahkamah Agung tersebut di atas karena pada
tingkat Pengadilan Negeri seperti ada pola dan keseragaman
(setidak-tidaknya kecenderungan) untuk menjatuhkan bebas,
sedangkan terhadap perkara yang sama pada tingkat Mahkamah
Agung terjadi variasi (baca: disparitas) putusan. Disamping itu
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itu putusan-putusan tersebut sangat menarik perhatian publik.
Sebagai ilmuan hukum tim terusik terutama untuk mengetahui
apakah juga ada pola pertimbangan dan penalaran diantara
hakim-hakim judex factie yang menjatuhkam putusan bebas
tersebut, dan juga pertimbangan dan penalaran dalam putusan-
putusan Mahkamah Agung yang ternyata menjatuhkan putusan
yang bervariasi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap
putusan pengadilan, baik putusan Pengadilan Negeri/Tipikor
maupun putusan Mahkamah Agung, dengan melakukan
eksaminasi terhadap naskah putusan. Eksaminasi juga dilakukan
terhadap dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan
perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat tuntutan,
pleidoi, dan memori kasasi sepanjang yang tercantum dalam
naskah putusan. Pada kasus Priana dan Mochtar Muhamad
tim juga melakukan eksaminasi terhadap proses persidangan
di Pengadilan Negeri dengan menggunakan rekaman lengkap
pelaksanaan persidangan yang dimiliki oleh tim (sebagian
anggota tim peneliti juga merupakan anggota tim perekaman
persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri/Tipikor
Bandung, kerjasama FH UNPAR dan Komisi Pemberantasan
Korupsi. Berdasarkan perjanjian anggota tim perekaman memiliki
hak untuk menggunakan hasil perekaman tersebut untuk
kepentingan akademis, pendidikan, pengajaran, dan penelitian).
Kajian terhadap rekaman persidangan digunakan untuk
melakukan eksaminasi pada bagian penilaian dan pengujian fakta
dan autoritas yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri/
Tipikor Bandung sebagai judex facti, khususnya bagian putusan
yang berisi pertimbangan hakim tentang fakta yang dinyatakan
terbukti (obiter dicta).

Kajian berupaeksaminasi putusan tersebutakan difokuskan
pada beberapa hal sebagai berikut :

a. Hukum Acara Pidana, dimana akan secara khusus dikaji
apakah putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung
dan putusan-putusan Mahkamah Agung telah memenuhi
unsur-unsur putusan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan
konsekuensi yuridisnya. Demikian juga dikaji tentang aspek-
aspek yang berkaitan dengan hukum pembuktian seperti
jumlah dan jenis alat bukti yang diajukan, pertimbangan hakim
tentang penilaian atas alat bukti yang diajukan. Pada bagian
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kajian terhadap putusan-putusan kasasi, tim melakukan kajian
tentang kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengadilan
kasasi mengadili perkara yang telah mendapat putusan bebas
pada pengadilan tingkat di bawahnya.

b. Hukum Pidana Materil, tim melakukan pengkajian terhadap
penerapan asas-asas, kaidah, doktrin/teori hukum pidana,
baik yang menyangkut hukum pidana umum maupun hukum
pidana khusus korupsi. Untuk putusan-putusan Pengadilan
Negeri/Tipikor Bandung yang berisi pembebasan penting
untuk dikaji alasan-alasan dan pertimbangan yang digunakan
sebagai dasar putusan tersebut, terutama ditinjau dari teori
tentang unsur-unsur tindak pidana, yang meliputi ajaran sifat
melawan hukum, ajaran tentang kesalahan, dan ajaran tentang
alasan penghapus pidana. Untuk putusan-putusan Mahkamah
Agung yang bervariasi (ada yang mengkoreksi putusan
judex facti dan berisi pemidanaan, ada yang menguatkan
putusan judex facti, dan ada yang merubah menjadi putusan
lepas) penting untuk dikaji disparitas alasan-alasan dan
pertimbangan Mahkamah Agung sehingga menghasilkan

® disparitas putusan. Khusus untuk putusan kasasi Mahkamah ®
Agung yang berisi pemidanaan akan dikaji pula pertimbangan
hakim dalam menentukan jenis sanksi baik pidana pokok
badan, pidana denda, maupun pidana uang pengganti.

c. Penalaran hokum, secara khusus dikaji metode penalaran
yang dilakukan oleh hakim, baik hakim Pengadilan Negeri/
Tipikor Bandung maupun Mahkamah Agung, yang digunakan
sebagai dasar mengambil keputusan (motivering). Kajian
akan dilakukan baik terhadap pertimbangan hakim yang
menyangkut terbukti atau tidaknya suatu fakta (bagian obiter
dicta) maupun bagian putusan yang berisi pertimbangan
tentang hukumnya atas fakta yang dinyatakan terbukti (bagian
ratio decidendi). Sebagai kriteria penilaian tim menggunakan
teori-teori argumentasi umum dan teori-teori penemuan
hukum.

d. Filosofi pemidanaan, sesuai panduan penelitian Komisi
Yudisial, tim berusaha mengidentifikasi filosofi pemidanaan
yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Akan
tetapi kajian khusus terhadap hal tersebut tidak dapat
dilakukan terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri/
Tipikor karena semua merupakan putusan bebas. Kajian
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aspek filosofi pemidanaan dilakukan terhadap putusan-
putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan
pemidanaan. Pemidanaan untuk tindak pidana korupsi selain
bertujuan untuk menjerakan melalui pidana badan atau
perampasan kemerdekaan, memiliki tujuan penting lainnya
yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai
akibat dari korupsi. Oleh karena itu secara khusus dikaji
apakah putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut telah
secara layak menggunakan peluang untuk mengembalikan
kerugian keuangan negara dengan menerapkan peraturan
tentang pembayaran uang pengganti dan/atau perampasan
harta benda terpidana.

Setelah melakukan kajian untuk setiap putusan tersebut,
selanjutnya tim melakukan analisis terhadap seluruh putusan
untuk menemukan disparitas isi putusan, penerapan hukum
formil maupun materil, pertimbangan-pertimbangan yang
digunakan oleh hakim, filosofi pemidanaan, dan penalaran
yang digunakan. Kajian disparitas ini akan meliputi disparitas
horizontal antar putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tipikor
dan antar putusan-putusan Mahkamah Agung, serta disparitas
vertikal antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dengan
putusan-putusan Mahkamah Agung.

Disparitas dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai
sebagai disparitas penjatuhan pidana atau disparity of sentencing
(Muladi & Arief, 2005: 52; Harkrisnowo, 2003: 28) akan tetapi
termasuk juga penerapan hukum yang tidak sama terhadap
peristiwa yang sama atau relatif sama. Yang dimaksud penerapan
hukum termasuk juga tapi tidak terbatas pada penilaian alat
bukti, pemberian pertimbangan, penafsiran atas suatu konsep
atau unsur, filosofi yang melatarbelakangi, dan metode penalaran
yang digunakan.

Tim juga melakukan kajian terhadap pola-pola yang dapat
ditemukan (paritas) dalam putusan-putusan tersebut. Pola-pola
yang dimaksud berupa:

a. Pola-pola pertimbangan hakim judex facti pada saat menilai
dan menguji fakta sehingga sampai pada kesimpulan untuk
memutus pembebasan;

b. Pola-pola pertimbangan dan penalaran hakim judex facti
pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran dan/atau
konstruksi) terhadap suatu konsep yuridis dan kaidah serta
asas-asas hukum yang relevan yang menjadi dasar untuk
mengambil putusan pembebasan;
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c. Pola-pola pertimbangan Mahkamah Agung pada saat
menerima permohonan kasasi putusan bebas dan saat
melakukan penilaian terhadap isi putusan judex facti;

d. Pola-pola pertimbangan dan penalaran hakim Mahkamah
Agung pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran
dan/atau konstruksi) terhadap kaidah dan asas-asas hukum
yang relevan yang menjadi dasar untuk mengambil putusan
pemidanaan, termasuk pertimbangan tentang jenis dan berat
ringannya pidana.

Analisis terhadap pola-pola di atas penting agar dapat
ditarik suatu kecenderungan (kesimpulan) tentang sifat divergen
atau konvergen diantara putusan-putusan yang setingkat. Khusus
untuk putusan-putusan Mahkamah Agung, kecenderungan
yang konvergen akan menguatkan munculnya yurisprudensi
tetap, sedangkan apabila terjadi kecenderungan divergen akan
melemahkan munculnya yurisprudensi tetap.

Seluruh hasil proses eksaminasi untuk setiap putusan
maupun analisis pola konvergensi dan/atau divergensi atas
semua putusan tersebut akan ditulis dalam laporan ini. Laporan
ini masih terbuka terhadap masukan dan/atau evaluasi. Setelah
mendapat masukan atau evaluasi dari Tim Pakar Komisi Yudisial
dan/atau pihak lain, tim akan melakukan penyempurnaan
laporan menjadi laporan final.
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Langkah-langkah penelitian ini tergambar dalam bagan alir

[1] PENENTUAN [2] PEMILIHAN DAN [3] PENGUMPULAN

penelitian sebagai berikut:

—

TEMA SELEKSI PUTUSAN BERKAS PUTUSAN
[6] PENULISAN [5] ANALISA [4] EKSAMINASI

DRAFT LAPORAN SELURUH LAPORAN TIAP PUTUSAN

=

=

L

[9] LAPORAN
FINAL

[7] PENULISAN
LAPORAN SEMENTARA

[8] SEMINAR /
PRESENTASI DI KY

—

—

5. Analisis Disparitas

Analisis dilakukan baik terhadap disparitas horizontal
maupun terhadap disparitas vertikal. Penulisan bagian analisis
ini akan dibagi dalam tiga sub yakni: [1] analisis disparitas
horizontal antarputusan Pengadilan Negeri, [2] analisis disparitas
horizontal antarputusan Mahkamah Agung, dan [3] analisis
disparitas vertikal antara putusan-putusan Pengadilan Negeri
dan Mahkamah Agung. Untuk sub yang ketiga analisis dilakukan
antara putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk
masing-masing perkara. Ruang lingkup analisis setiap sub
mencakup aspek hukum acara pidana, hukum pidana materil,
filosofi pemidanaan, dan penalaran hukum.

Pada saat melakukan kajian terhadap naskah putusan-
putusan, selain mengidentifikasi disparitas baik yang bersifat
horizontal maupun vertikal, tim juga sekaligus mengidentifikasi
hal-hal yang sama atau relatif sama dalam beberapa putusan
(paritas). Menurut pendapat tim akan sayang sekali apabila
temuan berupa paritas ini diabaikan begitu saja. Dalam laporan
ini tim sekaligus juga mengemukakan paritas dan analisisnya
terutama untuk hal-hal yang secara normatif dan teoritis
dianggap merupakan kelemahan atau kesalahan dalam putusan-
putusan tersebut.
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1) Aspek Hukum Formil/Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri dalam semua perkara tindak
pidana korupsi yang diteliti telah memenuhi semua unsur dari
Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP yang mengatur tentang
unsur-unsur formal yang harus ada dalam suatu putusan hakim
pidana. Hal ini menunjukkan kemampuan hakim yang cukup
baik dan cermat dalam merumuskan putusan yaitu dengan
memeriksa kesesuaian seluruh kelengkapan dari naskah putusan
yang dirumuskannya dengan ketentuan tentang formalitas di
dalam KUHAP, sehingga putusan yang ada menjadi sah dan tidak
batal atau cacat.

Kemudian mengenai alat bukti yang memadai dan sah di
dalam KUHAP. Sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 183
KUHAP bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidanabenar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya” dan di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP
bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan
ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa”. Putusan perkara
tindak pidana korupsi di tingkat Pengadilan Negeri yang kami
analisis semuanya menjatuhkan putusan bebas. Jaksa/penuntut
umum dalam proses pembuktian selama di persidangan telah
menghadirkan alat bukti yang sah dan jumlahnya memadai
baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk
ataupun keterangan terdakwa. Selain itu dalam beberapa perkara
terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menghadirkan saksi
a de charge serta ahli yang jumlahnya cukup memadai untuk
membantu hakim dalam mengungkap fakta- fakta yang terjadi dan
membuat pertimbangan di dalam putusan yang dirumuskannya.

Akan tetapi kelemahan yang terjadi pada semua putusan
yang ada ialah hakim tidak mempergunakan secara maksimal
alat-alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Ada
kecenderungan hakim melakukan pemilihan dalam menilai
dan menggunakan alat-alat bukti tersebut, yaitu memilih alat
bukti yang menguntungkan terdakwa atau memilih alat bukti
yang akhirnya mendukung putusan bebas yang dikeluarkannya.
Keterangan saksi dan ahli yang digunakan sebagai pertimbangan
hakim lebih mengarah pada keterangan-keterangan yang
bersifat menguntungkan terdakwa atau yang bersesuaian
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dengan keterangan terdakwa. Sehingga banyaknya alat bukti
yang diajukan ke muka persidangan menjadi tidak ada gunanya
karena seolah itu hanya dijadikan kamuflase bahwa proses
persidangan ini telah baik dengan banyaknya alat bukti yang
diperiksa selama proses persidangan. Padahal ternyata dalam
pertimbangan guna mengambil keputusan hanya sebagian kecil
saja yang dipergunakan tanpa memperhatikan alat bukti lainnya
yang cukup banyak.

Misalnya dalam putusan PN terdakwa Lia Noer Hambali,
pada saat hakim menyatakan tidak terbuktinya unsur "melawan
hukum” menggunakan pertimbangan (yang sebenarnya tidak
relevan) yaitu bahwa sebagian dana yaitu Rp. 80.000.000,- masih
ada di rekening koperasi. Tentang fakta tersebut sama sekali
tidak didukung alat bukti surat, misalnya buku rekening koperasi.
Dalam kasus PN terdakwa Mochtar Mohammad, hakim juga tidak
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat saksi
Lilik Haryoso di Villa 200 membawa koper hitam yang diduga
berisi uang suap yang diberikan oleh Tjandra Utama Efendi dan
keadaan di mana banyak anggota DPRD Kota Bekasi membawa
bungkusan hitam kecil dari kamar yang bersangkutan sama sekali
tidak dipertimbangkan. Hakim malah hanya mempertimbangkan
keterangan saksi Lilik Haryoso yang diduga menerima suap
dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, hakim juga tidak
mempertimbangkan keterangan saksi Melda Mardalina yang
menolak uang pemberian terdakwa.

Memang majelis hakim memiliki kebebasan untuk
melakukan penilaian terhadap terbukti atau tidaknya fakta
atau rangkian fakta dan juga kebebasan untuk menilai isi dari
suatu alat bukti. Tidak setiap alat bukti sah yang diajukan di
muka persidangan harus diterima oleh hakim apabila alat bukti
tersebut tidak menimbulkan keyakinan hakim tentang suatu hal,
akan tetapi penolakan terhadapnya juga harus disertai alasan
yang logis dan dieksplisitkan dalam naskah putusan. Hal tersebut
menjadi penting, terutama sehubungan isi alat bukti yang
memberatkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jika tidak
diberi dasar pertimbangan yang logis, maka pihak-pihak yang
berkepentingan dengan putusan akan menilai bahwa putusan
hakim tidak didasarkan pada pertimbangan yang obyektif.

Pada semua perkara, kecuali perkara Lia Noer Hambali,
ditemukan adanya saksi yang berkedudukan sebagai saksi
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mahkota. Saksi mahkota adalah saksi yang dihadirkan di
persidangan tetapi saksi tersebut sedang menjalani proses
persidangan maupun sedang menjalani masa penerapan
sanksi pidana karena perkara yang sama. Kedudukan saksi
mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan secara
teoretis juga problematik, sehingga kehadirannya dalam suatu
persidangan patut untuk diberi pertimbangan (motivering) yang
mendalam dalam putusan. Dalam semua putusan sama sekali
tidak ditemukan adanya bagian pertimbangan hakim tentang
permasalahan dan kedudukan saksi mahkota ini.

Melalui naskah putusan pengadilan ini pula tim
menemukan disparitas dalam perumusan surat dakwaan
yang memiliki konsekuensi penting dalam proses pembuktian.
Ditemukan bahwa ada surat dakwaan yang mencantumkan
dan yang tidak mencatumkan peraturan hukum administrasi
yang dilanggar. Putusan Pengadilan Negeri terdakwa Lia Noer
Hambali dan terdakwa Priana sama sekali tidak mencantumkan
peraturan administrasi yang dilanggar, sehingga pembuktian
unsur melawan hukum berdasarkan dakwaan Pasal 2 dan unsur
menyalahgunakan wewenang berdasarkan dakwaan Pasal 3
menjadi tidak terarah. Hal tersebut dapat diketahui dari putusan
hakim pada saat menilai terbukti atau tidaknya unsur tersebut.
Akibatnya dalam dua perkara tersebut hakim membebaskan
terdakwa dengan alasan unsur melawan hukum dan unsur
menyalahgunakan wewenang dianggap tidak terbukti.

Sementara itu putusan Pengadilan Negeri dengan terdakwa
Eep Hidayat, terdakwa Achmad Ru'yat dan terdakwa Mochtar
Mohammad surat dakwaannya mencantumkan peraturan hukum
administrasi yang dilanggar. Dalam putusan hakim untuk ketiga
perkara tersebut pertimbangan hakim untuk unsur melawan
hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang terlihat lebih
terarah. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim bukan karena
tidak terbuktinya unsur tersebut, akan tetapi karena ada unsur
lain yang dinyatakan tidak terbukti atau ada kesalahan penafsiran
hakim terhadap kedudukan dari unsur melawan hukum itu sendiri
dalam rumusan delik berkaitan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi yang menghapus penjelasan Pasal 2.

Beberapaperaturan hukum administrasiyangrelevan untuk
digunakan sebagai acuan membuktikan dan mengkualifikasi
sifat melawan hukum perbuatan korupsi pejabat pemerintah
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daerah diantaranya adalah (dari putusan a.n. terdakwa Mochtar

Mohammad):

a) Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

b) Pasal 27 dan 28 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

c) Pasal 378 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD;

d) Pasal 3 ayat (1) hurufb, f, dan h Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

e) Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

f) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

g) Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, serta Pasal 8 ayat (2) huruf d
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI tanggal 22
Agustus 2007;

h) Peraturan DPRD Kota Bekasi Bo. 2 Tahun 2009 tentang Kode
Etik DPRD Kota Bekasi Masa Jabatan 2009-2014.

Bahkan dalam putusan dengan terdakwa Ahmad Ru'yat,
dalam surat dakwaan dicantumkan juga kaidah hukum tidak
tertulis yang dilanggar oleh terdakwa dengan rumusan: “bahwa
perbuatan sebagaimana tersebut di atas dipandang pula sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau
nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat di kota Bogor”. Sangat disayangkan bahwa
hal ini tidak mendapat pertimbangan sama sekali baik dalam
putusan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, padahal
dicantumkannnya hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk
mengkualifikasi sifat melawan hukum perbuatan merupakan
gagasan baru dalam Hukum Pidana Indonesia. Sesuai ajaran sifat
melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif, dalam ilmu
hukum pidana dan yurisprudensi di Indonesia pada umumnya
diterima pendapat bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan
sebagai alasan untuk menghapus sifat melawan hukum perbuatan
yang telah memenuhi rumusan undang-undang, bukan untuk
mengkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana
dalam surat dakwaan penuntut umum.
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Semua putusan PN Bandungsamasekalitidakmenggunakan
sumber hukum lain selain pasal undang-undang tindak pidana
korupsi yang menjadi dasar surat dakwaan. Tidak ditemukan
putusan yang di dalamnya mempertimbangkan dan menilai
keabsahan suatu alat bukti berdasarkan ketentuan tentang
alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan
seterusnya. Padahal dalam perkara terdakwa Priana misalnya ada
beberapa saksi yang memiliki hubungan kerja (sebagai bawahan)
dengan terdakwa dimana seharusnya mendapat pertimbangan
dalam putusan tentang isi kesaksian berkaitan dengan adanya
hubungan kerja tersebut.

Demikian juga majelis hakim sama sekali tidak
menggunakan dan menerapkan secara eksplisit asas-asas
dan teori-teori hukum maupun yurisprudensi yang berkaitan
dengan pembuktian dan hukum acara pidana dalam menyusun
pertimbangan putusan. Dan di dalam semua putusan Pengadilan
Tipikor/PN Bandung ini tidak terdapat sumber hukum formal
lainnya di luar undang-undang (misalnya doktrin dan/atau
yurisprudensi) yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim
melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti.

2) Aspek Hukum Pidana Materil

Semua putusan dari pengadilan pada tingkat pertama ini
telah secara tegas dan eksplisit mencantumkan dakwaan yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Semua surat dakwaan dalam
lima perkara ini disusun secara primair-subsidair, dengan Pasal
2 ayat (1) sebagai dasar dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai
dasar dakwaan subsidair. Khusus surat dakwaan untuk terdakwa
Mochtar Mohammad mencantumkan juga dakwaan Pasal 5 ayat
(1) huruf a jo Pasal 15 dan Pasal 13 jo Pasal 15 secara kumulatif
karena terdakwa memang didakwa melakukan beberapa tindak
pidanakorupsi. Pada beberapa putusan juga dihubungkan dengan
Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65 KUHP sesuai dengan peran pelaku
dalam tindak pidana dan sifat tindak pidananya. Akan tetapi
tentang pengertian, unsur-unsur maupun terbukti/tidaknya
bentuk penyertaan dan concursus yang dicantumkan dalam surat
dakwaan tersebut sama sekali tidak mendapat pertimbangan
dan penilaian dalam putusan hakim pengadilan negeri maupun
Mahkamah Agung.
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Pola yang selalu diikuti penuntut umum untuk menyusun
dakwaan primair-subsidair antara Pasal 2 ayat (91) dan Pasal
3 ini menarik untuk dikaji. Dalam teori hukum acara pidana
dakwaan primair-subsidair dianggap tepat apabila terdakwa
didakwa melakukan hanya satu perbuatan pidana akan tetapi
penuntut umum masih ragu tentang pasal atau ketentuan pidana
yang dipenuhi oleh perbuatan tersebut. Menurut tim penuntut
umum selalu menggunakan pola tersebut disebabkan karena
kesulitan membedakan tindak pidana korupsi yang diatur Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 3, khususnya kesulitan membedakan unsur
melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang.
Kesulitan tersebut sebenarnya sebagai akibat kerancuan dan
ketidakjelasan maksud pembuat Undang-Undang Tipikor pada
saat merumuskan Pasal 2 dan Pasal 3. Secara teoritis unsur
menyalahgunakan wewenang merupakan bentuk khusus dari
melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat
dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang berdasarkan
undang-undang, misalnya pegawai negeri atau pejabat publik.
Sedangkan melawan hukum secara umum dalam Pasal 2 ayat (1)
dapat dilakukan oleh bukan pejabat publik atau pegawai negeri.
Akan tetapi pengertian tersebut menjadi tidak logis apabila
diterapkan dalam UU Tipikor karena ancaman pidana untuk
tindak pidana korupsi Pasal 3 (dengan unsur penyalahgunaan
wewenang) justru lebih rendah dibanding ancaman pidana dalam
Pasal 2. Menurut logika dan juga pola ancaman pidana dalam
KUHP ancaman pidana untuk tindak pidana yang dilakukan
karena penyalahgunaan jabatan seharusnya lebih berat. Dengan
kata lain “dalam jabatan” seharusnya menjadi faktor yang
memberatkan, bukan meringankan.

Akan tetapi permasalahan tersebut ternyata tidak pernah
mendapatpenyelesaian dari pengadilan termasuk dari Mahkamah
Agung melalui yurisprudensi. Bahkan dalam putusan pengadilan
negeri perkara Muchtar Mohamad hakim juga “terjebak” pada
pertimbangan yang tidak logis tersebut dengan menyatakan
“bahwa pejabat merupakan orang yang telah berjasa sehingga
dengan alasan kasihan ancaman pidananya harus lebih ringan”.
Di sini hakim berpendapat bahwa “dalam jabatan” sipakai sebagai
faktor yang meringankan.
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Disparitas terjadi perihal pencantuman ketentuan Pasal
18 UU Tipikor tentang pidana tambahan khususnya tentang
pembayaran uang pengganti dalam surat dakwaan. Pada beberapa
perkara surat dakwaannya menghubungkan antara pasal tindak
pidana korupsi yang didakwakan dengan Pasal 18, sedang pada
beberapa perkara tidak. Menurut peneliti, Pasal 18 tersebut tidak
perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dengan alasan bahwa:
a) Pasal dan perundang-undangan yang dicantumkan dalam
surat dakwaan sebagai dasar dakwaan adalah pasal-pasal
yang berisi rumusan dan unsur-unsur umum dan khusus dari
tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus misalnya
unsur percobaan dan/atau Kketurutsertaan. Secara formal
Pasal 143 KUHAP tidak menyebut kewajiban mencantumkan
pasal tentang sanksi pidana tambahan dalam surat dakwaan.

b) Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan yang dapat
dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi, sehingga sama
sekali tidak menyangkut tentang unsur tindak pidana. Tanpa
menyebut Pasal 18 dalam surat dakwaan penuntut umum tetap
dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan berdasarkan
Pasal 18 dalam surat tuntutannya.

Dalam semua putusan pengadilan Negeri tidak dapat
ditemukan pertimbangan dan pernyataan hakim tentang
pencantuman Pasal 18 di dalam surat dakwaan. Hal ini dapat
dipahami karena semua putusan pengadilan negeri merupakan
putusan bebas. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung
yang berisi pemidanaan pun terjadi disparitas tentang penerapan
Pasal 18 ini (vide: bagian analisis putusan MA di bawah).

Selanjutnya akan dipaparkan temuan dan analisis atas
pertimbangan hakim berkaitan dengan beberapa unsur pokok
tindak pidana korupsi yang didakwakan. Beberapa unsur yuridis
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut adalah: unsur “setiap
orang”, unsur “secara melawan hukum”, unsur “dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,
unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, unsur “dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Terkait unsur “setiap orang”, ada putusan hakim yang
menyatakan terbuktinya unsur ini semata-mata karena terdapat
kecocokan antara identitas terdakwa sebagaimana diperiksa
di muka pengadilan dengan identitas yang tertulis dalam surat
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dakwaan. Hal demikian misalnya ada dalam putusan terdakwa
Priana dengan bunyi pertimbangan: “unsur “setiap orang”
dinyatakan telah terpenuhi dikarenakan adanya kecocokan
antara terdakwa yang diajukan dengan keterangan saksi-saksi
dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa lah
yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum”. Pertimbangan
demikian jelas tidak memadai dan tidak sesuai dengan
hakikatnya sebagai unsur tindak pidana. Unsur ini harusnya
dinilai dari keadaan terdakwa khususnya yang menyangkut
kemampuan bertanggung jawab dan keadaan kualifikasi khusus
yang disyaratkan undang-undang misalnya sebagai pejabat atau
pegawai negeri.

Perlu dikemukkan secara khusus pertimbangan hakim
tentang unsur ini yang terkesan sembarangan dan bertentangan
dengan logika sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri
untuk perkara Mochtar Mohammad yang menyatakan bahwa:
“Unsur setiap orang tidak termasuk PNS yang patut dikasihani.
Unsur “setiap orang” dinyatakan tidak terbukti, karena dianggap
bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) tidak dapat dianggap sebagai setiap orang dalam Pasal
2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Bahkan dalam putusan pengadilan negeri atas nama
terdakwa Achmad Ru’yathakim memberikanpertimbanganbahwa
pembuktian unsur ini baru akan disimpulkan dari terbuktinya
unsur-unsur lain, sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu
unsur dari dakwaan yang merupakan delik inti. Ini bertentangan
dengan prinsip pembuktian unsur dimana setiap unsur tindak
pidana yang didakwakan harus dibuktikan. Pembuktian suatu
unsur tidak dapat disimpulkan dari pembuktian unsur lainnya.

Berkaitan dengan unsur “secara melawan hukum”. Pada
beberapa putusan terdapat pertimbangan tentang unsur
melawan hukum ini. Akan tetapi pada umumnya pertimbangan
hakim tersebut tidak dilakukan secara memadai. Pada perkara-
perkara yang dalam surat dakwaannya penuntut umum tidak
mencantumkan peraturan hukum administrasi yang dilanggar
sebagai dasar untuk mengkualifikasi sifat melawan hukum dari
perbuatan, putusan hakim yang berupa putusan bebas tersebut
mendasarkan pada alasan tidak terbuktinya unsur melawan
hukum ini. Sedangkan pada perkara yang surat dakwaannya
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mencantumkan aturan hukum administrasi yang dilanggar,
hakim mendasarkan putusan bebas pada tidak terbuktinya
unsur lain yakni “menguntungkan diri sendiri.. dst” atau “
merugikan keuangan negara... dst”. Hal ini menarik untuk dicatat
bahwa meskipun tidak eksplisit dicantumkan dalam putusan,
pencantuman peraturan hukum administrasi sebagai dasar untuk
mengkualifikasi sifat melawan hukum sangat penting dalam
pembuktian unsur melawan hukum.

Selain itu juga ditemukan adanya kerancuan tentang
pemahaman unsur menyalahgunakan wewenang dalam Pasal 3.
Dalam kasus Lia Noer Hambali hakim membuat pertimbangan
bahwa unsur menyalahgunakan wewenang menurut Pasal 3
merupakan bentuk khusus dari unsur melawan hukum dalam
Pasal 2, oleh karena unsur melawan hukum dalam Pasal 2
dinyatakan tidak terbukti maka unsur menyalahgunakan
wewenang dalam Pasal 3 juga harus dinyatakan tidak terbukti.
Pertimbangan ini jelas bertentangan dengan logika karena
unsur melawan hukum tindak pidana korupsi Pasal 2 jelas tidak
sama dengan unsur menyalahgunakan wewenang tindak pidana
korupsi Pasal 3. Apabila diikuti logika hakim maka tidak adanya
makna dari perumusan Pasal 3 dalam undang-undang maupun
dalam dakwaan subsidair, karena setiap tidak terbukti Pasal 2
otomatis juga tidak terbukti Pasal 3.

Demikian juga ada putusan hakim yang memuat
pertimbangan yang tidak lazim dengan menyatakan bahwa
pembuktian unsur melawan hukum akan disimpulkan setelah
terlebih dahulu menganalisis unsur-unsur lain, artinya kalau
semua unsur lain terbukti maka dapat disimpulkan terbuktinya
unsur melawan hukum. Pertimbangan ini tidak dapat dibenarkan
dengan alasan pembuktian suatu unsur tidak dapat digantungkan
pada pembuktian unsur lain.

Tim juga menemukan disparitas pemahaman para hakim
terhadap isi dan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 003/PUU-IV/2006 dan akibatnya terhadap wunsur
melawan hukum dalam Pasal 2. Dalam putusan perkara terdakwa
Achmad Ruyat sama sekali tidak dipertimbangkan dengan hal
tersebut. Dalam putusan perkara terdakwa Mochtar Mohammad,
terdakwa Eep Hidayat, dan terdakwa Priana Pengadilan Negeri
berpendapat bahwa “... ajaran sifat melawan hukum materil
dan formal yang berlaku pada Pasal 2 dengan mengacu pada
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yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai ajaran sifat melawan

hukum”. Terhadap pertimbangan tersebut dapat diberikan

catatan sebagai berikut:

a) Pengadilan Negeri secara eksplisit tidak mengakui isi putusan
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ajaran sifat
melawan hukum materil positif dalam penjelasan Pasal 2
ayat (1) dianggap tidak berlaku, dan oleh karenanya akan
mengikuti yurisprudensi saja.

b) Sebenarnya penjelasan Pasal 2 UU Tipikor secara teoretis tidak
salah sepanjang dipahami bahwa pemidanaan berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) tetap harus memenuhi semua unsur terulis
dalam pasal tersebut; Hukum tidak tertulis sebagaimana dalam
penjelasan tersebut hanya digunakan untuk mengkualifikasi
unsur sifat melawan hukum saja.

c) Bedasarkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi
negatif dan yurisprudensi tetap hukum tidak tertulis diakui
sebagai salah satu alasan yang dapat menghapuskan sifat
melawan hukum perbuatan yang telah memenuhi rumusan
undang-undang.

Dalam putusan bebas biasanya hakim tidak memberikan
pertimbangan untuk semua unsur tindak pidana yang
didakwakan. Pada saat hakim berpendapat ada satu unsur yang
tidak terbukti hakim akan langsung menyatakan bahwa unsur lain
tidak perlu dibuktikan. Hal demikian logis karena secara hukum
dengan adanya satu unsur tidak terbukti maka hakim harus
memutus bebas. Hal demikian tampak dalam putusan Lia Noer
Hambali, Ahmad Ruyat, dan Priana. Akan tetapi dalam putusan
dengan terdakwa Eep Hidayat dan terdakwa Mochtar Mohammad
hakim memberi pertimbangan terhadap seluruh unsur meskipun
pada akhirnya menjatuhkan putusan bebas. Setelah suatu unsur
dinyatakan tidak terbukti, hakim masih mempertimbangkan
unsur selanjutnya dan seterusnya.

Isu sentral lain yang khas pada perkara tertentu ialah
adanya perbedaan penafsiran pada kata “daerah” dari Pasal 4
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/
KMK.04/2000 (putusan terdakwa Eep Hidayat) dan pada putusan
terdakwa Mochtar Mohammad adalah konsep “freies ermessen”,
“permufakatan jahat”, “perbuatan materil yang harus dilakukan
sendiri oleh terdakwa”, dan “dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
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Pada semua putusan, kecuali putusan terdakwa Lia Noer
Hambali, hakim menggunakan yurisprudensi dan doktrin
pada saat membuat pertimbangan hukum. Khusus tentang
penggunaan yurisprudensi ada kecenderungan hakim hanya
menyatakan dengan frasa “..sesuai dengan yurisprudensi ..
tanpa menyebutkan secara spesifik nomor putusan yang dirujuk
sebagai yurisprudensi dan isi kaidah hukum dalam yurisprudensi
tersebut. Sangat disayangkan bahwa pada perkara yang di dalam
surat dakwaannya sudah mencantumkan peraturan hukum
adminitrasi sebagai dasar mengkualifikasi sifat melawan hukum
perbuatan pun, dalam putusannya hakim sama sekali tidak
menggunakan peraturan-peraturan tersebut sebagai kriteria saat
menilai terbukti atau tidaknya unsur melawan hukum dan unsur
menyalahgunakan wewenang.

3) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

Analisis filosofis dan kesesuaiannya dengan dasar hukum
dakwaan terhadap jenis dan bobot sanksi yang dijatuhkan tidak
dapat dilakukan karena semua putusan di tingkat pertama yang
diteliti merupakan putusan bebas. Demikian juga berkenaan
kesesuaian antara jenis dan bobot sanksi dengan hal-hal
memberatkan dan meringankan yang terungkap di muka
persidangan menjadi tidak relevan untuk suatu putusan bebas.

Secara substansial putusan hakim yang membebaskan
terdakwa tidak tepat karena bukti-bukti yang dikemukakan
di muka sidang justru menyatakan sebaliknya, di samping itu
putusan bebas ini telah didasarkan pada pertimbangan yang
sangat sumir dan tidak memadai secara logika. Dari model
penalaran yang dilakukan hakim PN Bandung ini dapat dicurgai
bahwa hakim tidak menganut atau mengamalkan nilai-nilai hidup
anti korupsi. Beberapa peristiwa dimana hakim di PN/Tipikor
Bandung ditangkap KPK karena menerima suap berkaitan dengan
penanganan perkara mengkonfirmasi kecurigaan tersebut.
Secara substantif putusan bebas tersebut bertentangan dengan
fakta yang terungkap di muka pengadilan.

Semua putusan perkara korupsi di tingkat pertama yang
kami analisis ini, sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan putusan
benar-benar hanya berisi pertimbangan yuridis formal tentang
tidak terbuktinya suatu unsur. Majelis hakim sama sekali tidak
mencoba menggali fakta yang merupakan konsekuensi logis dari
perbuatan terdakwa.
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4) Aspek Penalaran Hukum

Dalam semua naskah putusan yang diteliti tidak dapat
ditemukan bagian putusan yang secara tersurat berisi argumen
atau pertimbangan yang dijadikan dasar putusan. Oleh karena
itu sulit untuk menganalisis keruntutan bernalar hakim baik
yang menyangkut aspek penerapan hukum acara, hukum
materil maupun dari segi filosofi. Hakim juga tidak membangun
argumentasi yang cukup kuat dan memadai pada saat melakukan
pertimbangan terhadap fakta dalam proses persidangan,
perumusan pertimbangan hukum dan kemudian akhirnya sampai
pada suatu kesimpulan atau amar putusan yang membebaskan
terdakwa dari dakwaan.

Sehingga kita tidak dapat melihat secara eksplisit maupun
implisit adanya keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta
maupun konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim.

Berdasarkan analisis dari kelima putusan tersebut nuansa
yang berbeda tampak pada putusan pengadilan negeri terdakwa
Eep Hidayat yang ada upaya untuk memberikan argumen
lengkap dan sistematis terhadap semua unsur tindap pidana
yang didakwakan. Pada putusan ini juga nampak pertimbangan
yang berusaha menghubungkan fakta, unsur-unsur yuridis, dan
konklusi yang diambil oleh hukum. Akan tetapi memang harus
diakui bahwa pada saat membuat pertimbangan tentang fakta
atau obiter dicta hakim cenderung hanya menggunakan alat-alat
bukti yang menguntungkan terdakwa, sehingga pada akhirnya
hakim menjatuhkan putusan bebas.
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Berbeda dengan putusan pengadilan negeri yang
seluruhnya berisi putusan bebas, pada tingkat kasasi Mahkamah
Agung ternyata menjatuhkan putusan yang bervariasi terhadap
kelima perkara yang diteliti. Variasi isi putusan tersebut adalah:
1) Terdakwa Lia Noer Hambali: putusan pemidanaan berupa

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Terdakwa Priana Wirasaputra: putusan lepas;

3) Terdakwa Achmad Ruyat: putusan bebas;

4) Terdakwa Eep Hidayat: putusan pemidanaan berupa pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang
pengganti sebesar Rp 2.538.465.160,- (dua milyar lima ratus
tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu
seratus enam puluh rupiah);

5) Terdakwa Mochtar Mohammad: putusan pemidanaan
berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta membayar pidana
tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 639.000.000,-
(enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

1) Aspek Hukum Formil/ Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung untuk semua perkara yang
diteliti telah memenuhi bagian yang disyaratkan dari ketentuan
Pasal 197 ayat (1) KUHAP untuk putusan yang berisi pemidanaan,
dan telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP untuk
putusan lepas dan putusan bebas. Hal ini menunjukkan adanya
kemampuan dan kecermatan hakim sepanjang untuk memenubhi
aspek formal dari putusan. Oleh karena itu semua putusan yang
ada bersifat sah dan tidak mengandung cacat formal yang dapat
menyebabkan kebatalan.

Semuaputusanditingkatkasasiinijugatelahmencantumkan
alasan pengajuan kasasi dari jaksa/penuntut umum (memori
kasasi) terhadap putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama,
dan pada semua putusan juga ada pernyataan bahwa Mahkamah
Agung menerima permohonan kasasi tersebut. Akan tetapi
sangat disayangkan bahwa hal itu tidak dilandasi pertimbangan
dan/atau argumen yang mencukupi yang sebagai dasar untuk
menerima permohonan kasasi putusan bebas. Bagaimanapun
juga pada saat putusan dibuat upaya hukum kasasi untuk putusan
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bebas mengandung problematik yuridis karena bertentangan
dengan kaidah hukum tertulis dalam Pasal 244 KUHAP. Memang
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung telah membuka peluang
kasasi terhadap putusan bebas dengan mengintrodusir istilah
putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan
bebas murni adalah putusan yang didasarkan pada tidak
terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. Untuk putusan
bebas murni, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Namun
terhadap putusan bebas tidak murni masih dimungkinkan
dilakukannya upaya hukum kasasi dengan adanya alasan, antara
lain:

a) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (judex facti) telah
salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP;

b) Cara mengadili yang dilakukan judex facti tidak dilaksanakan
menurut ketentuan undang-undang;

c) Putusan judex facti bukan merupakan putusan bebas murni,
melainkan putusan bebas tidak murni.

Dapat terlihat, bahwa praktek peradilan telah
menyingkirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP secara contra legem,
yaitu praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan
bertentangan dengan undang-undang. Hal ini terjadi bukan tanpa
perdebatan, keadaan tersebut menimbulkan banyak pro kontra.
Banyak yang kontra dengan adanya keadaan tersebut, karena akan
menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai hak yang
telah didapat oleh terpidana. Akan tetapi, pendapat yang setuju
dengan hal tersebut juga tidak sedikit. Menurut Yahya Harahap,
merupakan sebuah hal yang terlalu riskan untuk memberikan
keleluasaan yang tidak terbatas bagi pengadilan tingkat
pertama, seperti bahwa pengadilan tingkat pertama merupakan
pengadilan tingkat pertama dan tingkap terakhir, bila putusan
bebas tidak dapat lagi diganggu gugat. Maka, bila suatu putusan
merupakan putusan bebas tidak murni, karena putusan tersebut
didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak
pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau apabila dalam
menjatuhkan putusan bebas, pengadilan telah melampaui batas
wewenangnya, merupakan sebuah kewajiban bagi Mahkamah
Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir (bukan tingkat ketiga)
untuk melakukan koreksi.

121

@ 0/9/2014 11:43:02 AM ‘ ‘



122

Bagian 1 - Disparitas Putusan Korupsi

Dalam putusan-putusan yang diteliti tidak ditemukan
pertimbangan yang merujuk pada yurisprudensi tersebut,
maupun pertimbangan yang memadai tentang penerapan Kkriteria
penilaian sebagai bebas murni atau bebas tidak murni. Dalam
semua perkara yang diteliti ini Mahkamah Agung menerima
semua permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam
putusan MK No. 114/PUU/2012, bahwa frasa “kecuali terhadap
putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
1945, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, maka menjadi tidak relevan lagi untuk membedakan
adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.
Kini, semua putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Akan tetapi harus diingat bahwa semua putusan yang diteliti
diputuskan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut.

Semua putusan yang diteliti ini sama sekali tidak
menggunakan sumber hukum selain undang-undang untuk
mempertimbangkan atau menilai alat bukti yang ada di
persidangan. Sebenarnya agak kurang relevan untuk melakukan
analisis apakah di tingkat Mahkamah Agung digunakan sumber
hukum formal lain di luar undang-undang (misalnya doktrin dan/
atau yurisprudensi) yang dijadikan dasar dalam pertimbangan
hakim melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti. Hal itu
karena mengingat batasan kewenangan yang dimiliki oleh majelis
hakim di tingkat kasasi. Penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan (judex facti), tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi (judex juris) hanya berkenaan
dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang
berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila
pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Akan tetapi harus diakui bahwa dalam kenyataannya
merupakan suatukelaziman dimana Mahkamah Agung melakukan
penilaian terhadap suatu kenyataan, sebagaimana dalam perkara
Lia Noer Hambali. Hal ini dianggap sebagai suatu hukum baru
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yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari penerimaan
kasasi putusan bebas. Secara logika dalam memeriksa kasasi
terhadap putusan bebas hakim pasti akan melakukan penilaian
terhadap fakta atau bukti karena alasan putusan bebas adalah
tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.
Dalam putusan terdakwa Achmad Ruyat di dalamnya
terdapatdissenting opinion darianggota majelis hakim ad hocyang
memeriksa dan memutus perkara ini yaitu M. S. Lumme, S.H. yang
pada pokoknya menyatakan pemohonan kasasi Jaksa Penuntut

Umum harusnya diterima. Beberapa hal alasan dissenting opinion

tersebut antara lain adalah:

a) Bahwa pertimbangan pengadilan yang membebaskan
terdakwa adalah parsial/ tidak komprehensif, oleh karena itu
tidak tepat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sehingga tidak terwujudnya
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang
menjadi hak setiap orang.

b) Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Pid.Sus/2008
tanggal 29 April 2008 jis putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No. 209/Pid.B/2007/PT.BDG tanggal 17 September 2007
dan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 149/Pid.B/2005/
PN.BGR tanggal 26 Januari 2006 atas nama terdakwa H.
Muhammad Sahid yang didakwa secara bersama- sama
dengan terdakwa Drh. Achmad Ru’yat, M.Si. melakukan tindak
pidana korupsi telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar
Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
membayar uang pengganti sebesar Rp 183.496.000,- (seratus
delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah) dimana terpidana sedang menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor.

c) Bahwa Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bogor No. 72
A Surat Keputusan Pimpinan DPRD tanggal 14 Januari 2002
tidak melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor, sehingga
melanggar tata tertib DPRD.

d) Bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD Kota Bogor sebesar
Rp 1.320.000.000,- tidak jelas dasar hukumnya karena tidak
berdasarkan keputusan DPRD dan tidak jelas penggunaan dan
peruntukannya.
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e) Bahwa selain pertimbangan di atas, pertimbangan judex
facti yang mempertimbangkan bahwa tidak ada kewajiban
bagi anggota DPRD Kota Bogor untuk memberikan bukti
pengeluaran dari setiap dana penunjang kegiatan yang telah
diterima dan dipakai tidak dapat dibenarkan, mengingat
sesuai undang-undang, DPRD mempunyai tugas dan
wewenang legislasi, budgeting dan pengawasan, dihubungkan
dengan Indische Compatabilities Wet (ICW) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
No. 9 Tahun 1968, sekarang diganti dengan Undang-Undang
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana
diatur dalam Pasal 53 ayat (4). Bendahara Umum Daerah
bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari
segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas penerimaan dan
pengeluaran yang dilakukannya.”

Secara substansial dissenting opinion inilebih baik terutama
berkenaan dengan alasan yang kedua dimana dalam perkara ini
terdapat orang lain yang didakwa melakukan bersama-sama
dengan terdakwa, dan orang tersebut telah diputus bersalah
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Aspek Hukum Pidana Materil

Semua putusan Mahkamah Agung ini telah secara tegas
dan eksplisit mencantumkan dasar tuntutan (surat dakwaan dan
memori kasasi) yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Akan
tetapi, tidak semua dasar tuntuan dianalisis secara mendalam
oleh majelis hakim Mahkamah Agung, sehingga memang dapat
dikatakan bahwa pertimbangan hukum di putusan-putusan
ini tidak memadai untuk keseluruhan delik korupsi yang
dimaksudkan. Adapun sebagian besar putusan Mahkamah Agung
ini tidak terdapat dasar hukum selain undang-undang yang
digunakan untuk mangelaborasi pertimbangan putusan. Hanya
terdapat penggunaan doktrin Moeljatno di putusan Mahkamah
Agung terdakwa Mochtar Mohammad mengenai ketentuan Pasal
55 KUHP yang pada pokoknya membahas bahwa “di antara para
pihak harus ada kerjasama yang erat waktu untuk melakukan
sutau tindak pidana”. Kenyataan ini sangat disayangkan karena
putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi pengadilan
di Indonesia merupakan panutan bagi seluruh hakim di Indonesia,
sehingga elaborasi yang kurang baik di dalam putusan dengan
dasar hukum selain undang-undang akan mungkin dicontoh dan
diikuti hakim lain.
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Analisis disparitas untuk aspek hukum materil, berdasarkan
kelima putusan Mahkamah Agung perkarakorupsiini, tampakdari
ketidaklengkapan pertimbangan atas unsur-unsur delik atau atas
dasar tuntuan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Perubahan
dari putusan sebelumnya yang bebas, menjadi pemidanaan atau
lepas atau bebas kembali tidak lengkap di bagian-bagian unsur
yang berbeda. Konkritnya pada putusan Mahkamah Agung yang
memberikan pemidananaan, tidakterdapatpertimbangan tentang
bentuk dan corak kesalahan secara memadai. Sebagaimana
diketahui bahwa syarat untuk dijatuhi pidana pada sistem hukum
pidana kita bertumpu pada dua asas pokok yaitu asas legalitas
dan asas culpabilitas. Berdasarkan asas legalitas suatu perbuatan
dapat dipidana apabila memenuhi atau mencocoki rumusan
undang-undang (nulla poena sine lege). Sedangkan berdasarkan
asas culpabilitas pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pada diri
pelakunya ada kesalahan (nulla poena sine culpa). Kedua asas
tersebut berlaku secara bersama-sama, sehingga syarat-syarat
yang yang diderivasi daripadanya berlaku pula secara kumulatif.
Dengan kata lain sanksi pidana (dan tindakan) baru dapat
dijatuhkan apabila kedua unsur atau syarat tersebut terbukti
secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan pelaku bersifat
melawan hukum dan pada diri pelakunya ada kesalahan atau
pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian tidak setiap perbuatan melangar hukum
dengan sendirinya (otomatis) dapat dijatuhi pidana, karena untuk
dijatuhkannya pidana masih diperlukan unsur atau syarat yang
kedua yakni unsur kesalahan atau pertanggungjawaban. Adapun
dalam hukum pidana, seseorang dapat dinyatakan “bersalah”
apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut: [1]
ada kemampuan bertanggung jawab, [2] ada hubungan batin
antara pelaku dan perbuatan, dan [3] tidak ada alasan pemaaf
yang menghapus kesalahan. Selain itu, bentuk kesalahan yang
dikenal adalah sengaja (opzet, dolus) dan culpa (alpa) dengan
beragam coraknya. Kelemahan fundamental yang ditemukan
dalam putusan ini adalah bagian yang menyatakan dakwaan
terbukti dan menjatuhkan putusan pemidanaan dengan tidak
diikuti pertimbangan tentang kesalahan terdakwa. Putusan yang
diperiksa pada tingkat kasasi ini adalah putusan Pengadilan
Negeri yang membebaskan dengan alasan unsur melawan
hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang tidak terbukti,
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sehingga Pengadilan Negeri sama sekali belum pernah memberi
pertimbangan tentang unsur kesalahan ini. Secara yuridis unsur
kesalahan merupakan unsur multlak setiap tindak pidana,
termasuk tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan nulla poena
sine culpa yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik dalam
KUHP maupun di luar KUHP. Apabila dianalisis, maka tindak
pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan opzet delict atau
tindak pidana yang harus dilakukan dengan kesengajaan. Oleh
karena itu, setelah Mahkamah Agung menyatakan terbuktinya
unsur menyalahgunakan wewenang dan unsur-unsur lain dalam
dakwaan subsidair seharusnya Mahkamah Agung memberikan
pertimbangan terbukti atau tidaknya unsur-unsur lainnya
termasuk unsur kesalahan berupa kesengajaan.

Seandainya menurut Mahkamah Agung, unsur kesengajaan
ini dinyatakan tidak terbukti, maka putusannnya akan berupa
lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan tidak adanya
pertimbangan dan pernyataan terbuktinya unsur kesalahan ini,
maka dapat dianggap Mahkamah Agung menjatuhkan pidana
meskipun belum atau tidak terbukti adanya kesalahan. Jadi
pertimbangan hakim atas aspek kesalahan menjadi penting
karena sebagaimana diketahui dalam hukum pidana bahwa tidak
hanya aspek perbuatan melawan hukum saja yang penting, tetapi
harus dipenuhi pula unsur kesalahan dari pelaku agar ia dapat
dijatuhkan sanksi pidana.

Ada pula putusan yang hanya memberi pertimbangan
dua kalimat untuk menjadikan putusan pemidanaan di tingkat
Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung terdakwa Lia Noer
Hambali dan Mochtar Muhammad). Dalam perkara Lia Noer
Hambali Mahkamah Agung hanya memberi pertimbangan yang
pada pokokonya menyatakan bahwa: [1] Pengadilan Negeri salah
karena menyamakan melawan hukum dan menyalahgunakan
wewenang, (tanpa sama sekali memberi alasan mengapa
dianggap salah dan apa yang seharusnya dianggap benar), dan [2]
melakukan penilaian atas fakta bahwa kegiatan koperasi bersifat
fiktif. Dalam perkara terdakwa Priana Mahkamah Agung hanya
memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan
bahwa perbuatan terdakwa terbukti tapi termasuk dalam
bidang hukum adminitrasi, tanpa memberikan penjelasan sama
sekali mengapa dianggap sebagai perbuatan administrasi dan
bagaimana konsekuensinya pelanggaran administrasi tersebut
terhadap unsur sifat melawan hukum.
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Pada aspek hukum materil dapat pula dilihat bahwa
disparitas terjadi pada pertimbangan hakim mengenai konsep
“secara melawan hukum” yang ada di dalam Pasal 2 ayat
(1) Undnag-Undang Tipikor dan konsep “menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan” yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-
Undang Tipikor. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam
suatu rumusan delik, pada hakekatnya untuk menyatakan
perbuatan itu secara yuridis adalah perbuatan yang dapat
dipidana, dan suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai
tindak pidana, apabila perbuatan tersebut di samping telah
memenuhi unsur formal juga telah memenuhi unsur materil.
Dengan perkataan lain perbuatan yang dimaksud, pertama:
harus telah mencocoki rumusan delik yang ditetapkan dalam
undang-undang terlebih dahulu, dan kedua perbuatan itu oleh
masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan tercela, sehingga tidak
patut dilakukan. Jadi perlu dikaji lebih lanjut apakah perbuatan
yang telah memenuhi rumusan delik tersebut oleh masyarakat
benar-benar dinilai sebagai suatu perbuatan tercela, sehingga
tidak patut dilakukan. Jika jawabannya adalah tidak tercela,
maka sekalipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik,
perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan pidana. Menurut
ajaran melawan hukum materil, yang disebut melawan hukum
tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis,
tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya
ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan
hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi
menurut pendapat formil perbuatan bersifat melawan hukum
bilamana telah dipenuhi semua unsur yang disebut dalam
rumusan delik. Sedangkan menurut ajaran materil, disamping
memenuhi syarat-syarat formal yaitu memenuhi semua unsur
yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh atau
tidak patut dilakukan. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam
fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu
perbuatan sebagai melawan hukum, artinya suatu perbuatan
yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan
rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak
tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum
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dan dapat dipidana apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan
lainnya. Ajaran ini tidak dianut dalam Hukum Pidana Indonesia
karena jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.
Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi
yang negatif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat
digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukum
suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam
perundang-undangan (tertulis). Menurut pendapat perbuatan
melawan hukum formil perbuatan bersifat melawan hukum
bilamana telah dipenuhi semua unsur yang disebut dalam
rumusan delik. Hukum tidak tertulis bisa berfungsi sebagai alasan
pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan. Ajaran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP karena yang dilarang dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP adalah menggunakan hukum tidak tertulis sebagai
dasar pemidanaan. Perdebatan konsep “secara melawan hukum”
di atas selain dengan doktrin, adapula yang mengacu pada
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU/IV/2006
tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa frasa
“secara melawan hukum” di bagian penjelasan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Tipikor dibatalkan. Putusan MK tersebut
memunculkan beragam penafsiran. Ada yang menafsirkan jika
bagian penjelasan pasal tersebut hanya merupakan penjelasan
saja jadi sesungguhnya tidak mengubah rumusan delik yang ada
di pasal, ada pula yang menafsirkan bahwa kembali ke ajaran
formil tetapi dengan akibat yang tidak tepat.

3) Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tampak bahwa
untuk amar putusan (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan
beragam sekali. Ada yang tetap menjadi bebas, ada yang berubah
menjadi lepas, dan adapula yang berubah menjadi pemidanaan.
Melihat pada amar putusan dari majelis hakim perkara tindak
pidana korupsi yang dianalisis, maka untuk putusan Mahkamah
Agung terdakwa Priana dan putusan Mahkamah Agung terdakwa
Achmad Ruyattidak dapatdilihatkesesuaian atau ketidaksesuaian
penilaian terhadap jenis dan bobot sanksi yang dijatuhkan dengan
filosofi dasar hukum terkait. Hal ini dikarenakan kedua putusan
tersebut memberikan putusan lepas untuk terdakwa Priana dan
kembali putusan bebas untuk terdakwa Ahmad Ruyat, sehingga
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tidak ada jenis atau bobot sanksi yang dapat dianalisis dari suatu
putusan bebas. Demikian juga berkenaan kesesuaian antara jenis
dan bobot sanksi dengan hal-hal memberatkan dan meringankan
yang terungkap di muka persidangan menjadi tidak relevan untuk
suatu putusan bebas atau lepas. Oleh karena itu, pada kedua
perkara terdakwa Priana dan Ahmad Ruyat tidak mencerminkan
nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kesesuaian antara amar putusan (jenis dan bobot sanksi)
dengan filosofi dasar hukum korupsi tampak pada putusan
Mahkamah Agung terdakwa Eep Hidayat dan terdakwa Mochtar
Mohammad karena ada pidana tambahan yang diberikan berupa
uang pengganti, tetapi kelemahannya adalah tidak disertai dengan
pertimbangan hukum yang jelas untuk nominal pidana tambahan
tersebut, jangka waktu pidana penjara, dan nominal pidana denda
yang dijatuhkan. Tidak ada satu pun pertimbangan tentang Pasal
18 sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti. Demikian juga dalam kasus Lia Noer
Hambali juga tidak ada pertimbangan kenapa tidak dijatuhkan
pembayaran uang pengganti padahal dalam bagian lain putusan
hakim secara tegas bahwa uang hasil korupsi masih ada dalam
rekening terdakwa.

Sementara itu Kesesuaian jenis dan bobot sanksi
dalam putusan Mahkamah Agung dengan perbuatan hukum,
faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang
dipertimbangkan serta dengan nilai keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan tampak pada putusan Mahkamah Agung
terdakwa Eep Hidayat dan terdakwa Mochtar Mohammad dan
terdakwa Lia Noer Hambali yang berisi pemidanaan. Sedangkan
putusan Mahkamah Agung, terdakwa Priana dan terdakwa
Achmad Ruyat tidak tampak sama sekali hal yang dimaksud di
atas karena berisi pelepasan dan pembebasan.

4) Aspek Penalaran Hukum

Apabila kita mencoba melihat dan menganalisis semua
putusan di tingkat kasasi untuk tindak pidana korupsi ini, maka
kita tidak dapat menemukan adanya keruntutan bernalar, mulai
dari penerapan hukum acara, hukum materil maupun dari segi
filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut. Hakim juga
tidak membangun argumentasi yang cukup kuat dan memadai
pada saat melakukan pertimbangan hukum, dan kemudian
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akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau amar putusan yang
menolak kasasi jaksa/penuntut umum sehingga memberikan
putusan bebas atau lepas ataupun untuk putusan yang menerima
kasasi dari jaksa/penuntut umum yang kemudian dalam amar
putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan analisis dari kelima putusan Mahkamah
Agung perkara korupsi ini, tampak adanya disparitas mengenai
keruntutan bernalar dari penerapan hukum acara, hukum materil,
dan filosofi penjatuhan putusan, serta argumentasi yang dibangun
oleh hakim. Kesesuaian tersebut hanya tampak pada putusan
Mahkamah Agung terdakwa Mochtar Mohammad. Sedangkan
putusan Mahkamah Agung terdakwa Eep Hidayat, terdakwa Lia
Noer Hambali, terdakwa Priana dan terdakwa Achmad Ruyat
tidak tampak sama sekali. Lalu untuk penemuan hukum terdapat
pada putusan Mahkamah Agung terdakwa Mochtar Mohammad
dan terdakwa Eep Hidayat. Sedangkan putusan Mahkamah Agung
terdakwa Lia Noer Hambali, terdakwa Priana dan terdakwa
Achmad Ruyat tidak tampak sama sekali penemuan hukum.

Untuk kesemua bagian dari aspek hukum acara, hukum
materil, filosofi penjatuhan putusan, dan penalaran hukum di
atas sebaiknya digali mendalam oleh hakim, mengingat adanya
yurisprudensi yang dipergunakan di Indonesia. Oleh karena
itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di
Indonesiawajib dansangatdiperlukan pertimbangan (motivering)
mendalam atas semua kasus yang diajukan pada tingkat kasasi
sebagai bentuk pemantaban yurisprudensi di Indonesia yang
patut dipergunakan dalam kasus serupa di masa mendatang.
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1) Perkara Terdakwa Lia Noer Hambali [putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor: 63/Pid/B/2006/PN.Bdg dan
putusan MA RI Nomor: Nomor 1941 K/Pid.Sus/2011

a) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Hukum
Acara

Putusan PN Bandung yang merupakan putusan bebas
(vrijspraak) telah memenuhi struktur/unsur formal yang
dipersyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP.
Demikian juga putusan Mahkamah Agung yang merupakan
putusan pemidanaan telah memenuhi seluruh unsur formal Pasal
197 ayat (1) KUHAP sehingga keduanya merupakan putusan yang
sah.

Dalam pemeriksaan perkara ini di muka Pengadilan
Negeri sebenarnya penuntut umum telah mengajukan alat-alat
bukti yang cukup memadai jumlahnya, baik berupa alat bukti
keterangan saksi dan alat bukti surat. Di samping itu terdakwa
melalui penasihat hukumnya juga telah mengajukan saksi a
de charge. Akan tetapi ternyata dalam pertimbangannya (baik
obiter dicta maupun ratio decidendi) majelis Hakim PN Bandung
semata-mata hanya mempertimbang-kan alat bukti berupa
keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi-saksi di bawah
sumpah yang bertentangan dengan keterangan terdakwa sama
sekali tidak digunakan untuk mengambil putusan. Bahkan sama
sekali tidak ada pertimbangan mengapa keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah tersebut tidak digunakan sebagai pertimbangan
dalam mengambil putusan.

Bahkan ada suatu pertimbangan majelis hakim yang sangat
menentukan untuk sampai pada kesimpulan tidak terbuktinya
suatu unsur, akan tetapi sama sekali tidak didukung alat bukti
yang memadai kecuali hanya keterangan terdakwa. Pada saat
hakim menyatakan tidak terbuktinya unsur "melawan hukum”
menggunakan pertimbangan (yang sebenarnya tidak relevan)
yaitu bahwa sebagian dana yaitu Rp. 80.000.000,- masih ada
di rekening koperasi. Tentang fakta tersebut sama sekali tidak
didukung alat bukti surat, misalnya buku rekening koperasi.

Putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan
kasasi penuntut umum dan kemudian membatalkan putusan
PN Bandung dan mengadili sendiri juga tidak secara cukup
memberikan argumentasi putusannya. Menurut Kketentuan
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KUHAP terhadap putusan yang berisi pembebasan sebenarnya
tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Memang perkembangan
praktek hukum dan yurispudensi di Indonesia mengenal dan
membedakan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni.
Suatu putusn bebas murni adalah putusan bebas sesuai ketentuan
KUHAP dan asas-asas hukum (acara) pidana. Sedangkan putusan
bebas tidak murni secara formal dan redaksional menyatakan
sebagai bebas akan tetapi substansinya sebenarnya merupakan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karenanya
terhadapnya terbuka diajukan permohonan kasasi.

Mahkamah Agung secara sangat sumir memberikan
pertimbangan diterimanya permohonan kasasi penuntut umum
hanya dalam satu kalimat sebagai berikut: “bahwa alasan-alasan
Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dan fakta judex facti
telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan juga judex
facti kurang dalam pertimbangan hukumnya”. [vide: halaman 32].
Semestinya putusan tersebut secara eksplisit dan mencukupi
memberikan argumen hal apa dari alasan-alasan kasasi penuntut
umum yang dapat diterima dan mengapa diterima. Sebaliknya
putusan Mahkamah Agung juga sama sekali tidak menyinggung
apakah ada kontra memori kasasi dari terdakwa atau penasihat
hukumnya, dan seandainya ada maka ternyata kontra memori
kasasi tersebut sama sekali tidak mendapat pertimbangan.

Pada bagian lain pertimbangan putusannya Mahkamah
Agung telah melakukan penilaian terhadap fakta yang secara
yuridis sebenarnya bukan merupakan alasan permohonan kasasi
danjugabukanbagian darikewenangan Mahkamah Agung sebagai
judex juris. Pertimbangan yang berisi penilaian terhadap fakta
tersebut adalah sebagai berikut: “bahkan menurut keterangan
beberapa saksi ... ternyata ada beberapa nama kelompok usaha
yang dipakai dalam proposal ... ternyata nama-nama tersebut
bukan nama sebenarnya (fiktif), saksi juga tidak mengetahui
karena ..”. [vide: halaman 32].

Dalam putusan ini majelis hakim PN Bandung sama sekali
tidak menggunakan sumber hukum lain selain pasal-pasal
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar surat
dakwaan. Sebenarnya untuk tindak pidana korupsi berdasarkan
Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perkara ini surat dakwaan penuntut
umum mengandung kelemahan hakiki. Untuk kepentingan
pembuktian unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 dan unsur
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“menyalahgunakan wewenang .. dst” dalam Pasal 3 penuntut
umum harus dan perlu mencantumkan peraturan perundang-
undangan administrasi yang dilanggar oleh terdakwa. Penyebutan
secara tegas perundang-undangan administratif tersebut sangat
penting agar pembuktian unsur melawan hukum menjadi terarah.
Sebagai akibat dari tidak dicantumkannya perundang-undangan
administratif ini maka penuntut umum mengalami kesulitan pada
saat harus membuktikan unsur melawan hukum dalam proses
pembuktian, maupun pada saat mengkualifikasi sifat melawan
hukum dalam surat tuntutan. Faktor inilah yang menyebabkan
kegagalan penuntut umum membuktikan unsur melawan hukum
dan penyalahgunaan wewenang yang berakibat majelis hakim
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Demikian juga majelis hakim sama sekali tidak
menggunakan dan menerapkan secara eksplisit asas-asas dan
teori-teori hukum maupun yurisprudensi dalam menyusun
pertimbangan putusan.

b) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Hukum
Materil

Putusan Pengadilan Negeri mencantumkan secara jelas
dan tegas dasar hukum atau peraturan yang digunakan. Penuntut
umum mengaju-kan surat dakwaan berdasarkan primair, Pasal
2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan subsidair
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi kemudian dalam proses berikutnya baik
penuntut umum maupun majelis hakim hanya melakukan
analisis dan mempertim-bangkan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai
delik pokok dari surat dakwaan, sama sekali tidak melakukan
analisis dan mempertimbangkan substansi dari Pasal 18 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A
ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karenanya
pencantuman pasal terebut dalam surat dakwaan menjadi tidak
bermakna.
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Meskipun sudah menjadi kebiasaan para penuntut umum
dalam merumuskan surat dakwaan untuk tindak pidana korupsi,
secara sistematis hal ini tidak dapat dipahami. Mungkin maksud
penuntut umum adalah penghubungan dengan Pasal 18 sebagai
dasar untuk mengajukan tuntutan pidana tambahan di luar yang
diatur dalam KUHP. Menurut reviewer hal tersebut tidak perlu
dengan argumentasi sebagai berikut [1] Pasal dan perundang-
undangan yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai dasar
dakwaan adalah pasal-pasal yang berisi rumusan dan unsur-
unsur umum dan khusus dari tindak pidana. Yang dimaksud
dengan unsur khusus misalnya unsur percobaan dan/ atau
keturutsertaan. [2] Pasal 18 mengatur tentang pidana tambahan
yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi, sehingga
karena sama sekali tidak menyangkut tentang unsur tindak
pidana. Tanpa menyebut Pasal 18 dalam surat dakwaan penuntut
umum tetap dapat mengajukan tuntutan pidana tambahan
berdasarkan Pasal 18 dalam surat tuntutannya. Secara formal
Pasal 143 KUHAP tidak menyebut kewajiban mencantumkan
pasal tentang sanksi pidana tambahan dalam surat dakwaan.

Putusan PN Bandung tidak didasarkan pada pertimbangan
yang memadai. Pertimbangan terhadap fakta (bagian obiter
dicta) semata-mata hanya menggunakan keterangan terdakwa
dan mengesampingkan alat-alat bukti lain tanpa ada penjelasan
mengapa demikian. Pada bagian pertimbangan hukum (bagian
ratio decidendi) hanya ada pertimbangan yang sangat normatif
dan sangat sumir. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
pertimbangan hakim dalam putusan ini buruk sekali.

Pada bagian pertimbangan unsur “barangsiapa” secara
teoritis seharusnya majelis hakim menguraikan pertimbangan
yang jelas, terarah berkenaan dengan syarat dinyatakan
terbuktinya unsur “barangsiapa” yaitu: [1] terpenuhinya
semua unsur tindak pidana, dan [2] pelaku yang dapat
dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam putusan PN
Bandung terbuktinya unsur “barangsiapa” hanya didasarkan
atas kecocokan identitas terdakwa sebagaimana diperiksa di
muka persidangan dibandingkan dengan identitas dalam surat
dakwaan semata. Seharusnya majelis hakim juga melakukan
penilaian materil tentang keadaan diri terdakwa yang memiliki
kemampuan bertanggung jawab.
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Padabagian pertimbangan tentang unsur “melawan hukum”
majelis hakim sama sekali tidak memberikan uraian tentang
pengertian, syarat-syarat, dan ajaran tentang sifat melawan
hukum yang dianut dalam sistem Hukum Pidana Indonesia.
Demikian juga majelis hakim tidak memberikan pertimbangan
tentang kedudukan unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana
korupsi berdasarkan Pasal 3.

Majelis hakim manyatakan bahwa unsur “melawan
hukum” tidak terbukti. Pertimbangan tentang tidak terbuktinya
unsur “melawan hukum” tersebut didasarkan pada fakta bahwa
“penggunaan uang sebesar Rp 30.000.000,- dilakukan oleh
saksi M. Anshory tanpa perintah dan persetujuan terdakwa”.
Pertimbangan tersebut mengandung kelemahan fundamental
karena:

» Tindak pidana korupsi yang didakwakan adalah terdakwa
menerima bantuan modal koperasi sebesar Rp 100.000.000,-
yang pada bagian lain pertimbangan diakui terbukti oleh
majelis hakim bahwa terdakwa yang menerima jumlah uang
tersebut;

» Keterangan saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa inisiatif
mengajukan proposal sumbangan dan pengelolaan uang
bantuan tersebut dilakukan oleh terdakwa;

» Keterangan terdakwa yang menyatakan sisa dana bantuan
tersebut masih ada di bank dalam rekening koperasi tidak
didukung bukti tentang rekening tersebut, dan juga tidak logis
karena terdakwa membiarkan uang bantuan tersebut tetap
berada dalam rekening selama lebih dari lima tahun.

Pada saat mempertimbangkan dakwaan subsidair
majelis hakim juga menyatakan sebagai tidak terbukti dengan
pertimbangan bahwa unsur “menyalahgunakan wewenang”
adalah banyak kesamaan atau hampir sama dengan unsur
melawan hukum pada dakwaan primair, dan secaraimpisit majelis
hakim menyatakan oleh karenanya maka unsur “penyalahgunaan
wewenang otomatis juga harus dinyatakan tidak terbukti. Logika
berpikir majelis hakim ini sangat salah secara fundamental karena
tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan
Pasal 2 sama sekali tidak dapat disimpulkan sebagai tidak terbukti
juga berdasarkan Pasal 3. Secara yuridis tindak pidana korupsi
Pasal 2 berbeda dengan tindak pidana korupsi Pasal 3. Apabila
diikuti logika majelis hakim maka tidak ada gunanya rumusan

‘ ‘ bagian Lindd 138 @

9/9/2014 11:43:03 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 139

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

Pasal 3 dalam undang-undang maupun dalam surat dakwaan
penuntut umum.

Pertimbangan lain dari majelis hakim untuk menyatakan
bahwaunsur “menyalahgunakan wewenang” tidak terbuktiadalah
absurd dan tidak relevan sama sekali, yaitu dengan menyatakan
bahwa “masih mengendapnya uang bantuan di rekening bank
merupakan masalah administrasi keuangan internal koperasi...
bukan merupakan penyalah-gunaan wewenang ...".

Putusan kasasi Mahkamah Agung sama sekali tidak
mempersoalkan dan menguji putusan PN Bandung untuk
dakwan primair (artinya Mahkamah Agung membiarkan dan
tidak melakukan koreksi terhadap putusan PN Bandung yang
salah untuk dakwaan primair). Mungkin Mahkamah Agung
berpendapat bahwa kesalahan tersebut berkenaan dengan
penilaian atas fakta, padahal sebenarnya kesalahan tersebut
berkenaan dengan penafsiran atas unsur “melawan hukum”
yang dilakukan PN Bandung). Putusan Mahkamah Agung hanya
mengoreksi pertimbangan PN Bandung menyangkut dakwaan
subsidair.

Khusus untuk unsur “menyalahgunakan wewenang”
dalam dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Mahkamah
Agung menyatakan bahwa “judex facti PN Bandung telah
salah menerapkan hukum, yaitu mempersamakan makna
“melawan hukum” dalam Pasal 2 sama dengan “penyalahgunaan
wewenang” dalam Pasal 3 sehingga judex facti serta merta karena
melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti maka
penyalahgunaan wewenang juga tidak terbukti”. Mahkamah
Agung sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengapa
pertimbanagn judex facti dianggap salah, demikian juga tidak
memberikan pendapat bagaimana yang benar tentang perbedaan
“sifat melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang”
tersebut dan konsekuensi yuridisnya.

Hanya dengan pertimbangan dalam satu kalimat tersebut,
ditambah dengan pertimbangan yang berisi penilaian fakta
bahwa kegiatan koperasi tersebut fiktif (yang sebenarnya
bukan kewenangan Mahkamah Agung sebagai judex juris
untuk menilainya), Mahkamah Agung membatalkan putusan
PN Bandung dan kemudian mengadili sendiri dan menyatakan
terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian menjatuhkan
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putusan pemidanaan. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap
putusan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya yang diperlukan
adalah motivering eksplisit yang memadai terhadap putusan
tersebut.

Dalam keseluruhan naskah putusan tidak ditemukan
penggunaan dan analisis sumber-sumber hukumlain diluar pasal-
pasal yang menjadi dasar surat dakwaan. Sangat disayangkan
berkas perkara lengkap yang meliputi requisitoir dan pledoi
lengkap tidak berhasil dikumpulkan. Biasanya dalam praktek
justru dalam naskah pledoi dan replik bila ditemukan diskursus
tentang asas-asas, teori-teori, dan kaidah-kaidah hukum pidana
dan acara pidana yang relevan seperti tentang alasan-alasan
penghapus pidana baik yang bersumber dari undang-undang,
yuisprudensi, bahkan dari hukum tidak tertulis.

c) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Filosofi
Penjatuhan Putusan

Dari putusan dengan pertimbangan yang sangat sumir
tidak dapat ditelusuri tentang pandangan hidup, tata nilai, filosofi,
kecenderungan mazab hukum yang diikuti oleh majelis hakim
PN Bandung. Putusan tersebut sangat “kering” dari hal-hal yang
mencermikan filosofi yang yang dianut majelis hakim. Bahkan
ditinjau dengan pendekatan yuridis formal pun putusan tersebut
termasuk putusan yang kualitasnya buruk.

Putusan yang berisi pembebasan ini secara logika formal
tepat sebagai konsekuensi pertimbangan hakim yang menyatakan
adanya unsur tertulis tindak pidana yang didakwakan tidak
terbukti. Akan tetapi secara substansial putusan hakim ini tidak
tepat karena bukti-bukti yang dikemukakan di muka sidang
justru menyatakan sebaliknya. Di samping itu putusan bebas
ini telah disasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir
dan tidak memadai secara logika. Dari model penalaran yang
dilakukan hakim PN Bandung ini dapat dicurgai bahwa hakim
tidak menganut atau mengamalkan nilai-nilai hidup antikorupsi.
Secara substansif putusan bebas tersebut bertentangan dengan
fakta yang terungkap di muka pengadilan. Putusan ini sama
sekali tidak mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan.

Sementara itu putusan Mahkamah Agung yang berisi
pemidanaan secara substantif lebih memenuhi rasa keadilan
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masyarakat dan lebih sesuai dengan fakta-fakta yang teruangkap
di pengadilan. Akan tetapi kelemahan putusan Mahkamah Agung
tersebut adalah kurangnya motivering eksplisit yang menjadi
dasar dari putusan. Tidak memadainya motivering tersebut
menyebabkan sulit untuk mengetahui lebih dalam pandangan
hidup dan filosofi yang dianut majelis hakim kasasi, kecuali
sikap yang “memudahkan” pemidanaan terhadap pelaku korupsi.
Dikatakan memudahkan karena tanpa alasan yang memadai
majelis kasasi menjatuhkan putusan yang berisi pemidanaan.

d) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Penalaran
Hukum

Sebagaimana sudah diuraikan di atas, bahwa dalam putusan
ini majelis hakim PN Bandung tidak menunjukkan pertimbangan
yang cukup, baik pada saat memberikan pertimbangan tentang
fakta maupun pertimbangan tentang hukum.

Secara teori penalaran, dapat diajukan kecurigaan bahwa
majelis makim dalam membuat putusan semata-mata hanya
menggunakan pola berpikir “backward thinking” dimana
pertimbangan dan argumentasi yang yang dibuat semata-
mata hanya untuk membenarkan “putusan” yang telah diambil
sebelumnya yaitu terdakwa akan diputus bebas. Sebenarnya
secara teoritis “backward thinking” tidak salah asalkan selalu
dikontrol dengan pola berpikir “forward thinking”.

Putusan PN Bandung tersebut hanya menggunakan metode
gramatikal dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi
yang didakwakan, dan penggunaan metode gramatikalnya pun
sangat sumir dan dengan pertimbangan yang tidak memadai.

2) Perkara Terdakwa Priana Wirasaputra (putusan
Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung Nomor: 1476/
PID.B/2010/ PN.BDG dan Putusan MA RI Nomor: Nomor
1538 K/Pid.Sus/2012)

a) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Formil/

Acara Pidana

Dalam perkara Priana Wirasaputra, jika diamati secara
vertikal akan terlihat adanya paritas maupun disparitas dalam
berbagai aspek, baik aspek formal, materil, filosofi, maupun
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penalaran hukum. Secara formal, dapat terlihat bahwa kedua
putusan, merupakan putusan yang secara formal merupakan
putusan yang sah, karena memenuhi unsur-unsur yang
dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai syarat sahnya
putusan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat (1)
jo Pasal 199 KUHAP untuk putusan bebas maupun untuk putusan
lepas.

Berikutnya, masih dalam aspek formal, tetapi tentang
alat bukti, dalam putusan PN Bandung telah diajukan alat bukti
yang memadai. Di samping itu terdakwa melalui penasihat
hukumnya juga telah mengajukan saksi a de charge. Akan tetapi
ternyata dalam pertimbangannya (baik obiter dicta maupun
ratio decidendi) majelis hakim PN Bandung semata-mata hanya
mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan terdakwa. Alat
bukti keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bertentangan
dengan keterangan terdakwa sama sekali tidak digunakan untuk
mengambil putusan. Bahkan sama sekali tidak ada pertimbangan
mengapa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah tersebut tidak
digunakan dalam mengambil putusan. Selain itu, tidak terdapat
pula sumber hukum lain di luar UU yang digunakan untuk menilai
alat bukti.

Sementara itu dalam putusan MA, pertanyaan mengenai
ada atau tidaknya alat bukti yang memadai menjadi tidak relevan,
karena memang MA tidak mempunyai kewenangan untuk menilai
fakta. Berikutnya, untuk penilaian alat bukti menggunakan
sumber hukum selain UU juga tidak ada dalam putusan MA.
Majelis hakim hanya menyatakan bahwa Priana telah terbukti
melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan
ranah pidana, melainkan administrasi. Dan dengan demikian,
hanya dengan pertimbangan dalam dua kalimat, majelis hakim
menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari seluruh
tuntutan hukum.

b) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Materil

Dalam aspek materil, terdapat kesamaan untuk beberapa
bagian, yaitu mengenai pencantuman secara tegas dakwaan
dan ada atau tidaknya konsep hukum utama/kunci. Mengenai
pertimbangan yang memadai dan penggunaan dasar hukum
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selain UU untuk mengelaborasi putusan, ditemukan disparitas.
Dalam kedua putusan tersebut, secara tegas dicantumkan apa
saja yang menjadi dasar dari dakwaan yang diberikan pada
terdakwa. Selain itu, terdapat pula konsep hukum utama/kunci
yang dijadikan isu sentral dalam putusan, meskipun tidak persis
sama. Untuk putusan PN Bandung, konsep hukum kuncinya
adalah unsur “secara melawan hukum” dan unsur “dengan
tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi”. Sedangkan untuk putusan MA, yang menjadi
konsep hukum utamanya adalah mengenai “putusan lepas”, di
mana MA merubah putusan bebas menjadi putusan lepas yang
masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda dalam
penjatuhan hukumannya.

Mengenai pertimbangan hukum, dalam putusan PN
Bandung, sudah cukup didasarkan pada pertimbangan yang
memadai. Pertimbangan terhadap fakta (bagian obiter dicta)
menggunakan keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahlj,
alat bukti surat serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam
proses persidangan pada bagian pertimbangan hukum (bagian
ratio decidendi) hanya ada pertimbangan yang sangat normatif.
Pada bagian pertimbangan unsur “barangsiapa” secara teoritis
seharusnya majelis hakim menguraikan pertimbangan yang jelas,
terarah berkenaan dengan syarat dinyatakan terbuktinya unsur
“barangsiapa” yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada
terdakwa dan dipenuhinya kualifikasi khusus, misalnya sebagai
pegawainegeri dan/atau penyelenggara negara. Sedangkan dalam
putusan PN Bandung terbuktinya unsur “barangsiapa” hanya
didasarkan atas kecocokan identitas terdakwa sebagaimana
diperiksa di muka persidangan dibandingkan dengan identitas
dalam surat dakwaan semata. Seharusnya majelis hakim juga
melakukan penilaian materil tentang keadaan diri terdakwa yang
memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kelemahan demikian
terjadi secara umum dalam putusan-putusan pengadilan,
bahkan sepengetahuan peneliti Mahkamah Agung tidak pernah
melakukan koreksi terhadap kelemahan tersebut.

Padabagian pertimbangan tentang unsur “melawan hukum”
majelis hakim memberikan uraian tentang pengertian, syarat-
syarat, dan ajaran tentang sifat melawan hukum yang dianut
dalam sistem Hukum Pidana Indonesia dengan mengacu kepada
doktrin para ahli dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Majelis
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hakim tidak memberikan pertimbangan tentang kedudukan unsur
“melawan hukum” dalam tindak pidana korupsiberdasarkan Pasal
3. Secara sistematis dalam proses penemuan hukum seharusnya
hakim memberikan pengetian secara jelas atas suatu unsur,
kemudian melakukan penilaian apakah unsur tersebut terbukti
atau tidak dengan menggunakan fakta-fakta yang didukung alat
bukti cukup dan menimbulkan keyakinan. Uraian pertimbangan
tentang unsur ini penting sekali dalam perkara tindak pidana
korupsi yang didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 karena adanya
ketidakjelasan perbedaan dan kedudukan unsur “melawan
hukum” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Sedangkan
dalam putusan MA, tidak terdapat pertimbangan yang memadai.
Dua kalimat yang diungkapkan sebagai pertimbangan hakim
dalam putusan tersebut sangat tidak memadai, karena konsep
utama yang seharusnya dibahas secara mendalam untuk dapat
berujung pada perubahan putusan dari bebas menjadi lepas,
merupakan hal yang sangat krusial. Selain itu, sebagaimana kita
ketahui, bahwa dalam putusan lepas, sebenarnya perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak berada dalam
ranah pidana, melainkan administratif. Hal tersebut berbeda
dengan putusan bebas. Putusan tersebut dijatuhkan karena
perbuatan yang didakwakan kepada seseorang dinyatakan tidak
terbukti.

Berikutnya, mengenai sumber hukum lain di luar UU,
putusan PN Bandung menggunakan beberapa sumber tersebut,
doktrin dari para ahli hukum pidana serta yurisprudensi dari
putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam menjelaskan unsur “menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” menggunakan beberapa
literatur hukum dan doktrin para ahli. Sedangkan dalam putusan
MA, tidak terdapat dasar hukum selain UU yang digunakan untuk
mengelaborasi putusan. Bahkan, pertimbangan yang diberikan
oleh majelis hakim MA pun tidak menunjukkan pertimbangan.

c) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Filosofi
Penjatuhan Pidana

Aspek berikutnya, yaitu aspek filosofis, terdapat banyak
disparitas, antara putusan PN Bandung dan putusan MA. Untuk
putusan PN Bandung, amar putusan tidak sesuai dengan filosofi
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dasarhukum, karenatidak memperlihatkan semangatantikorupsi
dari hakim. Sedangkan dalam putusan MA, juga tidak lebih baik.
Tidak ada penjelasan mengapa hakim melepaskan terdakwa.
Kalimat yang disebut sebagai pertimbangan oleh hakim sangat
tidak memadai, karena tidak memperlihatkan mengapa putusan
lepas yang harus diambil. Selain alasan bahwa perkara tersebut
bukanlah perkara yang berada dalam ranah pidana, melainkan
administratif, tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan lain.
Selain itu, hal mana yang dianggap sebagai bukan ranah pidana
juga tidak ditunjukkan oleh hakim.

Oleh karena kedua putusan tersebut bukan merupakan
putusan pemidanaan, maka tidak dapat dilihat apakah jenis
dan bobot sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan
perbuatan hukum maupun faktor-faktor yang memberatkan dan
meringankan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh hakim.
Mengenai nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, baik
putusan MA maupun putusan PN Bandung tidak mencerminkan
nilai-nilai tersebut.

d) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Penalaran
Hukum

Aspek terakhir, yaitu aspek penalaran hukum. Dalam
putusan PN Bandung dan putusan MA, tidak terlihat keruntutan
berpikir hakim. Tidak adanya pertimbangan-pertimbangan yang
dapat meyakinkan masyarakat mengapa putusan seperti itu yang
sebaiknya dijatuhkan. Selain itu, dalam kedua putusan tersebut
juga tidak terlihat ada keterkaitan antara pertimbangan hukum,
fakta, dan konklusinya.

Terakhir dalam aspek keempat adalah mengenai penemuan
hukum. Baik dalam putusan PN Bandung maupun dalam putusan
MA, terdapat penemuan hukum, karena hakim telah berusaha
untuk menerapkan apa hukumnya untuk situasi konkret tertentu
dengan melakukan penafsiran hukum. Meskipun tidak terdapat
adanya penemuan hukum baru, tetapi menerapkan hukum juga
merupakan proses penemuan hukum.

Dalam putusan PN Bandung, dilakukan penafsiran hukum:
» Penafsiran Otentik, Memaknai frasa melawan hukum dengan

melihat pada penjelasan pasal per pasal, yaitu penjelasan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga

145

@ 0/9/2014 11:43:04 AM ‘ ‘



146

Bagian 1 - Disparitas Putusan Korupsi

diketahui bahwa UU tersebut menganut ajaran sifat melawan
hukum materil dalam fungsinya yang positif.

» Penafsiran Sistematis, Dalam mempertimbangkan unsur
melawan hukum melihat pada sumber hukum formal lainnya
yaitu doktrin, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.

» Penafsiran Futuristis, Menurut kepatutan dalam masyarakat,
khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila
seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan
serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud
agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya
atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara
menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan
hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan
perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.

Sementara itu dalam putusan MA tidak terdapat penemuan
hukum, apalagi penemuan hukum baru. Hakim begitu saja
menjatuhkan putusan bahwa terdakwa harus dilepaskan, karena
perbuatan terdakwa masuk ke dalam ranah hukum adminstrasi.

3) Perkara Terdakwa Ahmad Ruyat (Putusan Pengadilan
Negeri/Tipikor Bandung Nomor: 15/PID.SUS/TPK/2011/
PN.BDG dan Putusan MA RI Nomor: Nomor 2458 K/Pid.
Sus/2012)

a) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Formil/

Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan
putusan bebas (vrijspraak) telah memenuhi struktur/unsur
formal yang dipersyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) jo Pasal
199 KUHAP, demikian halnya pula dengan putusan di tingkat
Mahkamah Agung yang juga telah memenuhi struktur/unsur
formal yang dipersyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199
KUHAP. Oleh karena kedua putusan tersebut telah memenuhi
Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP maka putusan tersebut
secara formal sah.

Dalam pemeriksaan perkara ini di muka Pengadilan Negeri
penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup
memadai jumlahnya, baik berupa alat bukti keterangan saksi
dan alat bukti surat. Di samping itu terdakwa melalui penasihat
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hukumnya juga telah mengajukan saksi a de charge serta ahli.
Akan tetapi ternyata dalam pertimbangannya (baik obiter dicta
maupun ratio decidendi) majelis Hakim PN Bandung semata-
mata hanya mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan
terdakwa serta saksi yang meringankan.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan
kasasi penuntut umum dengan alasan bahwa putusan Pengadilan
Negeri adalah putusan bebas murni (vrijspraak) yang didasarkan
Pasal 244 KUHAP tidak dapat diajukan kasasi dan penuntut umum
dalam memori kasasi tidak mengemukakan bahwa putusan ini
adalah putusanbebastidakmurniyang dapatdiajukankasasi,serta
tidak mengemukakan alasan-alasan dimana letak tidak murninya
dari putusan bebas tersebut. Menurut ketentuan KUHAP terhadap
putusan yang berisi pembebasan sebenarnya tidak dapat diajukan
permohonan kasasi. Memang perkembangan praktek hukum dan
yurispudensi di Indonesia mengenal dan membedakan antara
putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Suatu putusan
bebas murni adalah putusan bebas sesuai ketentuan KUHAP dan
asas-asas hukum (acara) pidana. Sedangkan putusan bebas tidak
murni secara formal dan redaksional menyatakan sebagai bebas
akan tetapi substansinya sebenarnya merupakan putusan lepas
dari segala tuntutan hukum, oleh karenanya terhadapnya terbuka
diajukan permohonan kasasi.

Dalam perkara ini penuntut umum tidak mendalilkan
dalam memori kasasi alasan- alasan dimana letak tidak murninya
putusan bebas tersebut, namun hanya mengemukakan alasan
kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP
sehingga pemohon kasasi a quo tidak dapat diterima. Bahwa
lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran
hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam Kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 253 KUHAP.
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Dalam putusan ini majelis hakim PN Bandung sama sekali
tidak menggunakan sumber hukum lain dalam membuktikan
unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair.
Semua pertimbangan hanya berkenaan dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan saja. Kesimpulan bahwa tidak adanya
kewajiban terdakwa sebagai anggota DPRD untuk memberikan
bukti pengeluaran setiap dana penunjang kegiatan yang diterima
dan dipakai, didasarkan pada berbagai fakta yang terungkap di
persidangan. Padahal seharusnya dipertimbangkan berdasarkan
kaidah hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan di
bidang administrasi. Sebenarnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut
Umum sudah dijabarkan beberapa peraturan administrasi
yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga
seharusnya hal ini dapat membantu hakim dalam menentukan
kriteria melawan hukum atau tidak. Tidak adanya kewajiban
terdakwa untuk memberikan bukti-bukti pengeluaran, bukan
berarti tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh
terdakwa. Seharusnya dalam suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum
dijabarkan secara lebih rinci mengenai aturan administrasi yang
menjelaskan mengenai pertanggung-jawaban keuangan yang
dilanggar oleh terdakwa. Hal ini terjadi baik dalam pertimbangan
terhadap dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair
yang kemudian menjadi dasar tidak terbuktinya perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung juga sama sekali tidak
menyinggung apakah ada kontra memori kasasi dari terdakwa
atau penasihat hukumnya, dan seandainya ada maka ternyata
kontra memori kasasi tersebut sama sekali tidak mendapat
pertimbangan. Demikian juga majelis hakim sama sekali tidak
menggunakan dan menerapkan secara eksplisit asas-asas dan
teori-teori hukum maupun yurisprudensi dalam menyusun
pertimbangan putusan.

Dalam musyawarah majelis hakim ad hoc tindak pidana
korupsi terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari
anggota majelis hakim ad hoc yang memeriksa dan memutus
perkara ini yaitu PII (M.S.Lumme,SH) yang berpendapat bahwa
alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan dan seharusnya
permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum dapat diterima.
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Putusan majelis hakim PN Bandung sama sekali tidak
menggunakan sumber hukum lain selain pasal-pasal undang-
undang tindak pidana korupsi yang menjadi dasar surat dakwaan.
Demikian juga majelis hakim sama sekali tidak menggunakan dan
menerapkan secara eksplisit asas-asas dan teori-teori hukum
maupun yurisprudensi dalam menyusun pertimbangan putusan.
Dan di dalam putusan Pengadilan Tipikor/PN Bandung ini tidak
terdapat sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang
(misalnya doktrin dan/atau yurisprudensi) yang dijadikan dasar
dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan/ penilaian
alat bukti. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, hakim
memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian
terhadap alat bukti.

b) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Materil

Putusan pengadilan negeri mencantumkan secara jelas
dan tegas dasar hukum atau peraturan yang digunakan. Penuntut
Umum mengajukan surat dakwaan berdasarkan dakwaan
primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP; dakwaan
subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Sementara itu dalam putusan Mahkamah Agung juga
dicantumkan alasan penuntut umum mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut,
bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung No. 15/Pid.Sus/TPK/ PN.BDG tanggal 8 September 2011
telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa
dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan,
kesalahan atau kekhilafan yaitu:

Peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan
sebagaimana mestinya karena :

» Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung No. 15/Pid.Sus./TPK/PN.Bdg tanggal 8 September
2011 didasarkan pada penafsiran yang keliru dalam

149

@ 0/9/2014 11:43:04 AM ‘ ‘



150

Bagian 1 - Disparitas Putusan Korupsi

menafsirkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak
pidana korupsi.

» Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung merupakan putusan yang onvoldoende
gemotiveerd, tidak cukup dipertimbangkan karena
mengabaikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1971. Majelis hakim telah mengabaikan ketentuan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971, yang
menentukan: setiap terdakwa wajib memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami,
anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta
oleh hakim. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan
yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
Undang-Undang, dimana majelis hakim tidak menerapkan
ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana
mestinya yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar
fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang
dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi
dan ahli. Pertimbangan hukum judex facti terhadap unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan telah didasarkan pertimbangan
hukum yang sangat sumir, tidak objektif dan tidak sempurna
karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-
factor dan keadaan serta ahli yang dihadirkan oleh terdakwa,
termasuk argumen-argumen yang dikemukakan penasihat
hukum maupun terdakwa.

Putusan PN Bandung tidak didasarkan pada pertimbangan
yang memadai. Pertimbangan terhadap fakta (bagian obiter
dicta) semata-mata hanya menggunakan keterangan ahli dan
mengesampingkan alat-alat bukti lain tanpa ada penjelasan
mengapa demikian. Pada bagian pertimbangan hukum (bagian
ratio decidendi) hanya ada pertimbangan yang sangat normatif

dan sangat sumir.
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Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menolak kasasi
penuntut umum masih kurang memberikan argumen yang
cukup dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menilai bahwa
putusan a quo terhadap mana jaksa/ penuntut umum mengajukan
kasasi merupakan putusan pembebasan murni (vrijspraak) yang
didasarkan Pasal 244 KUHAP. Pertimbangan bahwa putusan
judex facti merupakan putusan bebas tidak murni seharusnya
dikemukakan oleh jaksa/penuntut umum selaku pemohon
kasasi dengan mengemukakan alasan-alasan dimana letak tidak
murninya daripada putusan bebas tersebut dan oleh karenanya
tidak dapat diterima.

Majelis hakim telah secara tepat menyatakan bahwa
alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat
dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan Kkesalahan
penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian
dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak
berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Dalam keseluruhan naskah putusan pengdilan negeri tidak

ditemukan penggunaan dan analisis sumber-sumber hukum lain

diluar pasal-pasal yang menjadi dasar surat dakwaan. Sangat
disayangkan berkas perkara lengkap yang meliputi requisitoir

dan pledoi lengkap tdak berhasil dikumpulkan. Biasanya dalam
praktek justru dalam naskah pledoi dan replik bila ditemukan
diskursus tentang asas-asas, teori-teori, dan kaidah-kaidah
hukum pidana dan acara pidana yang relevan seperti tentang
alasan-alasan penghapus pidana baik yang bersumber dari
undang-undang, yuisprudensi, bahkan dari hukum tidak tertulis.

c) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Filosofi
Penjatuhan Putusan

Apabila kita mencoba mengkaji amar putusan, baik dari
hakim pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung dalam
memutus perkara tindak pidana korupsi, maka kita tidak dapat
melakukan penilaian terhadap jenis dan bobot sanksi yang
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dijatuhkan apakah sudah sesuai atau belum dengan filosofi dasar
hukum terkait. Hal ini dikarenakan semua putusan di tingkat
pertama maupun kasasi ini memberikan putusan yang sama
yaitu putusan bebas, sehingga tidak ada jenis atau bobot sanksi
yang dapat dianalisis dari suatu putusan bebas. Demikian juga
berkenaan kesesuaian antara jenis dan bobot sanksi dengan hal-
hal memberatkan dan meringankan yang terungkap di muka
persidangan menjadi tidak relevan untuk suatu putusan bebas.

Putusan perkara korupsi di pengadilan negeri maupun
Mahkamah Agung untuk terdakwa Ahmad Ruyat yang kami
analisis ini, sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan putusan
benar-benar hanya berisi pertimbangan yuridis formal tentang
tidak terbuktinya suatu unsur. Majelis hakim sama sekali tidak
mencoba menggali fakta yang merupakan konsekuensi logis dari
perbuatan terdakwa.

d) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Penalaran
Hukum

Apabila kita mencoba melihat dan menganalisis putusan
bebas di Pengadilan Negeri untuk terdakwa Ahmad Ruyat, maka
kita tidak dapat menemukan adanya keruntutan bernalar, mulai
dari penerapan hukum acara, hukum materil maupun dari segi
filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut. Hakim juga
tidak membangun argumentasi yang cukup kuat dan memadai
pada saat melakukan pertimbangan terhadap fakta dalam proses
persidangan, perumusan pertimbangan hukum dan kemudian
akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau amar putusan yang
membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa/penuntut umum.
Sehingga kita tidak dapat melihat secara eksplisit maupun
implisit adanya keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta
maupun konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim.

Demikian pula dengan pola penalaran yang digunakan
hakim di Mahkamah Agung, maka argumentasi yang dibangun
oleh hakim tidak menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan
hukum, fakta, dan konklusinya. Secara nalar kita dapat juga
mempertanyakan mengapa pendapat dari hakim anggota yang
memberikan pendapat berbeda dalam musyawarah hakim
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ternyata diabaikan, terutama untuk poin yang secara tegas
menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Pid.
Sus/2008 tanggal 29 April 2008 jis putusan Pengadilan Tinggi
Bandung No. 209/Pid.B/2007/PT.Bdg tanggal 17 September
2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 149/Pid.B/2005/
PN.Bgrtanggal 26 Januari 2006 atas nama terdakwa H. Muhammad
Sahid yang didakwa secara bersama- sama dengan terdakwa
Drh. Achmad Ru’yat, M.Si. melakukan tindak pidana korupsi
telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti
sebesar Rp 183.496.000,- (seratus delapan puluh tiga juta empat
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana terpidana sedang
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor.

Oleh karenanya, model penalaran yang dilakukan hakim
baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung menunjukan
bahwa mereka tidak menganut atau mengamalkan nilai-nilai
hidup anti korupsi. Secara substansif putusan bebas tersebut
bertentangan dengan fakta yang terungkap di muka pengadilan.
Putusan ini sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan

kepastian hukum, dan kemanfaatan.

4) Perkara Terdakwa Eep Hidayat (Putusan Pengadilan
Negeri/Tipikor Bandung Nomor: 19/PID.SUS/TPK/2011/
PN.BDG dan Putusan MA RI Nomor: 2407 K/Pid.Sus/2012)

a) Analisa P n dalam Kaitann ngan Aspek Formil
Acara Pidana

Putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung terdakwa
Eep Hidayat telah memenuhi bagian yang disyaratkan dalam
ketentuan formal di KUHAP. Hal ini menunjukkan kemampuan
hakim untuk aspek hukum formal yang cukup baik dan cermat
dalam merumuskan putusan yaitu dengan memeriksa kesesuaian
seluruh kelengkapan dari berkas putusan yang dirumuskan
dengan ketentuan di dalam KUHAP, sehingga putusan yang
ada menjadi sah (tidak batal atau tidak cacat). Kedua putusan
tersebut juga telah mencantumkan dasar tuntutan yang diajukan
para pihak, diikuti dengan jumlah alat bukti yang memadai
dari Jaksa Penuntut Umum yakni alat bukti keterangan saksi
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(25 orang), keterangan ahli (2 orang) dan alat bukti surat (118
buah). Di samping itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya
juga telah mengajukan keterangan saksi a de charge (satu orang),
keterangan ahli (4 orang), dan alat bukti surat (36 buah). Akan
tetapi, ternyata dalam pertimbangan majelis hakim (baik obiter
dicta maupun ratio decidendi) terlihat hanya mempertimbangkan
alat bukti-alat bukti yang meringankan terdakwa (baik dari
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan
terdakwa). Alat bukti keterangan saksi-saksi di bawah sumpah
yang bertentangan dengan keterangan terdakwa tidak digunakan
untuk mengambil putusan. Bahkan sama sekali tidak ada
pertimbangan mengapa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah
tersebut tidak digunakan dalam mengambil putusan.

Begitu pula, kedua putusan tersebut tidak mencantumkan
sumber hukum selain undang-undang untuk mempertimbangkan
alat bukti yang ada di persidangan. Namun, disparitas terlihat
pada bagian alat bukti ini. Sebenarnya agak kurang relevan
untuk melakukan analisis apakah di tingkat Mahkamah Agung
digunakan sumber hukum formal lain di luar undang- undang
(misalnya doktrin dan/atau yurisprudensi) yang dijadikan dasar
dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan/penilaian
alat bukti. Hal itu karena mengingat batasan kewenangan
yang dimiliki oleh majelis hakim di tingkat kasasi. Penilaian
hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan (judex facti), tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi (judex juris) hanya berkenaan dengan kesalahan
penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian
dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak
berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

b) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Materil

Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terdakwa
Eep Hidayat telah secara tegas dan eksplisit mencantumkan dasar
tuntutan yang diajukan para pihak. Dari kedua putusan tersebut
pula, tidak semua bagian yang ada di surat dakwaan dan/atau
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memori kasasi dipertimbangkan. Pendalaman terhadap unsur-
unsur yang menjadi isu sentral memang telah memadai, namun
untuk bagian-bagian lain yang sepertinya dianggap “tidak penting
atau tidak sentral” tidak dipertimbangkan secara seksama dan
bahkan ada yang tidak dibahas sama sekali. Begitu pun dengan
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dan Pasal 64 KUHP sama sekali tidak dibahas di kedua
putusan tersebut. Serta konsep saksi mahkota ada di persidangan,
tetapi kedudukannya tidak dijelaskan dalam hukum dan yang ada
di putusan pengadilan negeri, keterangan saksi tersebut menjadi
dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Disparitas tampak pada dasar hukum selain undang-undang
yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan.
Poin ini sangat tampak ada pada putusan pengadilan negeri,
tetapi sebaliknya sangat terlihat di dalam putusan Mahkamah
Agung terdakwa Eep Hidayat. Jika dilihat tingkatan Mahkamah
Agung sebagai lembaga tertingi dan memiliki kewenangan
judex juris, maka sebaiknya pertimbangan dari majelis hakim
Mahkamah Agung harus lebih mendalam dan menyeluruh. Hal
tersebut menjadi penting karena pada kasus ini memiliki hasil
putusan yang berbeda, di mana pengadilan negeri memberikan
putusan bebas, sedangkan di tingkat kasasi memberikan putusan
pemidanaan. Kedua hasil putusan tersebut memiliki perbedaan
pola pikir yang sangat membutuhkan pendalam materi secara
menyeluruh (terutama di Mahkamah Agung). Salah satu poin
penting yang terlewatkan adalah konsep kesalahan dalam hukum
pidana ketika pelaku dinyatakan bersalah melakukan korupsi.
Unsur kesalahan sama sekali tidak dibahas mengenai bentuk
dan corak kesalahan, di mana sesungguhnya dalam hukum
pidana, penjabaran mengenai kesesuaian tindakan pelaku
dengan kesalahannya merupakan hal penting untuk dikaji. Jadi
pertimbangan hakim atas aspek kesalahan menjadi penting
karena sebagaimana diketahui dalam hukum pidana bahwa tidak
hanya aspek perbuatan melawan hukum saja yang penting, tetapi
harus dipenuhi pula unsur kesalahan dari pelaku agar ia dapat
dijatuhkan sanksi pidana.
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c) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Filosofi
Penjatuhan Putusan

Putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung terdakwa
Eep Hidayat sama-sama tidak mencermin-kan nilai keadilan,
kepastian hukum, dan kemanfaatan karena tidak keseluruhan
hal-hal yang diajukan dipertimbangkan dan tampak adanya
ketidakobjektifan dari hakim.

Disparitas terlihat pada jenis dan bobot sanksi, di mana
di pengadilan negeri tidak dapat diketahui sesuai atau tidak
keduanya dengan filosofi dasar hukum korupsi dan dengan
perbuatan hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan
meringankan yang dipertimbangkan karena hasil putusan yang
bebas. Sedangkan sebaliknya dapat diketahui kesesuaiannya di
putusan Mahkamah Agung karena hasil putusan memberikan
pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa uang
pengganti.
d) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Penalaran

Hukum

Putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung terdakwa
Eep Hidayat tidak memperlihatkan adanya keruntutan bernalar
dari penerapan hukum acara pidana, hukum pidana materil, dan
filosofi penjatuhan sanksi karena memang ada bagian-bagian
yang tidak runtut di salah satu atau lebih bagian tersebut. Kedua
putusan tersebut juga telah memiliki penemuan hukum, dalam
arti menemukan hukum untuk perkara korupsi ini, namun
memang tidak tampak penemuam hukum baru di dalamnya.

Disparitas terlihat dari argumentasi yang dibangun hakim
untuk menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum,
fakta dan konklusi. Di putusan pengadilan negeri hal tersebut
tampak baik, walau dengan kelemahan ketidakobjektifan hakim
atas peraturan dan alat bukti yang memberatkan terdakwa.
Sebaliknya, di putusan Mahkamah Agung tidak terlihat
baik karena majelis hakim seperti “mengiyakan” saja dasar
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak holistik dalam
mempertimbangkan hal-hal yang terkait.

‘ ‘ bagian Lindd 156 @

9/9/2014 11:43:04 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 157

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

5) Perkara Terdakwa Mochtar Mohammad (Putusan
Pengadilan negeri/Tipikor Bandung Nomor: 22 /PID.SUS/
TPK/2011/PN.BDG dan Putusan MA RI Nomor: Nomor
2547 K/Pid.Sus/)

a) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Formil/

Acara Pidana

Dalam perkara Mochtar Mohammad, jika diamati secara
vertikal akan terlihat adanya paritas maupun disparitas dalam
berbagai aspek, baik aspek formal, materil, filosofi, maupun
penalaran hukum. Secara formal, dapat terlihat bahwa kedua
putusan, merupakan putusan yang secara formal merupakan
putusan yang sah, karena memenuhi unsur-unsur yang
dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai syarat sahnya
putusan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 197 ayat
(1) KUHAP untuk putusan pemidanaan dan Pasal 197 ayat (1) jo
Pasal 199 KUHAP untuk putusan bebas. Sebenarnya ada beberapa
unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut yang tidak dicantumkan
dalam kedua putusan itu. Akan tetapi, tidak dicantumkannya
unsur tersebut tidak membuat putusan menjadi batal demi
hukum, dikarenakan memang pencantuman unsur tersebut tidak
diperlukan, seperti tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa
terdapat surat palsu, karena tidak ada surat yang dianggap palsu.
Selain itu, tidak terdapat juga perintah agar terdakwa ditahan,
karena memang tidak diperlukan.

Berikutnya, masih dalam aspek formal, tetapi tentang
alat bukti, dalam putusan PN Bandung telah diajukan alat bukti
yang memadai, meskipun pada akhirnya tidak dipertimbangkan
seluruhnya oleh hakim, serta tidak diberikan alasan mengapa
bukti yang satu diterima dan bukti yang lain tidak. Selain itu,
tidak terdapat pula sumber hukum lain di luar UU yang digunakan
untuk menilai alat bukti. Sebaliknya dalam putusan MA,
pertanyaan mengenai ada atau tidaknya alat bukti yang memadai
menjadi tidak relevan, karena memang MA tidak mempunyai
kewenangan untuk menilai fakta. Berikutnya, untuk penilaian
alat bukti menggunakan sumber hukum lain selain UU juga tidak
ada dalam putusan MA.
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b) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Formil/

Acara Pidana

Dalam aspek materil, terdapat kesamaan untuk semua
bagian, yaitu mengenai pencantuman secara tegas dakwaan,
pertimbangan hukum yang memadai, ada atau tidaknya konsep
hukum utama/kunci, dan penggunaan dasar hukum selain UU
untuk mengelaborasi putusan. Dalam putusan PN Bandung,
pertimbangan hukumnya dianggap memadai karena dalam
mengelaborasi satu konsep hukum saja, menggunakan berbagai
macam sumber hukum, seperti keterangan ahli, yurisprudensi,
hingga sumber hukum internasional, meskipun tidak seluruhnya
tepat dan lebih banyak salah. Konsep setiap orang misalnya,
dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa setiap orang
yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun
1999, tidak mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beberapa sumber hukum lain yang digunakan dalam
putusan PN Bandung adalah:

» Pemahaman mengenai ajaran melawan hukum, baik
formil maupun materil yang dalam putusan ini mengambil
pendapat dari Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.,
Roeslan Saleh, Prof. Van Hattum.

» Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PPU-1V/2006
tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur
perbuatan melawan hukum materil bertentangan dengan UUD
1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

» Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006
tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung
RINomor 1974 K/Pid /2006 tanggal 13 Oktober 2006, yang
tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

» Pemahamanmengenaidanauntukkegiatanpemerintahan,
bila APBN/APBD-nya belum disahkan dapat meminjam
dari pihak ketiga atau siapa saja, yang dalam putusan ini
mengambil pendapat dari Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H.,
M.H. dan Prof. Dr. Yusril Thza Mahendra, S.H.
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» Pemahaman mengenai fireies ermessen dan diskresi, yang
dalam putusan ini mengambil pendapat dari Roscoe Pound,
Roger Cotterrell, Cass R. Sunstein, D.I. Galligan, dan Lawrence
M. Friedman.

» Pemahaman mengenai sifat menguntungkan, yang dalam
putusan ini mengambil pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.,
Andi Hamzah, dan Adami Chazawi.

» Pemahaman mengenai memberi sesuatu dalam tipikor,
yang dalam putusan ini mengambil pendapat dari Darwin
Prinst, Adami Chazawi, dan Kamus Bahasa Indonesia.

» Pemahaman mengenai permufakatan jahat, yang dalam
putusan ini sebenarnya tidak melihat sumber hukum lain
selain UU, karena pemahaman tersebut tetap diambil dari UU,
yaitu KUHP dan UU tentang Narkotika.

Sementara itu dalam putusan MA, dasar hukum selain UU
yang digunakan untuk mengelaborasi putusan adalah:

» Pemahaman mengenai penyimpangan terhadap Pasal
244 KUHAP, yang terdapat dalam yurisprudensi MA, yang
menyatakan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan yang pembebasannya merupakan pembebasan @
yang murni, maka permohonan kasasi tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan terhadap putusan
pengadilan yang bukan merupakan pembebasan yang murni,
maka permohonan kasasi yang diajukan harus dinyatakan
dapat diterima.

> Pemahaman mengenai diskresi dan prinsip-prinsip
AAUPB, yang dalam putusan ini mengambil ketentuan dari
World Bank.

» Pemahaman mengenai frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 2
ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tidak mencakup terdakwa yang merupakan PNS,
yang dalam putusan ini mempertimbangkan asas perlakuan
yang sama di depan hukum dan melihat TAP MPR RI No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang menjadi amanat
dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

> Buku Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik
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Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh Direktorat
Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen
Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia,
yang tidak menyatakan adanya perbedaan maksud ‘setiap
orang’ dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 antara PNS dan pihak swasta.

» Pemahaman mengenai perbuatan persiapan dan
perbuatan pelaksanaan, yang dalam putusan ini mengambil
pendapat dari Prof. Moeljatno.

» Pemahaman mengenai permufakatan jahat yang tidak
diberi batasan dalam UU Tipikor, tidak berarti hakim harus
berdiam diri, tidak mencarinya, lalu membebaskan terdakwa
dari dakwaan tersebut.

Dalam putusan MA, memadai di sini diberikan karena cara
berpikir hakim yang dirasakan telah sesuai dengan apa yang
seharusnya dilakukan. Hakim mempertimbangkan dengan relatif
baik, mengapa satu hal dianggap benar dan mengapa yang lainnya
salah. Berikan contoh-contonya. Mengenai konsep hukum kunci,
dalam putusan PN Bandung maupun MA, digunakan konsep
hukum kunci yang sama, yaitu perbuatan melawan hukum, freies
ermessen/diskresi, sifat menguntung-kan, memberi sesuatu, dan
permufakatan jahat.

Penjabaran mengenai konsep-konsep hukum kunci di atas
menurut PN Bandung adalah:

» Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum yang dianut oleh
hakim dalam memutus perkara ini adalah tidak hanya perbuatan
melawan hukum formil, tetapi juga perbuatan melawan hukum
materil. Menurut Komariah Emong Sapardjaja, perbuatan
melawan hukum itu selain harus memenuhi semua unsur
yang tercantum dalam rumusan delik, juga harus benar-benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut
atau tercela. Berikutnya, digunakan pula pendapat Roeslan Saleh
yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materil
tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi
juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya,
perbuatan melawan hukum formil hanya sekedar bertentangan
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dengan hukum tertulis. Pendapat berikutnya yang digunakan
sebagai pertimbangan oleh hakim dalam putusan ini adalah
pendapat Prof. Van Hattum, yang mengatakan bahwa menurut
ajaran wederrechtelijkheid (unsur melawan hukum) dalam arti
formal, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai melawan
hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang
terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.
Sedangkan dalam arti materil, suatu perbuatan dapat dikatakan
sebagai melawan hukum atau tidak, selain harus meninjau
ketentuan-ketentuan hukum tertulis, harus juga meninjau asas-
asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Berikutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan
bahwa penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang
mengatur perbuatan melawan hukum materil bertentangan
dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Tetapi, meskipun demikian, setelah
adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid /2006 tanggal 16 Agustus
2006 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006
tanggal 13 Oktober 2006, yang tetap menerapkan ajaran
perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001. Maka, dilihat dari putusan tersebut,
hakim tetap mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi
maupun putusan Mahkamah Agung.

» Freies Ermessen/Diskresi

Dalam bidang pemerintahan, freies ermessen adalah salah
satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau
badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan
tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, sehingga
mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada
berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum atau
kewenangan yang sah. Dalam putusan, perbuatan terdakwa
melakukanpenalangan danademiterselenggaranyaacaradiskusi/
dialog dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dengan
cara meminjam pada pihak ke-3, karena RAPBD Kota Bekasi yang
belum disahkan merupakan bagian dari freies ermessen. Bahkan,
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menurut pendapat Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. dan
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., hal tersebut merupakan suatu
diskresi dan boleh untuk dilakukan.

Dari putusan ini, dapat diketahui bahwa hakim
mempertimbangkan berbagai macam pendapat tentang freies
ermessen dalam melakukan pertimbangan. Berdasarkan pendapat
Roscoe Pound, freies ermessen/diskresi yang bertujuan atau demi
untuk melayani kepentingan publik tidak dapat dikualifikasi
sebagai tindakan melawan hukum. Berikutnya, menurut Roger
Cotterrell, diskresi lebih mengutamakan fleksibilitas dan
mengandalkan tindakan kebijakan penegak hukum daripada
penerapan aturan hukum formal. Tidak selesai sampai di situ, ada
lagi pendapatlain yang digunakan hakim, yaitu pendapat menurut
Cass R. Sunstein, suatu sistem hukum tidak bisa menghindari
diskresi sebagai kewenangan memutus menurut pandangan
moral dan politik pemegang keputusan. Lalu, ada juga pendapat
dari D.. Galligan, yang menyatakan bahwa diskresi adalah
otonom pemegang kekuasaan yang di dalamnya mengandung
pendapat dan penilaian personal. Terakhir, digunakan pendapat
dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa diskresi
merupakan aspek hukum yang tidak bisa diuji.

» Sifat Menguntungkan

Pemahaman mengenai sifat menguntungkan, dalam
putusan ini hakim mengambil pendapat dari Dr. Lilik Mulyadi,
S.H., M.H., Andi Hamzah, dan Adami Chazawi. Dr. Lilik Mulyadi,
S.H, M.H. berpendapat bahwa kata “menguntungkan” dalam
unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi”, mempunyai arti bahwa terdakwa,
orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek
materil maupun immateril, yang dapat dilakukan dengan cara
kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berikutnya, pendapat dari
Andi Hamzah terkait pengertian “menguntungkan diri sendiri”
adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti
tercantum juga dalam pasal 378 dan 423 KUHP. Pendapat terakhir
yang digunakan hakim yaitu pendapat dari Adami Chazawi yang
mengemukakan bahwa arti dari kata “menguntungkan” adalah
memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.
Memperoleh keuntungan, olehnya disamakan artinya dengan
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memperoleh kekayaan (materil), bukan keuntungan immateril
seperti kepuasan batin dalam hal mendapat penghargaan.
» Memberi Sesuatu

Pemahaman mengenai memberi sesuatu dalam tipikor,
dalam putusan ini hakim mengambil pendapat dari Darwin Prinst,
Adami Chazawi, dan Kamus Bahasa Indonesia. Pendapat Darwin
Prinst adalah bahwa pengertian dari kata “memberi sesuatu”
dalam unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” adalah
menyerahkan sesuatu yang dapat berupa apa saja, baik benda
maupun jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan,
dan sebagainya. Berikutnya, menurut Adami Chazawi, memberi
sesuatu dalam tipikor merupakan suap, yang berarti perbuatan
memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna atau
selesai pula tindak pidana memberi suap manakala obyek benda
telah berpindah kekuasaannya pada yang menerima. Terakhir,
apabila melihat Kamus Bahasa Indonesia, pengertian memberi
adalah menyerahkan sesuatu secara langsung dari si pemberi
kepada si penerima.

» Permufakatan Jahat

Permufakatanjahatpadaintinyaadalahadanyakesepakatan
atau kesepakatan atau kehendak yang sama untuk melakukan
suatu kejahatan. Bila dilihat konstruksinya, sebagai sebuah delik
yang berdiri sendiri harus merujuk kepada suatu tindak pidana
pokok yang ditujunya atau dikehendaki bersama oleh para
pelaku. Pengertian dari permufakatan jahat dapat dilihat antara
lain dalam Pasal 88 KUHP. Akan tetapi, karena hanya berupa
pengertian, maka penerapan permufakatan jahat terhadap suatu
tindak pidana pokok harus selalu disebutkan secara tegas dalam
tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak disertai dengan
definisi/batasan dari istilah permufakatan jahat, seperti contoh
di Pasal 110, 116, 139 ¢, dan 187 KUHP, serta Pasal 118 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena tidak
tedapat batasan, maka pengertian permufakatan jahat dalam
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tersebut tidak dapat merujuk pada pengertian
permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
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88 KUHP. Hal tersebut dikarenakan Pasal 88 KUHP berada dalam
Bab IX Buku I KUHP yang hanya berlaku untuk menerangkan hal-
hal yang tersebut dalam KUHP, seperti yang dimaksud oleh Pasal
103 KUHP.

Penjabaran mengenai konsep-konsep hukum kunci di atas
menurut MA adalah:

» ‘Setiap orang’ sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang telah
diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001

Frasa ‘setiap orang’ yang dimaksud, tidak tepat apabila
dikatakan bahwa PNS yang juga merupakan manusia tidak
termasuk dalam frasa tersebut. Selain itu, tidak tepat juga apabila
dikatakan bahwa PNS merupakan pihak yang lebih terpojok
dalam melakukan penyalahgunaan kewenangan dibandingkan
pihak swasta.

» Freies Ermessen/Diskresi

Dalam putusan ini, menurut hakim, tindakan yang
dilakukan terdakwa dengan meminjam ke pihak ke-3 dan
kemudian meminta penggantian kepada Pemkot Bekasi dengan
cara memotong dana-dana kegiatan Pemkot Bekasi, bukanlah
freies ermessen/dikresi. Hal tersebut dikarenakan, dana yang
terkumpul malah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,
yaitu untuk membayar cicilan kreditnya di Bank Jabar. Selain
itu, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan dialog
dan audiensi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama yang
dikatakan ada fotonya, merupakan kegiatan Pemda sesuai dengan
anggaran kegiatan Pemda. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga
tidak mungkin dilakukan seorang diri tanpa adanya melibatkan
bawahannya (aparat dan administrasi Pemda Kota Bekasi).

» Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan para SKPD
melakukan penyisihan dana, melakukan kegiatan fiktif, dan
melakukan mark up dari merupakan perbuatan melawan hukum.

» Sifat Menguntungkan

Bahwa yang diuntungkan dalam perkara ini, bukanlah
negara sebagaimana dikatakan oleh hakim PN, tetapi terdakwa
sendiri.
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» Perbuatan Persiapan

Perbuatan terdakwa memerintahkan para SKPD
menyetorkan dana untuk diberikan kepada anggota DPRD
Bekasi, yaitu Lilik Haryoso dan anggota BPK Perwakilan Jabar,
yaitu Suharto, bukan merupakan perbuatan persiapan, tetapi
telah dapat disebut sebagai perbuatan pelaksanaan. Oleh
karena meskipun yang secara langsung menyerahkan dana yang
terkumpul tersebut bukan terdakwa, tetapi mengingat peran
terdakwa yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa
telah bersama-sama melakukan tipikor dengan Tjandra Utama
Effendi, Hery Suparjan, dan Hery Lukmantohari yang didakwakan
padanya.

» Permufakatan Jahat

Hal vyang harus dilakukan dalam membuktikan
permufakatan jahat adalah proses permufakatan jahatnya,
bukan kegiatan yang merealisasikan proses permufakatannya
(pemberian uang suap atau menjanjikan memberi uang suap
pada Tim Penilai Adipura, yaitu Melda Mardalina agar Kota
Bekasi mendapatkan penghargaan tersebut). Dengan demikian,
meski saat pemberian uang kepada Melda Mardalina oleh
terdakwa tidak disaksikan oleh siapapun dan kemudian uang
tersebut ditolak oleh Melda, tetapi karena sebelumnya telah ada
rapat antara terdakwa, Tjandra Utama Effendi, dan para Kepala
SKPD yang membahas mengenai bagaimana cara yang dapat
dilakukan untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan
dengan sepakat untuk melakukan kejahatan (tipikor), maka hal
tersebut dapat membuktikan telah adanya permufakatan jahat.
Dengan demikian, adanya permufakatan jahat itu sejak adanya
rapat, hingga pengumpulan dana melalui para Kepala SKPD
masing-masing.

c) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Filosofi
Penjatuhan Pidana

Aspek berikutnya, yaitu aspek filosofis, terdapat banyak
sekali disparitas. Antara putusan PN Bandung dan putusan MA.
Untuk putusan PN Bandung, amar putusan tidak sesuai dengan
filosofi dasar hukum, karena tidak memperlihatkan semangat anti
korupsi dari hakim. Banyak kejanggalan yang memperlihatkan
bahwa sebenarnya putusan bebas yang diberikan hakim bukan
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putusan bebas murni. Kejanggalan tersebut, yaitu
» Pernyataan yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen

bukanlah tupoksi dari terdakwa sebagai Walikota Bekasi,
melainkan tupoksi dari protokol Kantor Walikota Bekasi, yaitu
saksi Dinar Faisal, sehingga bila dokumen tersebut fiktif, maka
saksi Dinar Faisal lah yang seharusnya menjadi terdakwa.
Hal tersebut menurut saya merupakan suatu kejanggalan,
karena sebagai pimpinan tertinggi di Kota Bekasi, seharusnya
terdakwa mengecek dahulu dokumen-dokumen yang dibuat
saksi Dinar Faisal sebelum menyetujui dokumen tersebut.
Dengan demikian, sewajarnya terdakwa mengetahui seperti
apa dokumen tersebut.
HakimlebihmempercayaiketerangansaksiLilikHaryososelaku
orang yang diduga menerima uang sebesar Rp 4.000.000.000,-
untuk mempercepat pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun
2010, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak
pernah ke Villa 200 pada tanggal 23 Desember 2009. Padahal,
banyak saksi lain yang memberikan kesaksian melihat
saksi Lilik Haryoso di Villa 200 dan menggeret koper serta
membagi-bagikan kresek kecil kepada para anggota DPRD.
Kesaksian tersebut diucapkan oleh Chandra Utama Effendi,
lis Wisnuwati, Mahmud, dan Aris Supriatna. Sedangkan untuk
mendukung pernyataan saksi Lilik Haryoso yang tidak pergi ke
Villa 200 dan berada di kantor Dewan dari pukul sebelas siang,
tidak ada saksi lain yang mendukung pernyataan tersebut.
Hakim menyatakan bahwa penyerahan uang kepada saksi
Suharto sebagai anggota BPK bukanlah perintah terdakwa.
Hal tersebut merupakan pernyataan yang janggal, mengingat
saksi Chandra Utama Effendi telah dinyatakan sebagai
terpidana di dalam kasus terkait penyerahan uang pada
anggota BPK ini dan mendapat hukuman penjara 3 tahun.
Dengan demikian, berarti penyerahan uang tersebut telah
terbukti dan karena penyerahan uang tersebut bertujuan agar
pemeriksaan anggaran tahun 2009 Kota Bekasi dilaporkan
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagai
seorang sekda, apalah gunanya status tersebut. Sehingga, tidak
mungkin apabila dalam perkara ini tidak ada peran terdakwa
sebagai Walikota dalam pemeriksaan anggaran tahun 2009.

» Hakim menyatakan bahwa tidak ada Kketerangan yang
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mendukung kesaksian dari saksi Melda Magdalena, yang
mengatakan menolak uang dalam amplop yang diberikan
oleh terdakwa, sehingga kesaksian saksi Melda Magdalena
tidak perlu dipertimbangkan. Padahal, ada beberapa saksi
yang mengatakan bahwa uang tersebut diberikan kepada
saksi Melda Magdalena, seperti saksi Ratna Kartika Sari
dan saksi Riswant.

» Hakim tidak mempertimbangkan ke mana perginya uang-
uang yang diambil dari tiap-tiap SKPD, karena tidak ada
pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang tersebut,
dikarenakan tidak ada di dalam mata anggaran kegiatan.
Sementara itu dalam putusan MA, sudah lebih sesuai

dengan filosofi dasar hukum, karena pertimbangan pemerintah
memberantas korupsi adalah karena korupsi sangat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Amar putusan ini selain menjatuhkan pidana
penjara, juga menjatuhkan pidana denda, dan menjatuhkan
pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar uang yang telah
terdakwa ambil, sehingga merugikan negara. Meskipun masih
kurang, karena tidak adanya dasar yang jelas mengapa jenis dan
bobot sanksi yang dipilih seperti itu.

Mengenai nilai keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan, putusan MA cenderung sudah lebih menunjukkan
nilai tersebut, dibandingkan dengan putusan PN Bandung. Dalam
putusan PN Bandung, kejanggalan-kejanggalan yang ditemui
dan keanehan dalam pertimbangan untuk menganalisis konsep-
konsep hukum kunci membuat hasil dalam putusan tersebut
yang membebaskan terdakwa menjadi diragukan.

d) Analisa Putusan dalam Kaitannya dengan Aspek Penalaran
Hukum

Aspek terakhir, yaitu aspek penalaran hukum. Dalam
putusan PN Bandung, tidak terlihat keruntutan berpikir hakim.
Banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam pertimbangan
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putusan tersebut membuat hakim tidak dapat memberikan
keyakinan pada masyarakat, termasuk reviewer bahwa putusan
tersebut merupakan putusan yang disusun dengan nalar yang
runtut. Tetapi, tidak demikian halnya dengan putusan MA
yang dengan runtut lebih memperlihatkan adanya keruntutan
bernalar. Hal tersebut dikarenakan hakim memperlihatkan
bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang
digunakannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa
melakukan korupsi, bukan melakukan penalangan dana untuk
acara dialog dan audiensi dengan para tokoh masyarakat dan
tokoh agama. Selain itu, ternyata penyuapan terhadap anggota
DPRD Kota Bekasi dianggap sebagai tindakan percobaan oleh
hakim pengadilan tingkat pertama dapat dibuktikan bahwa
tindakan tersebut merupakan tindakan pelaksanaan dan bukan
tindakan percobaan. Berikutnya, tindakan penyuapan terhadap
anggota BPK RI, meski tidak dikerjakan secara langsung oleh
terdakwa, tetapi diperintahkan oleh terdakwa, dan mengingat
peran terdakwa yang cukup signifikan, maka terdakwa memang
tepat bila dikatakan sebagai orang yang bersama-sama dengan
Tjandra Utama Effendi, Hery Suparjan, dan Hery Lukmantohari
melakukan korupsi. Terakhir, meskipun tidak terdapat penyuapan
terhadap Tim Penilai Adipura, karena penolakan yang dilakukan
oleh Melda Magdalena, tetapi karena telah ada permufakatan
jahat dan percobaan penyuapan, maka terdakwa berdasarkan
Pasal 15 Undang-Undang Tipikor tetap dapat dipidana sama
dengan bukan perbuatan percobaan. Dengan adanya keruntutan
bernalar tersebut, terlihat pula bahwa ada keterkaitan antara
pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya. Tidak seperti
dalam putusan PN Bandung, karena proses berpikir hakim tidak
runtut, maka keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan
konklusinya juga tidak terlihat.

Terakhir dalam aspek keempat adalah mengenai penemuan
hukum. Baik dalam putusan PN Bandung maupun dalam putusan
MA, terdapat penemuan hukum, karena hakim telah berusaha
untuk menerapkan apa hukumnya untuk situasi konkret tertentu
dengan melakukan penafsiran hukum. Meskipun tidak terdapat
adanya penemuan hukum baru, tetapi menerapkan hukum juga
merupakan proses penemuan hukum.

Dalam putusan PN Bandung, dilakukan penafsiran hukum:
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> Penafsiran Otentik

Memaknai pengertian dari frasa ‘setiap orang’ yang dimaksud
didalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 dengan melihat Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001.

Memaknai frasa ‘melawan hukum’ dengan melihat pada
penjelasan pasal per pasal, yaitu penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga diketahui bahwa
UU tersebut menganut ajaran sifat melawan hukum materil
dalam fungsinya yang positif.

Penafsiran Sistematis

Melihat tujuan pemerintah memberantas Kkorupsi dari
pertimbangan yang terdapat dalam konsideran menimbang
huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Melihat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 untuk mengetahui maksud dari
frasa ‘barang siapa’ yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2001.

Melihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/
Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 untuk mengetahui arti dari
frasa ‘barang siapa’ yang terdapat dalam pasal-pasal yang
didakwakan oleh JPU kepada terdakwa.

Turut mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 03/PPU-IV /2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan
bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang
mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materil
bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Turut mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Nomor
996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan
Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13
Oktober 2006 yang tetap menerapkan ajaran perbuatan
melawan hukum materil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001.

Melihat Pasal 51 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
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Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk mengetahui
apakah Pemerintah Daerah dapat menggunakan pinjaman dari
pihak lain, untuk menyelenggarakan kegiatan yang dananya
belum cair dari APBD.

Melihat Pasal 88, 110, 116, 139c, dan 187 KUHP, Pasal 118
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk
mengetahui bagaimana seharusnya merumuskan frasa
‘permufakatan jahat’ dalam suatu delik.

Melihat Pasal 103 KUHP untuk mengetahui apakah frasa
‘permufakatan jahat’ yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001
dapat menggunakan pengertian ‘permufakatan jahat' yang
tercantum dalam Pasal 88 KUHP.

Penafsiran Historis

Melihat sejarah pembentukan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Undang-Undang 31 Tahun 1999 untuk mengetahui bahwa
ada perbedaan frasa ‘barang siapa’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999, sehingga terdapat
perbedaan berat hukuman.

Sementara itu dalam putusan MA dilakukan penafsiran

hukum:
> Penafsiran Sistematis

170

Melihat yurisprudensi yang mengecualikan Pasal 244 KUHAP
untuk permohonan kasasi yang putusannya bersifat bebas
tidak murni.

Melihat Pasal 28 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menetapkan Kepala Daerah
antara lain dilarang membuat keputusan yang secara khusus
menguntungkan dirinya (huruf a), melakukan KKN (huruf c),
dan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/
janji jabatan (huruf e).

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat
negara dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk
membiayai pengeluaran tidak tersedia/ tidak cukup tersedia.
Pasal 13 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang
menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban
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APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

- Melihat Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-
Undang 28 Tahun 1999 untuk melihat apa amanat yang
sebelumnya ada sehingga Undang-Undang 31 Tahun 1999
dibentuk.

- MelihatPasal 88 KUHP untukmengetahuiapaitu ‘permufakatan
jahat) karena hal tersebut tidak diatur secara tersendiri dalam
Undang-Undang 31 Tahun 1999.

> Penafsiran Historis

- Melihat buku Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi untuk mengetahui maksud pembentuk UU
mengenai frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001.

6. Penutup
a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara
tindak pidana korupsi yang diputus bebas di Pengadilan Negeri
(PN) atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan yaitu:

1) Putusan PN Bandung yang merupakan putusan bebas
(vrijspraak) telah memenuhi struktur/unsur formal yang
dipersyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 199 KUHAP.
Demikian juga putusan Mahkamah Agung untuk semua perkara
yang diteliti telah memenuhi bagian yang disyaratkan dari
ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP untuk putusan yang berisi
pemidanaan, dan telah memenuhi Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal
199 KUHAP untuk putusan lepas dan putusan bebas. Sehingga
kesemua putusan yang dikaji merupakan putusan yang sah.

Jaksa/penuntut umum dalam semua putusan pengadilan
negeri tampak telah menghadirkan alat bukti yang sah dengan
jenis serta jumlah yang memadai, baik berupa keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.
Selain itu, di beberapa perkara terdakwa melalui penasihat
hukumnya juga menghadirkan saksi a de charge, serta ahli yang
jumlahnya cukup memadai untuk mengungkap fakta-fakta yang
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terjadi dan membantu hakim dalam pembuatan pertimbangan di
dalam putusan yang dirumuskan. Akan tetapi, kelemahan yang
terjadi pada semua putusan ialah hakim tidak mempergunakan
secara maksimal alat bukti-alat bukti yang dihadirkan di muka
persidangan. Ada kecenderungan hakim melakukan pemilihan
dalam menilai dan menggunakan alat bukti yang menguntungkan
terdakwa saja atau memilih alat bukti yang akhirnya mendukung
putusan bebas yang dikeluarkannya. Keterangan saksi dan ahli
yang digunakan sebagai pertimbangan hakim lebih mengarah
pada Kketerangan-keterangan yang bersifat menguntungkan
terdakwa atau yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Sementara itu Mahkamah Agung sebagai judex juris di
dalam putusannya tidak berwenang untuk menilai alat bukti
lagi, namun di beberapa putusan tampak ada yang menilai alat
bukti tersebut. Akan tetapi, semua putusan di tingkat kasasi telah
mencantumkan alasan pengajuan kasasi dari jaksa/penuntut
umum (memori kasasi) terhadap putusan bebas dari pengadilan
tingkat pertama, dan pada semua putusan juga ada pernyataan
bahwa Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi tersebut
walaupun tidak dilandasi pertimbangan dan atau argumen yang
mencukupi yang sebagai dasar untuk menerima permohonan
kasasi putusan bebas.

Semua putusan PN Bandung dan Mahkamah Agung
sama sekali tidak menggunakan sumber hukum lain selain
pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi
dasar surat dakwaan. Tidak ditemukan putusan di dalamnya
mempertimbangkan dan menilai keabsahan suatu alat bukti
berdasarkan ketentuan tentang alat-alat bukti sebagaimana
diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan seterusnya. Padahal dalam
perkara terdakwa Priana misalnya ada beberapa saksi yang
memiliki hubungan kerja (sebagai bawahan) dengan terdakwa
di mana seharusnya mendapat pertimbangan dalam putusan
tentang isi kesaksian berkaitan dengan adanya hubungan kerja
tersebut.

Majelis hakim pengadilan negeri sama sekali tidak
menggunakan dan menerapkan secara eksplisit asas-asas
dan teori-teori hukum maupun yurisprudensi yang berkaitan
dengan pembuktian dan hukum acara pidana dalam menyusun

‘ ‘ bagian Lindd 172 @

9/9/2014 11:43:05 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 173

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

pertimbangan putusan. Dan di dalam semua putusan Pengadilan
Tipikor/PN Bandung ini tidak terdapat sumber hukum formal
lainnya di luar undang-undang (misalnya doktrin dan/atau
yurisprudensi) yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim
melakukan pemeriksaan/ penilaian alat bukti.

Semua putusan Mahkamah Agung yang diteliti ini sama
sekali tidak menggunakan sumber hukum selain undang-undang
untuk mempertimbangkan atau menilai alat bukti yang ada di
persidangan. Sebenarnya agak kurang relevan untuk melakukan
analisis apakah di tingkat Mahkamah Agung digunakan sumber
hukum formal lain di luar undang- undang (misalnya doktrin dan/
atau yurisprudensi) yang dijadikan dasar dalam pertimbangan
hakim melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti. Hal itu
karena mengingat batasan kewenangan yang dimiliki oleh majelis
hakim di tingkat kasasi. Penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan (judex facti), tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi (judex juris) hanya berkenaan
dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang
berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat- syaratyang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila
pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

2) Semua putusan dari pengadilan pada tingkat pertama
ini telah secara tegas dan eksplisit mencantumkan dakwaan yang
diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Pada beberapa putusan
juga dihubungkan dengan Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65 KUHP
sesuai dengan peran pelaku dalam tindak pidana dan sifat tindak
pidananya. Akan tetapi tentang pengertian, unsur-unsur maupun
terbukti/tidaknya bentuk penyertaan dan concursus yang
dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut sama sekali tidak
mendapat pertimbangan dan penilaian dalam putusan hakim
pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung.

Semua putusan Mahkamah Agung telah secara tegas dan
eksplisit mencantumkan dasar tuntutan (surat dakwaan dan
memori kasasi) yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum. Akan
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tetapi, tidak semua dasar tuntuan dianalisis secara mendalam
oleh majelis hakim Mahkamah Agung, sehingga memang dapat
dikatakan bahwa pertimbangan hukum di putusan-putusan
ini tidak memadai untuk keseluruhan delik korupsi yang
dimaksudkan. Adapun sebagian besar putusan Mahkamah Agung
ini tidak terdapat dasar hukum selain undang-undang yang
digunakan untuk mangelaborasi pertimbangan putusan.

Menurut tim, penuntut umum seringkali dihadapkan
pada kesulitan membedakan tindak pidana korupsi yang diatur
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, khususnya kesulitan membedakan
unsur mealwan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang.
Kesulitan tersebut sebenarnya sebagai akibat kerancuan dan
ketidakjelasan maksud pembuat Undang-Undang Tipikor pada
saat merumuskan Pasal 2 dan Pasal 3. Secara teoretis unsur
menyalahgunakan wewenang merupakan bentuk khusus dari
melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat
dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang berdasarkan
undang-undang, misalnya pegawai negeri atau pejabat publik.
Sedangkan melawan hukum secara umum dalam Pasal 2 ayat (1)
dapat dilakukan oleh bukan pejabat publik atau pegawai negeri.
Akan tetapi pengertian tersebut menjadi tidak logis apabila
diterapkan dalam UU Tipikor karena ancaman pidana untuk
tindak pidana korupsi Pasal 3 (dengan unsur penyalahgunaan
wewenang) justru lebih rendah dibanding ancaman pidana dalam
Pasal 2. Menurut logika dan juga pola ancaman pidana dalam
KUHP ancaman pidana untuk tindak pidana yang dilakukan karena
penyalahgunaan jabatan seharusnya lebih berat. Dengan kata lain
“dalam jabatan” seharusnya menjadi faktor yang memberatkan,
bukan meringankan. Akan tetapi permasalahan tersebut ternyata
tidak pernah mendapat penyelesaian dari pengadilan termasuk
dari Mahkamah Agung melalui yurisprudensi.

Selainitu, disparitas terjadiperihal pencantuman ketentuan
Pasal 18 UU Tipikor tentang pidana tambahan khususnya
tentang pembayaran uang pengganti dalam surat dakwaan. Pada
beberapa perkara surat dakwaannya menghubungkan antara
pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan dengan Pasal 18,
sedangkan pada beberapa perkara tidak. Dalam semua putusan
pengadilan negeri tidak dapat ditemukan pertimbangan dan
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pernyataan hakim tentang pencantuman Pasal 18 di dalam
surat dakwaan. Hal ini dapat dipahami karena semua putusan
Pengadilan Negeri merupakan putusan bebas. Akan tetapi dalam
putusan Mahkamah Agung yang berisi pemidanaan pun terjadi
disparitas tentang penerapan Pasal 18 ini.

Pada putusan Mahkamah Agung yang memberikan
pemidananaan, tidak terdapat pertimbangan tentang bentuk
dan corak kesalahan secara memadai. Sebagaimana diketahui
bahwa syarat untuk dijatuhi pidana pada sistem hukum pidana
kita bertumpu pada dua asas pokok yaitu asas legalitas dan asas
culpabilitas. Berdasarkan asas legalitas suatu perbuatan dapat
dipidana apabila memenuhi atau mencocoki rumusan undang-
undang (nulla poena sine lege). Sedangkan berdasarkan asas
culpabilitas pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pada diri
pelakunya ada kesalahan (nulla poena sine culpa). Kedua asas
tersebut berlaku secara bersama-sama, sehingga syarat-syarat
yang yang diderivasi daripadanya berlaku pula secara kumulatif.

Penggunaan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim, ada
kecenderungan hakim hanya menyatakan dengan frasa “..sesuai
dengan yurisprudensi..” tanpa menyebutkan secara spesifik
nomor putusan yang dirujuk sebagai yurisprudensi dan isi
kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut. Sangat disayangkan
bahwa pada perkara yang di dalam surat dakwaannya sudah
mencantumkan peraturan hukum adminitrasi sebagai dasar
mengkualifikasi sifat melawan hukum perbuatan pun, dalam
putusannya hakim sama sekali tidak menggunakan peraturan-
peraturan tersebut sebagai kriteria saat menilai terbukti atau
tidaknya unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan
wewenang,.

3) Analisis filosofis dan kesuaiannya dengan dasar hukum
dakwaan terhadap jenis dan bobot sanksi yang dijatuhkan tidak
dapat dilakukan karena semua putusan di tingkat pertama yang
diteliti merupakan putusan bebas. Demikian juga berkenaan
kesesuaian antara jenis dan bobot sanksi dengan hal-hal
memberatkan dan meringankan yang terungkap di muka
persidangan menjadi tidak relevan untuk suatu putusan bebas.

Secara substansial putusan hakim yang membebaskan
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terdakwa tidak tepat karena bukti-bukti yang dikemukakan di
muka sidangjustru menyatakan sebaliknya, disampingitu putusan
bebas ini telah didasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir
dan tidak memadai secara logika. Dari model penalaran yang
dilakukan hakim PN Bandung ini dapat dicurgai bahwa hakim
tidak menganut atau mengamalkan nilai-nilai hidup anti korupsi.
Secara substantif putusan bebas tersebut bertentangan dengan
fakta yang terungkap di muka pengadilan.

Semua putusan perkara korupsi di tingkat pertama yang
kami analisis, sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan putusan
benar-benar hanya berisi pertimbangan yuridis formal tentang
tidak terbuktinya suatu unsur. Majelis hakim sama sekali tidak
mencoba menggali fakta yang merupakan konsekuensi logis dari
perbuatan terdakwa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tampak bahwa
untuk amar putusan (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan
dalam putusan Mahkamah Agung beragam sekali. Ada yang tetap
menjadi bebas, ada yang berubah menjadi lepas, dan adapula
yang berubah menjadi pemidanaan. Melihat pada amar putusan
dari majelis hakim perkara tindak pidana korupsi yang dianalisis,
maka untuk putusan Mahkamah Agung yang membebaskan
dan melepaskan terdakwa, tidak dapat dilihat kesesuaian atau
ketidaksesuaian penilaian terhadap jenis dan bobot sanksi yang
dijatuhkan dengan filosofi dasar hukum terkait, sehingga tidak
ada jenis atau bobot sanksi yang dapat dianalisis dari suatu
putusan bebas. Demikian juga berkenaan kesesuaian antara jenis
dan bobot sanksi dengan hal-hal memberatkan dan meringankan
yang terungkap di muka persidangan menjadi tidak relevan untuk
suatu putusan bebas atau lepas. Oleh karena itu, pada kedua
perkara tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan.

Kesesuaian antara amar putusan (jenis dan bobot sanksi)
dengan filosofi dasar hukum korupsi tampak pada putusan
Mahkamah Agung yang berisi penjatuhan pidana karena ada
pidana tambahan yang diberikan berupa uang pengganti, tetapi
kelemahannya adalah tidak disertai dengan pertimbangan
hukum yang jelas untuk nominal pidana tambahan tersebut,
jangka waktu pidana penjara, dan nominal pidana denda yang

‘ ‘ bagian Lindd 176 @

9/9/2014 11:43:05 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 177

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

dijatuhkan. Tidak ada satu pun pertimbangan tentang Pasal 18
sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa
pembayaran uang pengganti. Sedangkan kesesuaian jenis dan
bobot sanksi dalam putusan Mahkamah Agung dengan perbuatan
hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang
dipertimbangkan serta dengan nilai keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan tampak pada putusan Mahkamah Agung yang
berisi pemidanaan tersebut. Filosofi ini juga tidak terlihat karena
tidak adanya pedoman umum mengenai putusan pemidanaan
yang baik agar dipahami secara umum oleh hakim.

4) Dalam semua naskah putusan yang diteliti tidak
dapat ditemukan bagian putusan yang secara tersurat berisi
argumen atau pertimbangan yang dijadikan dasar putusan.
Oleh karena itu sulit untuk menganalisis keruntutan bernalar
hakim baik yang menyangkut aspek penerapan hukum acara,
hukum materil maupun dari segi filosofi. Hakim juga tidak
membangun argumentasi yang cukup kuat dan memadai pada
saat melakukan pertimbangan terhadap fakta dalam proses
persidangan, perumusan pertimbangan hukum dan kemudian
akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau amar putusan yang
membebaskan terdakwa dari dakwaan. Sehingga kita tidak dapat
melihat secara eksplisit maupun implisit adanya keterkaitan
antara pertimbangan hukum, fakta maupun konklusi yang
akhirnya diambil oleh hakim.

Semua putusan di tingkat kasasi untuk tindak pidana
korupsi ini, tidak dapat ditemukan adanya keruntutan bernalar,
mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil maupun
dari segi filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut.
Hakim juga tidak membangun argumentasi yang cukup kuat
dan memadai pada saat melakukan pertimbangan hukum, dan
kemudian akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau amar
putusan yang menolak kasasi jaksa/ penuntut umum sehingga
memberikan putusan bebas atau lepas ataupun untuk putusan
yang menrima kasasi dari jaksa/ penuntut umum yang kemudian
dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Untuk kesemua bagian dari aspek hukum acara, hukum
materil, filosofi penjatuhan putusan, dan penalaran hukum di
atas sebaiknya digali mendalam oleh hakim, mengingat adanya
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yurisprudensi yang dipergunakan di Indonesia. Oleh karena
itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di
Indonesiawajib dansangatdiperlukan pertimbangan (motivering)
mendalam atas semua kasus yang diajukan pada tingkat kasasi
sebagai bentuk pemantaban yurisprudensi di Indonesia yang
patut dipergunakan dalam kasus serupa di masa mendatang.

b. Rekomendasi

1) Agar dalam mempertimbangkan fakta yang dinyatakan

terbukti dan mempertimbangkan unsur-unsur yuridis
dari tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim secara
lengkap memberi pertimbangan tentang isi alat bukti yang
dianyatakan diterima dan tidak diterima. Meskipun penilaian
atas fakta sepenuhnya menjadi bagian dari kebebasan hakim
akan tetapi. Hal tersebut semestinya didasari pertimbangan
yang logis.

2) Majelis hakim sebaiknya memahami benar konsep-konsep

yuridis yang menjadi unsur dari tindak pidana, terlebih
unsur-unsur mutlak dari setiap tindak pidana, seperti sifat
melawan hukum, kesalahan, dan alasan penghapus pidana.
Dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3
kerancuan pengertian unsur melawan hukum dan unsur
menyalahgunakan wewenang sebenarnya berakar dari
kerancuan pada tahap perumusan perundang-undangannya.
Akan tetapi justru karena hal itu maka majelis hakim
seharusnya secara sungguh-sungguh memberi pengertian dan
menggali unsur-unsur tersebut.

3) Demi kepastian hukum mestinya Mahkamah tidak dengan

mudah melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum acara
tanpa penjelasan dan/atau argmen yang memadai. Apabila
demi keadilan Mahkamah Agung akan melakukan penemuan
hukum baru, misalnya menerima kasasi putusan bebas dan
juga melakukan penilaian atas fakta yang bukan merupakan
wewenangnya, hal tersebut mestinya diberi argumen yang
memadai dalam putusan.

4) Sebaiknya Mahkamah Agung dalam memutus pemidanaan

selalu melengkapi putusannya dengan pertimbangan dan
penilaian semua unsur tindak pidana secara lengkap. Dalam
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kasus ini tidak adanya pertimbangan tentang terbuktinya
unsur kesalahan merupakan cacat substantif. Meskipun
cacat ini tidak menyebabkan batalnya putusan tetapi jelas
merupakan alasan sangat kuat untuk mengajukan upaya
hukum terhadap putusan ini. Padahal secara sistematis
putusan Mahkamah Agung berpotensi untuk diikuti oleh
pengadilan yang mengadili perkara berikutnya.

5) Agar dalam proses pendidikan dan latihan bagi para calon

hakim maupun pendidikan lanjuta bagi para hakim yang
menangani perkara ditekankan pentingnya penguasaan atas
[1] asas-asas dan filosofi hukum acara pidana, disamping
kemahiran menjalankan prosedur dan proses pemeriksaan
perkara; [2] asas-asas umum hukum pidana materil, disamping
penguasaan unsur tindak pidana umum dan khusus; dan [3]
kemampuan menuangkan proses berpikir yuridis yang logis
sistematis dalam putusan yang dibuat, disamping pengetahuan
bentuk dan format formal putusan.
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C. Disparitas Pidana Putusan Hakim tentang Tindak
Pidana Korupsi

Tim Peneliti Universitas Jambi
Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Dheny Wahyudhi,
Erwin

1. Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan
melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu
faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum,
dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam
hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana
materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil
(hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan
penegakan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum
(substantif justice) dan tata cara penegakan hukum (procedural
justice).

Dalam praktek pembuatan perundang-undangan di
Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari politik atau
kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar,
hingga terkesan tidak perlu lagi dipersoalkan eksistensinya.
Akibat yang bisa dilihat adalah hampir selalu dicantumkannya
sanksi pidana, baik mengenai strafsoort, atau strafmaat ataupun
strafmodus, pada setiap kebijakan pembuatan perundang-
undangan pidana di Indonesia dengan tanpa adanya penjelasan
resmi tentang pemilihan atau penentuannya.

Penjatuhan pidana pada delik-delik tertentu, manakah
yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian
hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain
pihak, demikian juga manakah yang harus diprioritaskan antara
kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan
kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain
pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap Kkritis terhadap
beragamnya strafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga
peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu
tersebut. Tampak luar dari persoalan tersebut adalah munculnya
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disparitas pidana (disparity of sentencing) di antara delik-delik
tertentu tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984: 54),
bahwa:

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana

kemudian merasa menjadi korban terhadap judicial caprice

akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum,
padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan
salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan
nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan
suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem
untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum
dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu
yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas
tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan
sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih
berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Adanya fakta disparitas pidana yang sangat mencolok
untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,
dan kedua, adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan
masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal obyektif
untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan
atau membahayakan masyarakat dan negara, serta ketiga, demi
untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general
prevention) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang
membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga
pembuat kebijakan kemudian menentukan, bahwa untuk delik-
delik tertentu tersebut, di samping ada pidana maksimum khusus,
juga sekaligus ditentukan pidana minimum khusus.

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari
hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim
mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis
pidana(straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan
penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana
dalam undang-undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat
dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang meyatakan bahwa “barang
siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran,
ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun
atau pidnna denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
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jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang,
jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain,
atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari
rumusan pasal tersebut dapat kita lihat adanya bebarapa pidana
pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang
sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling
tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas
untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan
sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum
dan minimumnya saja. (Muladi, 1984: 52).

Dengan demikian disparitas pidana tidak dapat dilepaskan
dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam
perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat
merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas
pidana. Apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap
apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan
melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksilangsung
terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum,
maka undang-undang lah yang menjadi sumber tidak langsung
terjadinya disparitas pidana.

Selanjutnya Muladi (1984: 54) juga menyatakan bahwa:
Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada
hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu
faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik
yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa
dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang
yang disebut sebagai human equation (insan peradilan)
atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut
pengaruh latar belakang social, pendidikan agama,
pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali
memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan
beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan
kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh
Sudarto (1977: 61) bahwa:

Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh

sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya

ketidaksamaanyangmenyolok,halmanaakanmendatangkan
perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat,
maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat
diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan
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tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama

sekali.

Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga
putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu
hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal
dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam
menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang
normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang
hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan
objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas
ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja
diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan
dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga
sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim
yang memutus perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos
ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal
ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima
atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan
yang objektif.

Dengan mengkaji apa yang diungkapkan Lord Denning,
nampak bahwa untuk memperoleh suatu keadilan masalah
kualitas dari orang yang memutuskan sangat menentukan sekali.
Dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil
memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses
beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai
adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan
landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa
keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani
oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas
keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa ahlakul
karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia ini tidak
ada keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang
relatif/nisbi.

Hukum pidana yang berlaku saat ini menganut sistem
maksimum umum dan khusus serta minimum umum. Hal ini
menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak
antara pidana paling tinggi dan paling rendah. Berhubung
bermacam-macam ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP,
sehingga hakim Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat
luas menentukan berat maupun ringannya pidana yang akan
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dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam
itu terkadang tindak pidana yang secara hakiki kualitasnya sama
dijatuhi pidana yang berbeda-beda (disparitas pidana).

Disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada
pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya permasalahan
tersebut dalam Musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia
di Pandaan, Jawa Timur 1975, Musyawarah Nasional VIII Ikatan
Hakim Indonesia di Jakarta Tahun 1992.

Harkristuti Harkrisnowo (diakses tanggal 11 Maret 2013)
mengatkan bahwa:

Terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum

karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran

jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan
telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan
hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi
disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan
keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal,
kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.

Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa

elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada

putusan yang diberikan oleh hakim.

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo (diakses tanggal 11
Maret 2013) menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi
dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama;

2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai
tingkat keseriusan yang sama;

3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim
yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat
dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana
telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi
sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula
dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan
sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara
utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh
masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim
dalam menegakkan hukum. Disparitas tidak hanya terjadi pada
tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan
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dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik

satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda

untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang

lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di

lingkungan peradilan.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang
termasuk keluarga hukum Eropa continental, yang tidak mengenal
sistem presedent. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi
masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing
disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif
serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan
hukum pidana untuk memecahkannya. (Muladi, 1984: 52).

Untuk mencapai hukum pidana yang lebih baik dan lebih
mengutamakan keadilan maka diadakan pembaharuan hukum
pidana, sehingga di dalam rancangan konsep KUHP baru dan
dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus telah
menggunakan sistem minimum khusus di antaranya adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

® Tindak Pidana Korupsi. ®

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat
beberapa ketentuan baru yang tidak diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971, di antaranya yaitu tentang:

1. Ketentuan pidana minimum dan maksimum mengenai penjara
maupun denda.

2. Ketentuan pidana penjara sebagai pengganti jika terpidana
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti.

3. Perluasan penjelasan pengertian keuangan negara.

4. Pengertian melawan hukum, dalam pengertian formil dan
materil. Dengan perumusan pengertian melawan hukum
dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-
perbuatan yang tercela yang menurut perasaan keadilan
masyarakat harus dituntut dan dipidana.

5. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, sehingga
meskipun hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan
kepada negara, tidak menghapuskan sifat melawan hukum.

6. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat
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dikenakan sanksi. (penjelasan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999).

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran
Negara RI Nomor 140 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3874, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran
yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan
undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 undang-undang
tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan
tidak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya suatu
kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia
terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak
sosial ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan
korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian,
pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan
cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian
terbalik yakni pembuktian dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan
keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam
pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf a
dan b sebagai berikut:

a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi
juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak
pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta
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perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Pada tanggal 21 Nopember 2001 diundangkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan-
perbuatan tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap dapat dipidana,
sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001, di antaranya:

1. Penyebutan rumusan unsur-unsur perbuatan tindak
pidana pasal-pasal yang ditarik dari KUHP, diubah dengan
tidak mengacu kepada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung
menyebutkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dalam
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan
Pasal 12.

. Ketentuan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

3. Ketentuan perluasan mengenai sumber alat-alat bukti yang
sah, yang berupa petunjuk dan pembuktian terbalik, pada
tindak pidana grafitikasi.

4. Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap
harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi
dan diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau
tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari
tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap
terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan
tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili
negara.

5. Ketentuan mengenai maksimum pidana penjara dan pidana
denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan
dalam untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku
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tindak pidana korupsi, dalam hal ini nilai yang dikorup relatif
kecil.

6. Dicantumkannya ketentuan peradilan. Substansi dalam
ketentuan peralihan, ini pada dasarnya sesuai dengan asas
umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) KUHP.

Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat
mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan
terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya
sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas
pidana masih sering terjadi seperti halnya dalam kesepuluh
kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi
sebagai berikut:

Tabel 1.
Nama Terdakwa dan Nomor Putusan Pengadilan yang
Diteliti Disparitasnya
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No. Putusan
No No.Putusan Pengadilan
@ Uru.t Nama Terdakwa Pengadilan Tingkat Tingkat @
Pertama ng
Berikutnya
1. Misno bin Hatta 78/Pid.B/2010/ | 131/Pid/2010/
PN.SGT PT. Jambi
2. Adnan bin Ugut
77/Pid.B/2010/ | 139/Pid/2010/
3. Samsul Bahri bin [sa PN.SGT PT. Jambi
4. Ec.Masnil bin Mahyudin | 171/Pid.B/2007/ | 51/Pid/2008/
PN.SGT PT. Jambi
5. As’ad Syam bin
Syamsudin 170/Pid.B/2007/ | 50/Pid/2008/
PN.SGT PT. Jambi
207/Pid.B/2007/ | 142K /Pid.
PN.SGT Sus/2008
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Tabel 2.

Pemidanaan terhadap 5 (lima) pasang putusan tersebut yang
melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

NO. | Nama Terdakwa Putusan PN Putu;:: PT/
1. Misno bin Hatta 1 (satu) tahun Menguatkan
penjara dan putusan PN
pidana tambahan
Rp.17.029.447,19
2. Adnan bin Ugut 1 (satu) tahun Menguatkan
penjara dan putusan PN
pidana tambahan
Rp.17.029.447,19
3. Samsul Bahri bin | 1 (satu) tahun |8 (delapan)
® [sa penjara bulan pjr
Denda Rp 30juta | Denda Rp 15
Pidana tambahan | juta
Rp 141.916.208 Pidana
tambahan
Rp 60.441.208
4. Ec.Masnil bin | 1(satu) tahun | 8(delapan)
Mahyudin penjara bulan pjr
Denda Rp 30 juta | Denda Rp 10
juta
5. As’ad Syam bin | Bebas Put MA
Syamsudin 4(empat)
tahun penjara
Denda Rp 20
juta
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Dari 5 ((lima) pasang kasus korupsi, yang telah dijelaskan
di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting
yaitu terkait dengan penerapan sanksi pidana pada tindak
pidana Kkorupsi terdapat perbedaan (disparitas pidana), baik
horizontal pada tingkat PN dan PT maupun disparitas secara
vertikal antara PN dan PT, karena kelima terpidana tersebut
sama-sama diputuskan oleh majelis hakim pada peradilan yang
sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa korupsi dengan
berbagai pertimbangan berdasarkan alat bukti dipersidangan
tentunya sesuai dengan keyakinan hakim. Permasalahannya
adalah keyakinan setiap hakim tidak ada tolok ukur yang jelas
dan selain itu tidak adanya pola pemidanaan yang jelas juga bagi
para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa
korupsi.

Isu hukum dalam dispaitas putusan hakim tersebut adalah
putusan tingkat PN rata-rata 1(satu tahun), pidana penjara
dikomulasikan dengan pidana denda, pidana penjara dan pidana
tambahan, pidana penjara, denda dan pidana tambahan serta
putusan bebas. Sedangkan untuk putusan Pengadilan Tinggi
dan MA, ada yang menguatkan, meringankan dan ada yang
memperberat putusan PN.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa
korupsi masih terdapat putusan pidana dibawah ancaman pidana
minimal khusus dan sering tumpang tindih terkait lamanya
hukuman maupun besaran denda yang dijatuhkan, selain itu
dari aspek perlindungan hukum masih terdapat ketidakadilan
(diskriminasi).

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada deskripsi dari 5
(lima) pasang putusan hakim tersebut, maka permasalahan pokok
dirumuskan sebagai berikut: bagaimana dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, sehingga
terdapat disparitas dalam putusan hakim baik secara horizontal
maupun secara vertikal dan apakah pertimbangan putusan hakim
terjadi perbedaan pada aspek hukum acara, pidana, hukum
pidana materil, filosofi penjatuhan pidana dan pada penerapan
hukum.
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c. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dari aspek
hukum acara, hukum pidana materil, filosofi penjatuhan pidana
dan penerapan hukum, sehingga terdapat disparitas terhadap
putusan-putusan tersebut baik horizontal maupun vertikal serta
untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
pidana korupsi sehingga mengakibatkan disparitas pidana.

2) Kegunaan Penelitian.

a) Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk
pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mengetahui
Disparitas Pidana Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia.

b) Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan
bagi Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan berbagai
program-program kegiatannya.

2. Studi Pustaka
a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering diistilahkan sebagai “perbuatan
pidana”, perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan yang
oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah
lain sering digunakan juga dengan istilah “peristiwa pidana”
dan “pelanggaran pidana”. Namun di antara keanekaragaman
penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk
kepada pengertian yang sama, yakni yang berasal dari strafbaar
feit yang diambil dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan
berarti peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu
bertanggung jawab.

Pakar hukum Simons merumuskan bahwa strafbaar feit
adalah ”suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam
dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan
(onrechtmatig) dilakukan dengan Kkesalahan (schuld) oleh
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seorang yang mampu bertanggung jawab”. (Kanter & SR Sianturi,

2002: 22). Vos mengemukakan bahwa "delik merupakan suatu

kelakuan manusia yang diancam pidana berdasarkan peraturan

undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya

dilarang dengan ancaman pidana”. (Kanter & SR Sianturi, 2002:

hal. 205). Selanjutnya Pompe memberikan batasan pengertian

strafbaarfeit adalah:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum, dan

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian
strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang
dapat dihukum. (Poernomo, 1983: 91).

Kemudian E. Utrech menerjemahkan strafbaarfeit dengan
istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena
peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau
suatu melalaikan (nalaten-negatif), maupun akibatnya (keadaan
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). (Hartati,
2006: 6).

Berikutnya Moeljatno menyatakan “istilah tindak
pidana dipergunakan dengan perbuatan pidana yang artinya
suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan
tersebut”. (Bassar, 2003: 2). Selanjutnya beliau mengatakan
bahwa: “menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana
adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang juga
merugikan masyarakat dalam arti bertentangan/menghambat
terlaksananya tata dalam bergaul masyarakat yang dianggap baik
dan adil”. (Bassar, 2003: 3).

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan
tindak pidana atau bukan, harus dilihat dalam ketentuan-
ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan hukum
pidana itu termuat dalam KUHP atau diluar KUHP (tindak pidana
khusus) dan KUHAP. Akan tetapi apabila dilihat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pengertian delik
itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap pasal dari KUHP
hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, sesuai
dengan jenis perbuatan yang diaturnya.
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b. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak
sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak
pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar
pembenaran yang jelas. Disparitas pidana adalah penerapan
pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama
atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat
diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. (Muladi
& Barda, 1984: 52). Oemar Seno Adji (1984: 28-29) mengatakan
bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam
hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap
penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas
pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan
pembenaran yang jelas

2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabilaitu beralasan
ataupun wajar.

Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat dilihat bahwa
pandangannya tentang disparitas pemidanaan merupakan
sebuah pembenaran, dengan ketentuan bahwa disparitas harus
didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan.
Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya.
Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi di mana hakim
dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus
dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya
dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang
perkara yang diperiksanya. Akan tetapi disparitas pidana belum
dapat diterima oleh masyarakat, karena mengusik rasa keadilan
terhadap putusan hakim, karena itu sering terjadi perbuatan
main hakim sendiri (eigenrichting).

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (judge-
made-law), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus
ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak
yang berperkara. “Putusan hakim mengikat para pihak yang
bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus
dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih
tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar
(res judicata veritate habetur)” (Marpaung, 2006: 251). Definisi
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putusan  hakim menurut  Andi Hamzah (1986: 485).

adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah

dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk
putusan tertulis maupun lisan. Sementara itu menurut Sudikno

Mertokusumo (1998: 206), putusan hakim adalah:

Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan
dan Dbertujuan untuk mengakhiri atau menyeleseiakan
suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan
hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan
juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah
konsep putusan (tertulis) tidak  mempunyai kekuatan
sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh
hakim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim
sangat kuat dan mengikat karena merupakan kesimpulan akhir
yang diambil oleh majelis hakim berdasarkan kewenangannya
untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. HIR tidak
mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para
ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing.
Di antaranya adalah:

1. Soepomo (1993: 57) menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan,
yakni:

a. kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap (kracht van gewijsde, power of force), tidak
dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan
hukum pasti  bersifat mengikat (bindende kracht, binding
force).

b. kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai
alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan
untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi.
Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang
berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah
ditetapkan dalam putusan tersebut.

c. kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan
hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti,
mempunyai  kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale
kracht, executionary power).

2. Sudikno Mertokusumo (1998: 182) menyatakan bahwa
putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:
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a. Kekuatan Mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau

merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan
pengadilan atau akta otentik yang menentapkan hak itu. Suatu
putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan
suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau
hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan
mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim
untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti
bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh
pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan
itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu
pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.
Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat: mengikat
kedua belah pihak (Pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak
kepada putusan menimbulkan beberap teori yang hendak
mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari
pada putusan;

b. Kekuatan Pembuktian. Dituangkannya putusan dalam bentuk

tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan
untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak,
yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding,
kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan
akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

. Kekuatan Eksekutorial. Suatu putusan dimaksudkan

untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan
menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-
mata hanya menetapkan hak atau hukumnnya saja melainkan
juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara
paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan
belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak
dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena
putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya
untuk kemudian direalisir, maka putusan hakim mempunyai
kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya
apayang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-
alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuata eksekutorial,
apabila dilakukan oleh peradilan di Indonesia yang menganut
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
(Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004)
dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus
diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
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c. Korupsi

Ditinjau dari pendapat ahli hukum antara lain dari Joseph
S. Nye mengatakan bahwa “tingkah laku yang menyimpang dari
tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan
status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga
dekat, kelompok sendiri), atau melanggar beberapa tingkah
laku pribadi” (Kaligis, 2006: 73). Selanjutnya David H. Bailey
memberikan definisi korupsi adalah sebagai perangsang (seorang
pejabat pemerintah suapan agar melakukan pelanggaran
kewajiban” (Muhammad, 2004: 92). “Istilah korupsi itu sendiri
berasal dari bahasa Latin “corruptio”, “corruption” (Inggris) dan
“corruptie” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan
yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan”
(Chaerudin dkk, 2008: 2). Dalam Black’s Law Dictionary,
Corruption is “the act of doing something with an intent to give
some advantage inconsistent with official duty and the rights of
others; a fiducary’s or official’s use of a station or office to procure
some benefit either personally or for someone else, contrary to the
rights of others” (Black, 1999: 830), yang terjemahannya adalah
(korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk memberikan sesuatu keuntungan yang tidak resmi dengan
hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya
atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk
dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya
dan hak-hak dari pihak lain). Lain halnya A.S. Hornby (1968:
218) bahwa corruption is “the offering and accepting of bribes”
(penawaran/pemberian dan penerimaan suap) disamping
diartikan juga sebagai “decay” yaitu kebusukan/kerusakan.

Menurut Transparency International bahwa korupsi adalah
perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya
diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada
mereka. (Chaerudin dkk, 2008: 2).

Sementara itu arti secara harfiah dari korupsi dapat berupa:
a. Kejahatan, kebusukan, dapatdisuap, tidak bermoral, kebejadan

dan ketidakjujuran.
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan
uang sogok, dsb.
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c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang
bersifat buruk, perilaku jahat dan tercela, atau kebejadan
moral, penyuapan dan bentuk-bentuk Kketidakjujuran.
(Soedarto, 1981: 114).

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt ada
empat tipe korupsi yang semuanya berkaitan erat dengan
kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah political bribery,
political kickbacks, election fraud dan corrupt campaign
practices (Kaligis, 2006: 76). Political bribery adalah termasuk
kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-
undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu
kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan
umum sering berkaitan dengan aktifitas perusahaan tertentu.
Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen
dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Political
Kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan sistem kontrak
pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha
yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi
pihak-pihak yang bersangkutan. Election Fraud adalah korupsi
yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum. Sedangkan
Corrupt Campaign Practice adalah praktik kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon
yang sedang memegang kekuasaan negara.

Perlu dikemukakan ungkapan dari Lord Acton yang
mengatakan "power tends to corrupt and absolute power
corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan
kekuasaan yang absolut korupsi absolute), bahwa kekuasaan
sangat rentan terhadap korupsi (Kaligis, 2006: 76). Setiap
kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (misbruik
van recht) atau dilaksanakan sewenang-wenang (arbitrary,
willekeur) atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang
(detournent depouvoir) hal ini dapat terjadi karena dua hal
Pertama, kekuasaan mengandung hak dan wewenang (recht en
bevoegdheid) dan kedua, hak dan wewenang, memberi posisi
lebih terhadap subyek yang dituntut atau pencari keadilan. Untuk
menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar
adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan
kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam
setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (impartiality),
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asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness), asas
beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan
hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak
substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan),
asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam
proses peradilan.

d. Teori Kepastian Hukum

Pembentukan hukum positif merupakan kegiatan legislasi
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara formal
berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hal ini dilakukan dengan membentuk berbagai
perangkat peraturan perundang-undangan atau mengubah yang
sudah ada. Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan itu
dimaksudkan untuk mengatur prilaku warga masyarakat, dengan
menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Namun kehidupan masyarakat ternyata sangat dinamis
dan majemuk, sehingga semua kemungkinan yang akan terjadi
tidak dapat sepenuhnya dirumuskan dalam aturan-aturan hukum
secara rinci dan konkrit. Selain itu pembentuk undang-undang
tidak mungkin merumuskan aturan-aturan hukum ke dalam
aturan-aturan konkrit individual secara eksplisit. Oleh karena
itu, peraturan perundang-undangan dikonstruksi dalam bentuk
perilaku yang bersifat umum dan abstrak.

Bentuk peraturan perundang-undangan yang dikonstruksi
dalam bentuk umum dan abstrak itu, harus dicari hukumnya
oleh hakim. Hakim harus melakukan penemuan hukum
“rechtsvinding” “Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum
sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar
penerapan hukum” (Mertokusumo & A. Pitlo, 1993: 4). Penemuan
hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh
hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas
melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang
konkrit. “Kegiatan demikian merupakan proses konkritisasi
dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan
abstrak itu dalam peristiwa konkrit” (Hommes, 1983: 32).
“Istilah pembentukan hukum lebih suka digunakan daripada
istilah penemuan hukum, oleh karena istilah penemuan hukum
memberi sugesti seakan-akan hukum itu sudah ada” (Algra, 1975:
219).
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Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945
dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
memberi jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Penjelasan Pasal 1 tersebut antara lain menjelaskan bahwa
kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial tidaklah
mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan
menafsirkan hukum dan mencari asas-asas yangjadilandasannya,
melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam
penjelasan Pasal 14 ayat (1) antara lain dijelaskan bahwa andai
kata ia maksudnya hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia
wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan
hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab
penuh kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan
negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas
jangkauan otonomi kebebasan hakim dalam menyelenggarakan
fungsi peradilan meliputi:

1) Wewenang menafsirkan peraturan perundang-undangan;

2) Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;

3) Membentuk hukum baru apabila menghadapi kekosongan
peraturan perundang-undangan;

4) Kebebasan untuk mengikuti yurisprudensi.

Bahkan menurut Yahya Harahap (1993: 114) “hakim
dibenarkan melakukan contra legem, apabila terdapat suatu
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan
dengan kepentingan umum”. Menafsirkan ketentuan peraturan
perundang-undangan merupakan inheren dalam tugas hakim
menegakkan hukum.Olehkarenaketentuanperaturanperundang-
undangan di samping bersifat umum dan abstrak, sering kali juga
tidak dapat dengan cepat mengikuti dinamika perkembangan
masyarakat. Dalam situasi demikian hakim lah yang melakukan
individualisasi pada peristiwa-peristiwa in concreto, dengan
upaya menafsirkan yang bersifat umum dan abstrak tersebut
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pada fakta-fakta yang konkrit. “Alasan kenapa hal ini harus
dilakukan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang
dapat terukur, jelas dan transparan. Menurut Bongenaar (1992:
23) “para hakim lah yang mempertegas norma kabur (umum dan
abstrak) dalam undang-undang itu pada peristiwa konkrit”.

Hukum positif menempatkan peraturan perundang-
undangan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-
undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan
hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan
perundang-undangan. Hakim atau badan-badan peradilan
terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam
pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat
disebut sebagai pembentuk hukum semu atau quasi legislator.
Oleh karena undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum
dan abstrak, maka hakim harus mencari hukumnya. Sudikno
Mertokusumo dan A. Pitlo (1993: 4) mengungkapkan bahwa
penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan
hukum (rechtsvinding) dan tidak sekedar penerapan hukum.
“Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan
hukum oleh hakim”.

Menurut CFG Sunaryati Hartono (1975: 9), “pengadilan
tidak hanya merupakan mulut atau terompet undang-undang
dan peraturan pemerintah belaka akan tetapi pengadilan ikut
membentuk hukum baru, sekalipun dibatasi oleh cara-cara
penafsiran yang dapat dipergunakan olehnya”. Dengan demikian
dikatakan semu atau quasi, “oleh karena proses pembentukan
hukum oleh hakim tidak sebagaimana proses pembentukan
hukum formal (hukum positif) sebagaimana dilakukan oleh
legislator. Undang-undang juga melarang hakim untuk menolak
memeriksa suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak
atau belum mengaturnya.

Pembentukan hukum, menurut Benjamin Cardozo (1949:
105) adalah:

Standar (pattern) kegunaan akan ditemukan oleh hakim

dalam kehidupan masyarakat, dengan cara yang sama

sebagaimana ditemukan oleh pembentuk undang-undang
selanjutnya dikatakan Cardozo, bahwa hakim memperoleh
pengetahuan (knowledge) sama sebagaimana pembentuk
undang-undang  memperolehnya, dari  pengalaman,
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penyelidikan dan pemikiran, singkatnya dari kehidupan itu

sendiri. Di sini memang ada titik singgung antara pekerjaan

pembuat undang-undang (legislator) dengan pekerjaan
hakim.

Akan tetapi masing-masing melakukan pekerjaan dalam
batas-batas kompetensinya. Tidak diragukan bahwa ruang
lingkup hakim lebih sempit. Hakim hanya menjalankan undang-
undang di antara kekosongan-kekosongan, mengisi ruang
terbuka dalam hukum (he fills the open spaces in the law) oleh
karena itu, hakim seharusnya membentuk putusannya tentang
hukum untuk memenuhi tujuan yang sama dengan pembentuk
undang-undang. Hal penting di sini, Cardozo memisahkan fungsi
pengadilan dengan fungsi badan legislative. “Pembentuk undang-
undang tidak dihambat oleh batasan-batasan pengertian suatu
keadaan umum, dengan membentuk undang-undang dengan cara
abstrak. Lain halnya dengan hakim, yang memutuskan kasus-
kasus tertentu, yang secara absolut mengacu kepada persoalan-
persoalan konKrit”.

e. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat
pemidanaan” diartikan mempunyai dimensi dan orientasi
pada anasir “pidana’; “sistem pemidanaan” dan “teori
pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana
oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia (Mulyadi,
2000: 100). Sementara itu menurut M. Sholehuddin (2003:
81-82) maka “filsafat pemidanaan”hakikatnya mempunyai
2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu
sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang
memberikan pedoman, kretaria atau paradigma terhadap
masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal
dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam
setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas
yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah
yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib
ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi
teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat
pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan
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melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.

Dari dimensi demikian, Muladi dan Barda Nawawi Arief
(1984: 4) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-
unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak
menyenangkan;

2. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. pidanaitu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan
tindak pidana menurut undang-undang.

Pada hakikatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan
bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi
yang utama/terbaik” atau (prime guarantor) dan sekaligus
sebagai “pengancam yang utama” (prime threatener) atau serta
merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.

Dari dimensi sesuai konteks di atas maka dapat
dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan
mengenai hukum pidana materil/substantif, hukum pidana
formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu
kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan
terdiri dari sub sistem hukum pidana substantif, sub sistem
hukum pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/
eksekusi pidana.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap
paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati
tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan
berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif
untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik,
paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan
masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil,
maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang
semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya
jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Oleh karena itu
teori pemidanaan perlu pula dijadikan kerangka teoritis dalam
melakukan pembahasan mengenai terhadap perlindungan
hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia.

Soedarto (1981: 71-72), menyatakan ~ bahwa
"penghukuman” berasal dari kata dasar "hukum”. Sehingga dapat
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diartikan sebagai "menetapkan hukuman” atau "memutuskan
tentang hukumannya” (berechten). "Menetapkan hukum” untuk
suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana
saja tetapi juga hukum perdata. Istilah "penghukuman” dapat
disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana,
yang bersinonim dengan ”“pemidanaan” atau “pemberian/
penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang
demikian, mempunyai makna sama dengan sentence conditionally
atauvoorwaardelijk veroodeeld yang sama artinya dengan "hukum
bersyarat” atau "dipidana bersyarat”. Istilah "hukuman” kadang-
kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf” namun kata
"pidana” lebih baik dari pada "hukuman”.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang
cukupdilematis, terutamadalammenentukanapakah pemidanaan
ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang
terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana
adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan
titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil
dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan
pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai
beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-
teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang
berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan
dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan
untuk memahami tujuan pemidanaan, adalah pendapat Barda
Nawawi Arief (1996: 44) mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek
perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku
tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek pelindungan
masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi
atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan
keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan
konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/
kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan
yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi
berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan
memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya
dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.
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Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan
dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana
tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris “tujuan pidana biasa
disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation,
Restraint dan Restribution, sedangkan satu D ialah Deterrence
yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence
(pencegahan khusus dan pencegahan umum)” (Hamzah, 1994:
28-29).

Apabila dilihat dari tujuan yang berlaku sekarang ialah
variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (deterrent), baik ditujukan
kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka
yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan
kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi)
kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan
populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi
pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat
pidana dalam membina pelanggar hukum.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP ini
mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan
atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada
pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan
yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam pemidanaan
sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu RKUHP adalah
berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan
dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan
diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam RKHUP dalam Pasal 54 yang
menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat; dan;

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan
tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan
martabat manusia. Perumusaan empat tujuan pemidanaan dalam
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RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat
(social defence), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi
terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan
tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan
dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua
kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi
pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKHUP ini terlihat menganut
aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu
adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum,
mengakuiasas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan,
mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan
kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak
pidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk
mencegah dilakukannya tindak pidana dan sekaligus sebagai
pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk memahami
norma-norma berprilaku di dalam masyarakat, sehingga kelak
menjadi manusia memahami tentang tujuan hidup.
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3. Kerangka Berpikir

Pengumpulan bahan hukum berupa
putusan hakim dalam tindak pidana
korupsi baik dalam tingkat
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
maupun Mahamah Agung, serta
wawancara dengan hakim Tipikor

L1

Mengidentifikasi penjatuhan pidana
terhadap masing-masing putusan
baik tingkat PN, PT, maupun MA

Ny

Mengidentifikasi isu disparitas secara
horizontal pada masing-masing
putusan PN, PT dan MA

11

Mengidentifikasi isu disparitas secara
vertikal pada masing-masing putusan
antara PN dan PT

L1

Analisis pertimbangan hakim dalam
masing-masing putusan yang
menyebabkan terjadinya disparitas.
Dikaji dari sudut hukum acara
pidana, hukum materril, filosofi
pemidanaan, dan penalaran hukum
dan penalaran hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi dan doktrin hukum.

pus

Opini dan argumentasi terkait
kecendrungan-kecendrungan
disparitas yang terjadi pada masing-
masing putusan

11

Kesimpulan dan rekomendasi
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4. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitan adalah hukum normatif, atau yang sering
juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian
hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri.
Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi
oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti, dan tradisi keilmuan
hukum itu sendiri (Lasmadi, 2003: 64 ).

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum
positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan
dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum
dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”
(Lasmadi, 2003: 64).

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D. Meuwissen,
adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif,
3) intrepretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5)
menilai hukum positif” (Lasmadi. 2003: 65 ).

b. Pendekatan yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan,
yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach);
Diterapkannya statute approach dalam penelitian ini karena
secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada
penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang
ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus
menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena
yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan
dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang
berkaitan dengan penelitian ini.

2) Pendekatan Konsep (Conceptual Approach);

Digunakan conceptual approach karena dalam penelitian
ini meneliti tentang Disparitas Putusan Hakim terhadap
Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan.
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3) Pendekatan Kasus (Case Approach);

4) Digunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini untuk
menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana
korupsi.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier
dikumpulkan dengan mempergunakan sistem kartu (card sistem),
hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan
hukum tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kartu
disusun berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun. Bahan-
bahan dicatat dalam buku kartu meliputi permasalahannya,
argumentasi, langkah-langkah yang diambil dan alternatif
pemecahan masalah. Jenis bahan hukum yang dipilih dibatasi
menurut keilmuan hukum pidana pada umumnya, khususnya
yang terkait dengan Disparitas Putusan Hakim terhadap Pelaku
Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-
Undangan. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa:

1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pengesahan Konvensi Pengesahan United Nations Convention
Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum
primer. Yaitu, buku-buku tentang hukum, jurnal hukum,
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makalah, artikel dari media massa dan website internet serta
majalah.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan
lain-lain.

4) Untuk mendukung pembahasan dan analisis terhadap empat
aspek dalam putusan, yaitu aspek hukum acara pidana, hukum
materil, filosofi pemidanaan dan penalaran hukum, dilakukan
wawancara dengan hakim Tipikor.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif di
mana setelah bahan-bahan hukum terkumpul, diolah dan
diklasifikasikan sesuai dengan jenis bahan hukum yang diperoleh
dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan teori hukum,
pengertian-pengertian hukum, norma hukum, dan asas-asasnya
dikaitkan dengan isi dari berbagai peraturan perundang-
undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan
Disparitas Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya
dilakukan interpretasi, penilaian dan evaluasi. Hasilnya kemudian
diuraikan secara preskriptif.
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Tabel 3.

Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
pada Masing-masing Putusan

NO. Nama Terdakwa Putusan PN Putusan PT/MA

1. Misno bin Hatta 1 (satu) Menguatkan
tahun penjara putusan PN
dan pidana
tambahan Rp.
17.029.447,19

2. Adnan bin Ugut 1 (satu) Menguatkan
tahun penjara putusan PN
dan pidana
tambahan Rp.
17.029.447,19

@ 3 Samsul Bahri bin | 1 (satu) tahun | Memperbaiki @
Isa penjara putusan PN

Denda Rp. 30 menjadi 8
juta (delapan) bulan
Pidana penjara Denda
tambahan Rp. Rp. 15 juta pidana
141.916.208 tambahan Rp.
rupiah 60.441.208

4, EC. Masnil bin | 1(satu) tahun Memperbaiki

Mahyudin penjara putusan
Denda Rp. 30 PN menjadi
juta 8(delapan) bulan
pjr

Denda Rp. 10 juta
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Asad Syam bin | Bebas Mengubah putusan
Syamsudin PN, pada putusan
MA menjadi pidana
penjara 4 (empat)
tahun dan denda
Rp. 20 juta

Deskripsi singkat pada masing-masing putusan adalah

sebagai berikut :

a.

b.

Terdakwa Adnan bin Ugut selaku direktur CV RAHMATIA
(putusan No.77 /PN Sengeti) dan terdakwa Misno bin Hatta
selaku wakil direktur CV RAHMATIA (Putusan No. 78/PN
Sengeti ) secara bersama-sama telah didakwa melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berawal CV RAHMATIA
dinyatakan sebagai pemenang dalam perjanjian kerja dengan
Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Dana
Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAKDR) Tahun anggaran
2004-2005 sebesar Rp 99.000.000,- namun harga penawaran
yang disetujui dan ditandatangani oleh pihak CV RAHMATIA
adalah sebesar Rp 98.440.000,-
Sesuai dengan perjanjian kerja, pelaksanaan seluruh pekerjaan
ditetapkan selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 22
September 2008 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2008.
Akan tetapi sampai berakhirnya waktu pelaksanaan, yaitu
tanggal 21 Nopember 2008 ada beberapa item pekerjaan
yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian kerja, sehingga
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 34.058.844.39,-.
Atas perbuatan tersebut masing-masing terdakwa dengan

perkara yang terpisah didakwa:

a.

Dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) sub b
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP;

Dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‘ ‘ bagian Lindd 214 @

9/9/2014 11:43:06 AM ‘ ‘



‘ ‘ bagian 1.indd 215

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

Tuntutan Pidana:

Terdakwa Adnan bin Ugut dituntut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat
(1) sub b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan
pidana denda Rp 50 juta.

Putusan PN (putusan PN No.77) terdakwa dijatuhi
pidana penjara 1 tahun dan pembayaran uang pengganti Rp
17.029.447,19,-

Putusan PT (putusan PT No. 130) menguatkan putusan PN.

Terdakwa Misno bin Hatta dituntut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat
(1) sub b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan
pidana denda Rp 50 juta.

Putusan PN (putusan PN No. 78) terdakwa dijatuhi
pidana penjara 1 tahun dan pembayaran uang pengganti
Rp 17.029.447,19,-. Uang sejumlah Rp 25 juta yang telah
dikembalikan oleh terdakwa diperhitungkan sebagai pembayaran
uang pengganti dan sisanya dikembalikan kepada terdakwa.
Putusan PT ( putusan PT No. 131 ) menguatkan putusan PN

Terdakwa EC. Masnil bin Mahyuddin selaku Kepala Kantor
Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi (diadili dengan perkara
terpisah dengan putusan PN No. 170/ PN Sengeti) secara
bersama-sama dengan terdakwa Syamsul Bahri selaku direktur
CV BIG (Bina Investama Gemilang) diadili dengan perkara
terpisah (putusan PN No.171/PN Sengeti) didakwa melanggar
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal
55 KUHP.

Perbuatan terdakwa EC. Masnil berawal dari bulan Oktober
2004 mengajukan untuk Rancangan APBD unit kerja Kantor
Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi kepada Bupati Muaro
Jambi dimana salah satu mata anggaran yang diusulkan adalah
pengadaan benih kelapa sawit dengan total anggaran sebesar Rp
231.475.000,-

Walaupun Perda Kabupaten Muaro Jambi tentang APBD
anggaran tahun 2005 belum diterbitkan, terdakwa Syamsul
Bahri pada tanggal 1 Februari 2005 mengirim surat kepada
terdakwa EC. Masnil untuk memasukkan benih kelapa sawit
dari Malaysia dalam rangka pengadaan benih kelapa sawit
pada Kantor Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Pada tanggal
30 Juni 2005 benih yang diserahkan oleh terdakwa Syamsul
Bahri tidak dilengkapi dengan sertifikat dan dilakukan sebelum
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proses pelelangan pengadaan benih kelapa sawit, karena proses
pengadaan benih kelapa sawit tersebut baru dilaksanakan mulai
25 Juni 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005. Jadi tidak
melalui prosedur pelelangan sebagaimana diatur dalam Kepres
No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan ditandatangani BAP barang pada tanggal 13
September 2005, maka pada tanggal 14 September 2005 dana
pengadaan benih kelapa sawit cair sebesar Rp 150 juta dengan
dipotong PPH dan PPN sehingga menjadi Rp 141.916.208,-.

Terdakwa EC. Masnil telah menyalahgunakan kewenangan
karena jabatan, yaitu terlebih dulu memesan benih kelapa sawit
kepada PT BIG untuk pengadaan benih kelapa sawit di Kantor
Perkebunan Muaro Jambi Tahun 2005 sebelum DASK ditetapkan
oleh Bupati Muaro Jambi.

Akibat benih kelapa sawit yang dikirim oleh PT BIG tidak
dilengkapi dengan sertifikat dan dianggap tidak jelas asal-
usulnya, maka mutu diragukan, sehingga benih kelapa sawit
tersebut harus dimusnahkan.

Dari perbuatan terdakwa EC. Masnil bersama-sama
dengan terdakwa Syamsul Bahri dianggap telah menguntungkan
terdakwa Syamsul Bahri (Dir PT BIG) sebesar Rp 141. 916.208,-.
dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 141.916.208,-.
Tuntutan Pidana :

Terdakwa EC. Masnil dituntut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dengan tuntutan 2 tahun penjara, dan denda Rp 50 juta.
Serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp 141.916.208,-.

Putusan PN (putusan PN No. 170) berupa pidana penjara 1
tahun dan denda Rp 30 juta.

Putusan PT (putusan PT No. 50) berupa pidana penjara 8
bulan dan denda Rp 10 juta.

Terdakwa Syamsul Bahri dituntut Pasal 3 jo Pasal 18 ayat
(1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Tuntutan 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta serta
pembayaran uang pengganti Rp 141.916.208,-.
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Putusan PN (Putusan PN No. 171) berupa pidana penjara
1 tahun dan denda Rp 50 juta serta pembayaran uang pengganti

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

sebesar Rp 141.916.208,-.

Putusan PT (Putusan PT No. 51) berupa pidana penjara 8
bulan dan denda Rp 15 juta, serta pembayaran uang pengganti

sebesar Rp 60.441.208,-.
1) Diskripsi Putusan PN No. 207 dengan Terdakwa As’ad
Syam :
Tanggal Keterangan
19 Januari Tanpa alasan yang sah terdakwa menerima
2004 surat penawaran harga pembangunan
jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro
Jambi seharga Rp. 14.039.200.000.- (empat
belas milyar tiga puluh sembilan juta dua
ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh SUDIRO
LESMANA Bin WONG JIT WAN Direktur
Utama PT. CIPTA PESONA USAHA (PT. CPU)
sebagaimana surat Nomor: 011 CPU./
PH/2004.
23 Januari Terdakwa DRS. H. AS’AD SYAM, M.M,, bin
2004 SYAMSUDDIN membuat disposisi di atas surat

penawaran tersebut kepada Asisten Il Sekda
Kab. Muaro Jambi DRS. SYAFARUDDIN, M.E,,
bin ARBAIN yang sekaligus sebagai Direktur
Utama PD. Muaro Jambi sebagaimana
disposisi terdakwa “pelajari anggarkan sesuai
dengan kesepakatan”.
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19 Pebruari
2004

Dengan surat Nomor: 015/697 Umum,
tanggal 19 Pebruari 2004 terdakwa. DRS.
H. AS'AD SYAM, M.M,, bin SYAMSUDDIN
mengajukan Permohonan Persetujuan
Penunjukan Langsung Rekanan atau
Perusahaan yang melaksanakan
pembangunan jaringan listrik di Kecamatan
Sungai Bahar sebagai berikut:

1. PT. NUANSA HIJAU RAYA;

2. CIPTA PESONA USAHA;

3. KARYA RESTU PERMATASARI;

1 maret 2004

M. NAWAWI HAMID, BA., Ketua DPRD
Kabupaten Muaro Jambi menyetujui
Permohonan Persetujuan Penunjukan
Langsung terdakwa tersebut melalui surat
Nomor: 015/43/111/DPRD/2004.

23 Maret

® 2004

Ditandatangani perjanjian kerjasama untuk
membangun jaringan listrik di Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi,
yaitu perjanjian Nomor: 20/HK/111/2004
dan Nomor: 069/PKS/CPH/IlI/2004
antara DRS. SYAFARUDIN, M.E., Bin ARBAIN
Direktur Utama Perusahaan Daerah Muaro
Jambi, dengan SUDIRO LESMANA JIT WAN
selaku Direktur PT CIPTA PESONA USAHA,
sebagai tindak lanjut Nomor: 16/HK/2003
dan Nomor: 022 /CPH/X/K/2003, padahal
Perusahaan Daerah Muaro Jambi saat itu
belum atau tidak mempunyai dana anggaran
untuk membangun jaringan listrik di
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro
Jambi.
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16 Mei 2004

Terdakwa menerima pengajuan permintaan
pembayaran muka pekerjaan pembangunan
jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Kab.
Muaro Jambi sebesar 20% dari nilai

kontrak dengan surat Nomor: 086/SPP/
CPU/V/2004 tanpa adanya surat uang

muka dari SUDIRO LESMANA Bin WONG JIT
WAN Direktur PT. CIPTA PESONA USAHA.
Kemudian pada tanggal 17 Mei 2004
terdakwa menyetujui pembayaran uang muka
pekerjaan pembangunan jaringan listrik
Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi sebesar
20% dari nilai kontrak, padahal dana untuk
pembangunan jaringan listrik di Kecamatan
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi
tersebut belum ada.
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Dasar Hukum yang Digunakan dalam Perkara dengan

Terdakwa As’ad Syam

Surat Dakwaan

Putusan Hakim

Kesatu: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal
64 ayat (1) KUHP.

Kedua: Pasal 3 jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal

64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan pidana dari penuntut

umum No. Reg PDS

04/SEGTI/11/2007 tanggal 26

Maret 2008 yang pada

pokoknya menuntut supaya

majelis hakim Pengadilan

Negeri Sengeti yang memeriksa

dan mengadili perkara ini

memutuskan:

- Menyatakan terdakwa DRS.
H. AS’AD SYAM, M.M,, bin
SYAMSUDDIN bersalah
melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana
diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No.20
Tahun 2001 jo Pasal 55
ayat (1) kel KUHP jo Pasal
64 ayat (1) KUHP.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP dan memperhatikan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan
perundang-undangan lain yang
bersangkutan:
Putusan PN Berisi Putusan Bebas.
Putusan MA:
MENGADILI
Mengabulkan permohonan kasasi dari
pemohon kasasi: jaksa/penuntut umum
pada Kejaksaan Negeri Sengeti tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Sengeti No. 207 /Pid.B/2007 /SGT.
tanggal 3 April 2008;
MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DRS. H. AS’AD

SYAM, M.M,, bin SYAMSUDDIN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana

korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada

terdakwa tersebut oleh karenanya
dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun, pidana mana akan
dikurangkan seluruhnya dari tahanan
yang telah dijalani dan denda
sebesear Rp. 200.000.000,- (dua ratus
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- Menjatuhkan pidana juta rupiah) dengan ketentuan
terhadap terdakwa berupa apabila denda tidak dibayar diganti
pidana penjara selama 4 dengan pidana kurungan selama 6
(empat) tahun dengan (enam) bulan;

dikurangi selama berada
dalam tahan sementara
dengan perintah terdakwa
tetap ditahan, denda Rp
200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) subsidair 6
(enam) bulan kurungan.
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